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ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Perkembangan dan Prospek Lembaga Fidusia di Indonesia”,
berusaha mengkaji praktek pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia baik yang

berobyek barang-barang bergerak dan tidak bergerak, yang selanjutnya utuk -

mengetahui kedudukan para pihak dalam menggunakan jaminan fidusia.

Pada awalnya fidusia hanya digunakan untuk jaminan dengan obyek barang
bergerak saja yang dikuatkan dengan beberapa yurisprudensi. Pendapat demikian
dalam praktek perbankan tidak diikuti terbukti beberapa Bank menerima fidusia
dengan obyek barang bergerak. Praktek ini kemudian dikuatkan dengan diaturnya
fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kemudian prospek setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat penggunaan jaminan fidusia makin
meningkat baik secara kuantitas dan kualitas. Karena lembaga Fidusia sebagai
salah satu sarana pengaman kredit dalam kenyataarnya telah mendapat tempat dan
dirasakan sebagai lembaga jaminan yang dapat melindungi dan menjamin
kepastiaan hukum bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kredit, yaitu
dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia dan PP No. 86 1 ahun 2000 tentang Tata
Cara Pcndaftaran Jaminan Fidusia.

Dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia maka sesuai dengan Pasal 37 UU
Jaminan fidusia, dimana perjanjian-perjanjian kredit yang menggunakan jaminan
fidusia yang dahulu hanya berdasarkan yurisprudensi, diharapkan “dapat
~ menyesuvaikan dengan Undang-undang Jaminan Fidusia. Juga disebutkan bahwa

pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum
berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak berietangan dengan
undang-undang ini. Dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian
jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Apabila
tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan
merupakan hak agonan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mt.
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Buku Daftar Fidusia, Permnyataan Pendaftaran, dan Sertifikat Fidusia.

Perjanjian Kredit yang menggunakan obyek jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia

Akta Jaminan Fidusia



Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula
kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam
meminjam atau perjanjian kredit. Kredit sangat vital bagi pembangunan
ckonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh
para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, ataupun kecil. Kredit
merupakan penunjang pembangunan di mana djhm'apkfm masyarakat dari
semua Japisan dapat berperan.

Keperluan dana guna menggerakkan roda perékgnornian dirasakan
semakin meningkat, disatu sisi ada masyarakat yang :mempunyai dana,
tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain
ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha
namun terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit atau bahkan
tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukannya keduanya
diperlukan perantara (intermediary) yang akan bertindak selaku kreditur
yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian
utang piutang atau pemberian kredit.

Pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil
adalah sesuatu yang wajar bahkan wajib kalau memang kita bertujuan untuk
menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh lapisan
masyarakat. Namun kita harus mengingat bahwa dalam hal kredit dari pihak
pemberi (kreditur) memberikan pinjaman kepada penerima (debitur) dengan
harapan bahwa pinjaman itu dapat dipérgunakan sebaik-baiknya untuk
kemajuan usaha debitur dan bahwa pada saat yang ditentukan pin.jam_an _
harus dikembalikan kepada kreditur. Dalam hubungannya dengan
pengembalian pinjaman inilah kita berbicara tentang jaminan. Dengan kata
lain kalau kita berbicara tentang kredit tentu harus pula kita ‘berbicara

tentang jaminan,



Hukum jaminan itu sendiri termasuk bidang hukum ekonomi (the
economic law) yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan
~ pembangunan pada umumnya. Di samping ifu, lembaga jaminan tergolong
bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat
dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa, sehingga terhadap bidang
hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera.”
Dalam dumia perekonomian, perdagangan, dan perbankanjdikena] adanya
“jaminan” untuk mendapatkan modal sebagal pinjaman (aiccesoir), dari
perjanjian utama misalnya peyjanjian kredit bank. atau pe%janjian utang
piutang. Sebagaimana kita ketahui secara umum dikenal adanya 2 (dua)
lembaga jaminan yaitu jaminan orang (persoonlijk garantie), dan jaminan
kebendaan (zakelijk garantie), seperti hak tanggungan atas tanah, hipotek,
gadai, borgtoch,dan credietverband.
Jaminan hipotek, gadai, dan borgioch diatur dalam Burgerlijk Welboek
(BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Wetboek van
Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
Sedangkan credietverband yang berlaku untuk benda/barang tunduk kepada
hukum adat diatur dalam Regeling van het Credietverband (Sth. 1905:504),
aturan mi kemudian dituangkan pelaksanaannya dalam Reglement op het
\}e.s;fig'efft. van Credietverband (Nederlandsch Indie, Stb. 1937 : 190)
Dalam praktek dunia perckonomian dan perdagangan, baik yang
menyangkut perjanjian utang piutang, permodalan, maupun perbankan,
dikenal pula suatu lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan yaitu
fidusiaire eigendom overdracht (FEQ) yang dikenal dengan nama “fidusia”.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia

* Sri Soedewi Maschoen Sofwan, ukum Jaminan di fndonesia | ‘okok-pokolk Likum Jantinan dearn
Jaminan Perorangen, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal. 1.



tetap ada dan ditetapkan dalam masyarakat berdasatkan kebiasaan dan
yl_m'spmdensi.

Menurnt asal katanya fidusia berasal dari kata fides yang berarti
kepercayaan. Memang hubungan hukum antara debitur dan kreditur
penerima  fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan
kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa Kkreditur mau mengembalikan
hak milik yang telah diserabkan kepadanya, setelah debitur melunasi
utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan
menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasannya dan mau
memelihara barang tersebu%t selaku bapak ruman yang baik.

Debitur menyerabkan milik atas benda-benda bergerak miliknya kepada
kreditur, Namun diperjanjikan bahwa kreditur tetap‘ memberikan benda-
benda itu tetap berada pada debitur, sehingga debitur masih tetap dapat
menggunakannya. Kreditur hanya sebagai pemilik, jika debitur tidak
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut
benda-benda itu sebagai milik, dan bahkan dalam hal kepailitan debitur pun,
hak ini masih tetap utub berdasarkan posisi separatis yang diberikannya.
Pembagian hak milik antara “milik yuridis” ditangan kreditur dan “milik
ekonomis™ yang masihi tetap berada dalam tangan debitur.

‘ Fidusia pertama kah timbul atas dasar kebutuhan masyarakat akan
kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, pamun masih memertukan
benda-benda itu untuk dipakai sehari-hari keperluan bekerja sehari-hart.
Karena jika ditempuh dengan menggunakan jaminan gadai atau yang
lainnya dalam mencari kredit, maka akan terbentur syaral inbezitsielling
yang mensyaratkan bahwa benda harus berada dalam kekuasaan pemegang

padai sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata.

- ————

Qey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-iisir Peritaran, Jakarta:Ghalia [ndonesta, 1985,



Setelah kemerdekaan, sampai dengan lahimya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria’ (UUPA), lembaga
jaminan hipotek yang diatur dalam Buku 1l Kitab undang-undang Hukum

Perdata Tndonesia dan credietverband masih dinyatakan berfaku. Setelah

lahimya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5 atas Tanah Beserta Banda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, kedua

lembaga jaminan tersebut sepanjang mengenai pembebanan hak atas tanah

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku,

sedangkan mengenai jﬁmlail fidusia dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, hanya diatur secara
singkat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Jaminan fidusia masih tetap diakui sebagaimana terdapat dalam
yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Keputusan Mahkamah Agung
_tanggal 1 September 1971, No.372K/Sip/1970 dalam kasus BNI Unit 1
Semarang melawan Lo Ding Siong, dimana dinyatakan bahwa jaminan
fidusia hanya dapat dibebankan kepada benda/barang bergerak.” Sedang
rumah dalam kasus tersebut dipandang sebagai barang tetap (omoerende
zaken) hingga jaminan fidusia tidak dapat dibebankan kepada rumah
tersebut sekalipun di bangun di atas tanah orang lain.

Dalam perkembangannya kemudian, obyek fidusia fidak hanya

menyangkut benda/barang bergerak saja, tetapi juga benda/barang tetap.
Menurut Boedi Harsono, sebagai hak jaminan atas tanah selain hipotek juga

berlaku pembebanan fidusiare  cigendom  overdracht {FEO; sudah

retlanaama z=1ak maz Bindiz Talomde oo wanr n A e s b p(i' tome bl
STIANCESINS SS188 THaSE SNy STEnda, el Thalm 0 end ot sl (AR A)

TETIAl Y 2T

Lo Ozy Hoeyv Tieng. Op.Cit hal 77




jaminan kredit, tetapi tidak dapat digunakan hipotek, karena oleh undang-
undang tidak ditunjuk sebagai obyek hipotek®. Sebagai contob hak-hak
Grant Sultan di Sumatera Timur. Hak-hak tersebut memenuhi syarat untuk
dijadikaﬁ jaminan kredit, karena mempun.l;slfai nilai yang dapat dihitung
dengan uang dan dapat dipindahkan kepada‘ pihak lain dengan cara cessie.
Karena tidak ditunjuk oleh undang—unda‘ng sebagai obyek hipotek maka
digunakan FEO.

Bahkan adanva fidusia dengan obyek benda-benda tetap inj kemudian
dilembagakan di dalam Undan_g-lﬁndang Rumah Susun (UU No. 16 tahun
1985), dan U, dfmg-Undang‘Pemmahan Dan Permukiman (UU No. 4 tahun
1992). Artinya fidusia sebagai lembaga-jaminan dengan obyek benda-benda
tetap telah menjadi hukum positip.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 UU Rumah Susun, telah
dimungkinkan penjaminan rumah susuﬁ yang terletak diatas tanah hak pakai
atas tanah negara dengan menggunakan lembaga fidusia. Kemudian dalam
Pasal 15 dan Penjelasanmya dari UU Perumahan dan Pemukiman, dapat
diketahui bahwa pemilikan _ rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani fidusia. Sedangkan pemilikan
rumah oleh pemilik hak atas tanah, rumahnya dapat dijadikan Jamman
hutang dengan dibebani fidusia. Ketentuan fidusia dalam UU Rumah Susun
itu didalam praktek ternyata jadi sangat berkembang. Karena ternyata pada
beberapa bank fidusia ini juga dapat dibebankan tidak hanya kepada rumah
atau bangunannya, tetapi juga dapat terhadap tanah halk pakai dan hak sewa.
Dalam pada .'itu, sudah sejak Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun '
1960 mulai berlaku, telah dijanjikan bahwa akan diatur hak tanggungan
sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda—bénda yang

berada diatas tanah itu. Baik berikut dengan benda-benda atau tidak berikut

5 Boedi Harsono, Jukum Agrarie Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1994, hal.51.



benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu akan dibuat peraturannya oleh
pemerintah. Ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku sesual dengan
Buku 1l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan
juga ketentuan mengenai credietverband (Staasbland 1908 No. 542, diubah
dengan Staasbland 193-.’;;.«'510. 190) dinyatakan masih berlaku. Hal ini sesual
dengan ketentnan pasal peralihan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Pasal 57.

Dengan demikian ke]uamya Undanb—Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 merupakan hal
yang sangat penting khususnya bagi seluruh sistem hukum perdata, dagang
dan perbankan khususnya terhadap hukum jaminan.

Disamping itu terbitnya Undang-undang Jaminan Fidusia amat berarti
didalam menciptakan unifikasi hukum  jaminan nasiopal, khususihya
dibidang jaminan fidusia.

Ketentuan tentang hipotek serta gadai dan hal-hal yang diatur UUHT masih
fetap berlaku karena dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia

Di samping itu pengaturan jaminan fidusia memberi makna yang sangat
berarti dalam upaya pembangunan terutama dalam mengatasi permasalahan
selama ini dalam kehidupan ekonomi khususnya dunia usaha dalam
menyelesatkan utang piutang yang menggunékau jaminan fidusia.
Sebagaimana diketabui, hukum jaminan ity J.llﬁ.l'llp‘c;k.{:lll bagian dari hukum
benda (Buku I KUH.Perdata) diatar di dalam Bab tentang piutang-piutang
ycmg: diistimewakan (H.lh NIN)tentang, padar (Bab XN )dentang, hipoick
(Bab XX1). i samping itn, (erdapat hukom gaminan yang duntor il bl
1] KUH Perdata yaitu didalam fukum Pertkatan yaiti peaing i (1500
KV, UU Rumah Susun, Lt Perumahan dan Pemnbaman, NINIERI R

Perbankan.

'."-'“"(
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Dilihat dari sistem maka keluarnya Undang-undang Jaminan Fidusia
menimbulkan dampak pada hukum jatmnan yang terletak didalam undang-
undang lain. Dampak yang paling tampak adalah pada fidusia yang
berobyek benda-benda tetap yang diatur di dalam UUHT, UU Rumah Susun

dan UU Perumahan dan Permu}dman.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah divraikan di atas, permasalahan yang hendak

 dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

L. Apa yang menjadi  kekuatan, kelebihan, kelemahan, —dan
kekurangannya dalam penggunaan fidusia sebagai lembaga jaminan
baik- dengah benda-benda bergerak dan berobyek benda-benda
tetap?. _

w 2. Bagaimana perkembangan jaminan fidusia dan baga:imaxia pule. |
prospek fidusia sebagai lembaga jaminan terhadap perkembangan
dalam pemenuhan kebutuhan dunia usaha.

3.‘ Bagaimana dampak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42

tentang Jaminan Fidusia terhadap lembaga jaminan lain.

C. _Tuj-uan Penelitian
. Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui prakiek penggunaan fidusia sebagai lembaga jaminan
baik vyang berobyek benda tetap dan benda bergerak ~dengan
mengevaluasi masing-masing kekuatan, kelebihan, kelemahan dan
kekurangannya, dan memahami lebih jauh kedudukan para pihak yang
terlibat dalam praktek penggunaan jaminan fidusia, mengingat benda

yang menjadi jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur.



2. Untuk mengetahui perkembangan jaminan fidusia dan prospek fidusia

sebagai lembaga jaminan dapat dipertahankan dan dalam hal dalam

pemenuhan kebutuhan dunia usaha.

3. Untuk menganalis

lebih jauh terhadap akibat dikelnarkannya Undang-

undang tentang Jalinan Fidusia yang  secara sistem, menimbulkan

dampak terhadap janyinan yang diatur dalam berbagai undang-undang

yang lainnya.

D. Kegunaan Penel

¢ ’ i
th»/—/‘/ R {: g 3

ittan

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan

lebih lanjut s

cbagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

sebagai pelengkap kepustakaan khususnya di bidang Hukum Jaminan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada

semua pihak yang menggunakan jaminan f{idusia dalam prakteknya

©maupun para

E. Metode Penelitt

pemerhati hukum jamianan.

n

Peneclitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan tesis

ini, dimana fi

perkembangan

dusia sebagai lembaga jaminan mengalami  beberapa

baik pengaturannya maupun penggunaan jaminan fidusia

apalagi setelah berlakunya undang-undang tentang jaminan {idusia.

1. Metode Pendekatan Yang Digunakan

Metode

yuridis 1

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wormatif dan yuridis sosiologis.® Disebut sebagai metode

pendekatan yuridis normatif, karena penelitian i data sekunder;

% Ronny Hanitijo Soemitro, A
- hal 1l dan 34

fetodologi Penelitian Liukunt dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990,
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\ untuk  melihat penerapan peraturan perundang-undangan  atas
| * " . '

'l penggunaan fidusia sebagai lembaga jamman.

; . S

\ Serta pendekatan yuridis sosiologis oleh karena peraturan
i\ perundang-undangan hukum tentang lembaga jaminan fidusia yang
\

dijadikan dasar dalam topik penelitian ini - tidak dikonsepsikan
| \ sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai institusi
| ; sosial yang dikaitkan dengan variabel sosial yang lain. Artinya
‘ :! pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas
| permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh
} dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya. Serta mencoba
‘. melakukan pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam
: masyarakat atau mencari realitas empirik dalam ﬁnasyarakat -Dé

Empirisch Analytisch Meithode adalah sarana atau metode yang

penting untuk menemukan hukum yang baik dan asas-asas hukum
yang kita terima dan -sebagai asas keadilan dalam hukum. Metode
penelitian empiris adalah melakukan pendekatan dengan kenyataan-

kenyataan yang ada dalam 111a3yarajkat.7 —

Di samping itu penelitian yang dipakai yaitu diskriptif analistis.”
Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu
memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai
segala hal yang berhubunpan  denpan fidusn sebapar lembagn
jaminan  dan kedudnkannya  sebelnh beslakanya Ulindangs vnidnayge
tentany  lamninan Pidunan Blafe analiea bty ko
mengelOmp()!mn,mcnghul)ungkzul dan memnbandimpkan aspek-aspek
fidusia sebagai lembaga jaminan dan kedudukannya setelah
berlakunya Undang-undang Jaminan TFidusia, baik dari segi teori
NE;:mi)i.rMcI;lli [ itta, fels v.‘;'clwu Sebegn Peraripran Fak Beriainia: Perelangai Masvarakar Lan

Mabhkemeh Agtung indonesie, Bonduug: Alnomi, 1999, hal.27
ono Soekanto, Pengeantar Penelitian [tboan, Jakart UL Press, 1986, hal, 10
- () -
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maupun praktek. Melalui analisis kualitatif terhadap hasil penelitian
diharapkan mampu mengungkap apakah fidusia sebagai lembaga

jaminan bisa dipertahankan keberadaannya.

“Metode Sampling yang digunakan

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan cara purposive
sampling atan “sampling bertujuan”. Digunakannya metode ini
adalah untuk mendiskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial
tertenty’.  Purposive  disini maksudnya subyek peneclitian
dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktek
penggunaan fidusia sebagai jaminan, dan nara sumber yang dinilai .
mampu memberi pandangan mengenai fidusia sebagai lembaga
jaminan dan kedudukannya setelah berlakunya Undang-undang
Jaminan Fidusia. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan fenaga,
maka terhadap kelompok subyek penelitian yang jumlahnya relatif
banyak diambil beberapa orangﬂémbaga saja sebagai sampel.

Subyek penelitian meliputi antara lain:

1. Pihak kreditur, adalah pihak pemberi kredit yaitu Bank.

2.

Pihak debitar, adalah pihak penerima kredit, baik perorangan
atau badan hukum.

Notaris/PPAT merupakan pihak pembuat akta perjanjian, dan
nara sumber dalam penelitian ini. Dari notaris/PPAT yang ada di

Jakarta diambil sejumniah 4 (empat) orang.

4.  Responden dari subyek penelitian Pengadﬂém Negeri Jakarta

Pusat dan Barat yang diambil adalah dua orang Hakim. Selain itu
informan juga dari pegawai Departemen Kehakiman Dan HAM

diambil 2 (dua) orang. Karena untuk mengetahu  proses

? Koentjaraningrat, Mefode-metode Penelitian Masyarakar, Jakarta PT. Gramedia, 1981, Hal. 115.
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pembentukan Undang-undang Fidusia, dan proses pendaftaran

akta jaminan fidusia.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Jakarta. Lokasi ini dipilih
karena Jakarta merupakan sumber dari informasi dan barometer
dunia usaha yang melakukan  transaksi-transaksi &engan _
menggunakan jaminan. Dan dapat dipastikan sebagai pusat lalulintas
perdagangan dengan konsekuenm maraknya berbagai transaksi yang
menunjang kegiatan usaha dan perdagangan, termasuk dld'ﬂamnya

transaksi kredit dengan berbagai jaminan.

Metode Pengumpulan data
Data yang diperlukan untuk penulisan tesis i diperoleh melalui
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
1. - Penelitian Kepustakaan
Pepelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
sekunder, yang meliputi:
a. Bahan hukum primair, yang terdiri atas:
1) UuD 1945
2) Berbagai peraturan perundang-undangan ya,lig
‘menyangkut frakum jaminan
3)  Berbagai - peratwran  yang menyangkut
perkreditan
4) Yurisprudensi tentang _ﬁdusia
b. Bahan hukum sekunder, terdirt atas:
1) Kepustakaan yang berkaitan dengan jaminan pada

umurmnya dan khususnya fidusia.
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2) Hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan
materi penelitian.
c. Bahan hukum tersier, terdiri atas;
1)  Kamus hukum.
2) Kamus Bahas Indonesia
Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan ini terutama dimaksudkan  untuk
memperoleh data primer yang berupa pengalaman praktek dan
atau pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu yang
berkaitan dengan fidusia sebagai lembaga jaminan.
Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam
penelitian i digunakan alat pengumpul data yang berlainan,
yaitu:
1, Studi dokumen
Studi dokumen dipergunkan untuk mengumpulkan data
sckunder.
Wawancara
Selain studi dokmne:"i, alat pengumpul data yang
dipergunakan dalam penelitian  lapangan adalah
wawancara. Mula-mula kepada subyek penelitian
diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian
beberapa butit dari pertanyaan tersebut diperdalam
untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan
demikian  diharapkan diperoleh  jawaban - yang

komprehensif dan mendalam.

Metode Analisa Data
Pengertian analisa di sini dimaksudkan sebagal suatu penjelasan

dan penginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten.
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Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh,
hasil pengumpulan data ini akan dianalisis dengan menggunakan
analisis taksonomis,'® artinya peneclaahan’ yang lebih rinci dan
mendalam yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domein-
domein tertentu.

Pada analisa ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domein
tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau

menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran penehitian,

Kerangka Teori dan Konsepsi

Menurut Popper sebagaimana dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta,
teort hukum (hukum universal) bukan intisart pengamatan, tetapi
merupakan penemuan akal manusia, suatu koqiektuai (doxa) yang

! Bahwa teori tidak sebagai intisari

diajukan untuk dicoba.’
pengamatan, dimaksudkan untuk menolak sistem induksi yang tidak
diperlukan dalam teori. Bahkan dikatakan bahwa teori (penjelasan)
merupakan dan akan tetap merupakan hipotesis.

Umumnya terjadi tiga elemen dalam suatu teori:

Pertama, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam
suatu teor,

Kedua, teort menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak
dart snatu yang umum (abstrak) menuju suatu vang khusus dan nyata
Ketiga, 1alah bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang

dikemukakanya.'? Dengan demikian untuk kebutuhan penelitian

maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk

0

1990, hal 88

Sanapiah Faisal, Perelitian Kualitatif, Dasar-dasar don Apliftasi, Malang 1Y ayasan Asih Asab Asul,

"' Sri Gamibir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perfanfian Tak Bernama: Pandangan Masvarakat Dan
Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: Alumni, 1999, hal.16

2 Ibid. Hal.16.
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memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.
Teori juga dipergunakan dalam rangka menyusun suatu hipotesa,
dimana hipotesa dipergunakan untuk merumuskan suatu jawaba.n—l
jawaban dari suatu penelitian. Dan untuk dimanfaatkan dalam
penelitian ada 3 jenis teori:

1. teori hukum yang normatif;

2. teori sosial mengenai hukum; dan

3. teori sosial murni.'? '

Dalam penelitian hukum normatif teori hukum normatif yang
dimanfaatkan, sedangkan dalam penelitian hukum yang empinis teori
sosial mengenai hukum dan teori sosia muwmni yang biasanya
dipergunakan

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam
masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu
fidusia cum creditore dan fidusio cum amico. Keduanya timbul dari
perjanjian yang disebut pactum ﬁa’miae‘ yang kemudian ditkuti
dengan penyerahan hak atau in jure cessio. ' Karena adanya
kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan fidusia pada saat itu,
maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan,
fidusia menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari
hukum Romawi. Jadi fidusia timbu1 karena memang ada kebutuhan
masyarkat akan hukum  jaminan dan kemudian  lenyap karena
dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Gadar yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
atau konstruksi hukum romawi, Code Penal maupun Burgerlijk
Wetboek yang berlakn, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau

barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada Lreditur. Oleh

* Ronny Hanitijo, Bakan Kuliah Metode Penelition Hukum, Semarang, 2000,
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karena debitur masth memerlukan benda yang menjadi jaminan,
seperti misalnya 'perﬁsahaan angkutan vang tidak mungkin melepas
kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai menjadi
‘tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.

Di pegeri Belanda, khasanah hukum pranata jaminan fidusia ini
muncul kepermukaan pertama kah berdasarkan Bierbrowwerij Arrest
tanggal 25 Januari 1929. Sedangkan di Inéionesia pranata FEO
tersebut diakwi oleh yurisprudens berdasarkan Hooggerechtshof
tanggal 18 Agustus 1932. Selanjutnya, fidusia mengalami berbagal
perkembangan sampai. puncaknya dengan dikeluarkannya Undang-
undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam
konsideranya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan

W

a  bahwa kebutuhan yang sangal besar dan lerus meningkal
bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangl
dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang
mengatur mengenai lembaga Jaminan.

b,  bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah sciu bentuk lembaga
Jjaminan  sampai - saal ini  masih  didasarkan  pada
yurisprudensi dan belum dictur dalam peraturan perundang-
undangan secara lengkap dan komprehensif.

¢ bahwa uniuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapal lebih
memacy  pembanginan nasional  dan  untuk menjamin
kepastion hukum serla mampu memberikan perlindungan
hukum bagi pihak yang berkentingan, maka perlu dibentuk
kelentuan  yang lengkap mengena  jaminan fidusia dan
Jaminan tersebut perhy didaftarkan pada Kantor Penduaftaran
Fidusia.

d bahwa berdasarkan pertimbangon sebagaimana dimaksud di
atas dipandang periu membentuk Undang-undang  lenlang
Jaminan Fidusia”,

Gebelum lahirnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999, selamn

melalui yurisprudensi, pranata jaminan fidusia telah juga disebut

dalam berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan,

4 Gunawan Widjaja & Ahmd Yamni, ] aminan Fidusia, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000. Hal 113,
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antara lain yang disebutkan dalam. pasal 15 Undang-undang No. 4
Tahun 1992 tentang Perumaahan dan Permukiman, yang menentukan
bahwa rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh
pi’hak lain dapat dibeban dengan Jaminan Fidusia. Selain itu,
Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang
mengatur mengenai  hak milik atas saman tumah susum, juga
menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak
pakai atas tanah negara dapat dijadikan _1amman utang dengan
dibebani jaminan fidusia.

Bentuk jaminan fidusia saat imi sebenarnya sudah mulai digunakan
secara luas dalam transaksi p'mjam—meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, "mudah, dan cepat, walau
sesungguhnya masih belum dapat inenjamin adanya kepastian
hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang
memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai
kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan
kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan

Jaminan Fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek

" fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak berwujud dalam

bentuk peralatan. Akan fetapi dalam perkembangan selanjutnya
kebendaan yang menjadi obyek fidusia mulai meliputi juga
kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Perjanjian jaminan kebendaan di dalam fungsinya sebagajlpengaman
kredit lebih disukai para kreditur dari perjanjian jaminan perorangan,
karena dalam perjanjian dan disediakan untuk menjaga terjadinya

ingkar janji dikemudia hart.! ]ammm fidusia merupakan lembaga

'S Ihid. Hal.3S.
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jaminan yang semula berobyek benda-benda bergerak namun dalam
perkembanganmya kemudian juga untuk benda-benda tetap.
Pada dasarmya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang
memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang
antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman
(debitur) di lain pihak. Di dalam KUHPdt pengaturan mengenai
perjanjian kredit tidak ada pengaturan secara jelas, maka perjanjian
yang dibuat berdasarkan pada Pasal 1338 yaitu asas kebebasan
berkontrak. Penerapan ketentuan perjénjian kredit juga mengikuti
ketentuan pe1janjian pada umumnya yaitu mengikuti ketentuan
umum dari KUHPdt dan juga ketentuan khusus ferutama dalam
Pasal 1754 KUHPdt.
Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada
divi kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan
kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari
debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh
para pihak pada saat perrjanjian pemberian kredit tersebut disetujui
oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik
| dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak
menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak
akan muncul. Biasanya persoalan baru akan timbul jika debitur
wanprestast menglemba[ikan uang pinjaman pada saal yang telah
ditentukan. Jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik
seseorang, batk yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian
hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Khusus mengenai

jaminan fidusia, pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
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sudah ditentukan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia.
Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang
(debitur) pada umumnya tidak terikat pada hanya satu macam
kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara wmum ini, hanya akan
menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang
telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah
mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitur yang telah ada dan
telah jatuh tempo.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman
dan untuk memastikan pengembalian utangnya, waka kreditur
tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian -
tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu
yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditur
dan debitur. Jaminan tersebut dapat diberikan olch pihak ketiga
diluar debitur dalam bentuk perjanjian penanggungan utang yang
merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifal umum, maupun
dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan
dipergunakan sebagai jaminan pelun:isan utang yang bersifat khusus.
Dalam perjanjian penanggungan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang
menjamin pehumasan untang tersebut sesungguhmya, dalam hukum
tidak berbeda dari debitur dengan jaminan seumumnya (Pasal 1131
Kitab Undang-Undang Perdata). Hanya saja karena “secara
ekonomis” posisi penanggungan berada pada strata “di atas” debitur
maka penanggungan utang ini dianggap akan dapat memberikan
pelunasan atas kewajiban debitur. Jika ternyata terbukti barta
kekayaan dari pihak ketiga penanggung tersebut tidak mencukupi
untuk meluasi seluruh kewajiban penanggung tersebut, baik atas

kewajiban yang timbul sehubungan dengan hubungan hukum utang
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piutang antara penanggung tersebut dengan kreditur sendiri, maupu
yang lahir kavena sifat penanggungan utang, maka tenfunya kreditur
atas debitur yang ditanggung ulangnya lersebut juga hanya akan
dapat memperoleh pelunasan secara raté atas seluruh harta kekayaan
penanggung  tersebut, bersama-sama dengan  para kreditur
penanggung tersebut.

Ini berarti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerhukan
lebih dari hanya sekedar “janji” untuk melaksanakan atau memenuhi
kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-
undangan vyang telah menciptakan dan melahitkan  serta
mengundangkan dan memberlakukan “jaminan fidusia”. Disebut
dengan jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara wmum
jaminan tersebut diberikan dalam benfuk penunjukan atau pengalihan
atas kebendaan tertentn, yang jika debitur gagal melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak
kepada kreditur untuk menjual “lelang™ kebendaan yang, dijnminkan

fersebut, serta untuk memperolch pelunasan terlebih daliaie dari

hasil penjualan tersebut, secara mendahuluy dari keeditur-kreditur

lainnya (Droil de preference). llmu hukum maupun perafuran
perundang-undangan yang berlaku tidak membatasi pihak yang dapat
memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ini berarti selain debitur
secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya, jaminan
kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga, sepanjang dan sélama
hal tersebut disetujui oleh kreditur maupun pihak ketiga yang “ingin”
memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun
tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan

tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki
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sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, schingga
kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu “benda” bagi
kreditur untuk “menjual lelang” pada waktunya, yaitu pada saat
mana debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai
dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian
pokek yang melahirkan utang piutang tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara pemberian kredit
dan jaminan mempunyai hubungan terdapat hubungan yang erat
sekali. Kreditur pada satu sisi, guna menjamin pelunasan utang dari
pihak debitur, seringkali tidak akan mau memberi kredit jika tidak
ada jaminan (baik perseorangan maupun kebendaan) yang dianggap
dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitur
tersebut pada waktunya, dan perjanjian pemberian jaminan itu
senditi tidak dapat atau tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri
selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang
mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur
kepada kreditur.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam
‘bukum. Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, yang diatur
dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang
Perdata. Gadai, sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan jaminan dalam
" bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan
cara penyerahan kebendaan bergevak (yang di gadaikan) tersebut
dalam kekuasaan kreditur. Kedua adalah hipotek yang diatur dalam
pasal 1162 hingga pasal 1178 Kitab Undang-Undang Perdata. Dalam
hipotek yang menjadi jaminan adalah ba;rang tidak bergerak yang
dibuat dengan akte hipotek. Sejalan dengan berlakunya Undang-
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Undang No. 4 tahun 1996 tenntang Hak Tanggungan atas Taﬂah
beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (yang kemudian |
disingkat dengan Undang-Undang Hak T anggungan), maka
pemberlakuan hipotek sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak
bergerak, menjadi tidak berlaku lagi unfuk kebéndaan berupa hak-
hal atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap
melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah
tersebut, yang diatur dalam undang-undang Hak Tanggungan. Ketiga
adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak
atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan
d‘iperuhmkkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan
bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat
dijaminkan atas dengan Hak Tanggungan. Dan yang kempat atau
terakhir adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-undang
No. 42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan
diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan

yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara

© kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik

debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang
jtu tetap pada debitur, dengan ketentuan bahwa jikaa debitur
melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
(tanpa cidera janji), maka kreditur  berkewajiban  untuk
mengembalikan hak mitik atas barang-barang tersebut kepada
debitur. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti
ini dinamakan constifutum po.swes‘s'orizm:.

Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan

Kketentnan bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui oleh debitur
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dan kredifur secara i)ersaxna-sama, beﬂ(ewajiban untuk menyerahkan
barang-barang tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusia),
untuk menjamin pelunasan selurub utang debitur tersebut. Jaminan
secara yuridis atau yang disebut agunan hanya merupakan salah satu
 unsur saja, karema penyelesaian kredit tidak selalu disclesaikan
dengan eksekusi benda jaminannya tetapi eksekusi benda jaminan
merupakan salah satu pilihan akhir atau sebagai usaha terakhir yang

. 6
dapat menyelesaikan masalah secara tuntas (as a fast resort).!

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 4 Bab, yaitu:

Bab I Merupakan pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, metode penelitian, kevangka pemikiran, dan
sistematika penulisan.

Bab T Tinjauan Pustaka mengenai pengertian serta kedudukan
Fidusia sebagai lembaga jaminan. Bab keduai ini terdiri dari
tiga sub bab:

Sub A. Berjudul Tinjavan atas Kredit dan Jaminan. Di sini
diuraikan tentang perjanjian kredit yang merupakan perjanjian
yang harus dibuat sebelum pengikatan jaminan dilakukan
serta konsep dan jenis lembaga jaminan.

Sub B. Berjudul Perkembangan Jaminan Fidusia. Diuraikan
sejarah fidusia dari zaman Romawi, Belanda, dan Di
Indonesia.

Sub C. Fidusia sebagai Lembaga Jaminan, terdiri atas:

1. Fidusia Sebagat Institusi Sosial

% Sri Gambir Melati, Bahan Kuiah Hukum Jaminan, Jakarta, 1999, Hal.5
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2. Fidusia Sebagai Alternatif Lembaga Jaminan Lain
3. Fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999,

Merupakan bagian analisis masalah yang memuat hasil
penelitian dan pembahasan. Dalam bab i disajikan hasil
penchtian yang meliputi data sekunder dan primer. Penyajian

hasil penelitian beserta analisanya disusun menurut urutan.

Merupakan Penutup, yang memuat kesimpulan yang dapat
dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisanya
sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Bab ini juga
memuat  sejumlah rekomendasi yang televan dengan

kesimpulan yang diajukan
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BABTI
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN ATAS KREDIT DAN JAMINAN

Hukum jaminan merupakan suatu perangkat hukum yang sangat penting di
dalam bisnis moderen. Di dalam bisnis moderen, pembiayaan tidak akan dilakukan
oleh suatu perusahaan dari modalnya sendiri. Untuk meningkatkan dan
memperluas usahanya, suatu perusahaan akan meminjam dana dari bank dan alau
lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ioi tidak dapat (ﬁpmigkiri peranan bank
dan lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana dalam menunjang kegiatan bisnis
pada khususnya dan kegiatan ckonomi pada umumnya. Tanpa adanya dana
tersedia kegiatan bisnis akan berkurang atai mungkin akan berhenti. Oleh karena
itu dand fersebut harus diusahakan tetap tersedia dengan mengupayakan kelancaran
pengembalian dana yang telah dipinjam oleh krditur. Salah satu caranya adalah
mengikat peminjam secara hukum dengan keharusan memasang jaminan baik
berupa barang maupun hak-hak yang dimiliki oleh peminjam.

Hukam jaminan merupakan bidang hukum yang sangat penting dalam
pembangunan ekonomi. Dapat dikatakan hukum jaminan merupakan pendukung
dan penunjang realisasi pembangunan dalam bidang ekonomi, sehingga karenanya
lembaga jaminan sangat berperan dalam penyaluran dana melalui kredit
perbankan. Dalam hal ini jaminan merupakan upaya hukum dalam mengkover
piutang dan scbagai tindakan preventip dalam penyelesaian petjanjian kredit.
Secara yuridis, jaminan merupakan sarana pelunasan piutang kreditur. Dengan

demikian membicarakan jaminan akan selalu terkait dengan masalah kredit.
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Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehjngga‘
jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.'” Dalam hal ini yang dimaksud adalah
tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam
Pasal 1131 KUH.Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari
seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139 - 1149 (Piutang Yang Distimewakan),
Pasal 1150 - 1160 (Gadai), Pasal 1162-1178 (Hipotek), yang dalam hal ini telah
diganti dengan Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996), Pasal 1820-1850
(Penanggungan utang), dan akhirnya seperti yang ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. |
_ Pengaturan jaminan dalam kredit perbankan dewasa ini secara formal diatur

dalam Undang-undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) dilengkapi dengan
beberapa ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. UU Perbankan menunjuk
“perjanjian pinjam meminjam” sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH.Perdata
sebagai dasar dari perjanjian kredit. Hal ini dapat dilihat dari perumusan
pengertian kredit menurut UU Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan'itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sefelah jangka wakiu
tertentu dengan pembernian bunga.

Kata kredit berarti kepercayaan, berasal dari bahasa latm “Creditus” yang
merupakan benfuk past participle dan kata “credere™ yang artinya “frust” atau
kepercayaan.'® Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu
seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Oleh karena itu dasar dari kredit
adalah kepercayaan. Seorang atau suatu badan yang memberikan kredit (krditor)

percaya bahwa penerima kredit (debifur) dimasa mendatang akan sanggup

' QOey Hoev Tiong Fidusia sebagai Jaminan  Unswr-Unsur Perifaran, Jakarta:Ghalia
Indonesia, 1984 hal 14,
"8 Sri Gambir Melati Hatta, Pelangi Hiknm Bisnis, Jakarta:ISTN, 1991 hal 3.
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memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan ftu dapat
berupa uang, barang, atau jasa.”

Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas
tergambar bz‘;hwa tredit dalam arti ekonomi adalah penundagn pembayaran dari
prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupuil _jasa.2°
Berdasarkan pengertian tersebut, kredit mengandung makna yang luas, antara lain ;

| Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang,

[

. Kredit berupa uang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang,

-

3. Kredit berupa barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.
4. Kredit berupa barang, yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.
Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan prinsip
ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan
sebesar-besarnya, maka pada 1ﬁnumnya tujuan kredit secara ekonomi adalah untuk |
mendapat keuntungan?! Karena itu bank sebagai kiditor hanya akan memberi
kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit
disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil sebagaimana telah disepakali,
Hubungan antara bank sebagai kreditor dengan nasabab sebagai debitur
schagai suatu hubungan kepercayaan (fidusiary relationship). Hubungan
kepercayaan demikian belum dipahami betul oleh kalangan masyarakat. Menurut
Symons Jr hubungan antata bank dengan nasabah bukanlah hanya sekedar
hubungan debitur - kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi
kredit dan pemberian dana, adalah memang hubungan debitur-krditor. Namun
mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat, di mana bank adalah place

of special safety and probity, maka hubungan tersebut adalah suatu fidusiary.

1 purwahid Patrik Aspek Yuridis Gadai Saham Sebagai Janminan Kredit Makalah Seminar Nasional
Hukum Ekonomi.Program Magister Ilmu Huloum Undip, 1996.hal.2

2 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan Jakarta: Granedia Postaka Utama, 1993 hal 12,

* [bid hat.3.

2 Sptan Remi Sjahdeini Beberapa Pokol: Pikiran Mengenal Reformesi [hukum Perbankan Bahan Kuliah
Umum Undip, 1998
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Undang-Undang Perbankan juga telah melibat hubungan antara bank
dengan nasabah sebagai suatu fidusiary relationship, yaitu :

. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang memberikan batasan mengenai stmpanan
yaitu “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian....” |

2. Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan yang antara lain menyatakanﬁ“ ...... bank,

ferutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas

»

dasar kepercayaan..... .

. Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan yang menentukan bahwa “untuk kepentingan

frd

nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko

kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank *

4, Penjelasan pasa 40 ayat 1 UU Perbankan yang antara lain mengemukakan
bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41,412,42,43 44 dan 44A.

Dari ketentoan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, dapat disimpulkan balwa
_ penyediaan informasi oleh bank kepada nasabah tersebut bukan hanya sekedar
suatu jasa yang optimal sifatnya, tetapi merupakan suatu kewajiban bank yang
harus dilaksanakan tanpa. imbalan dari nasabah. Dalam pengertian informasi,
termasuk pemberian advis. Kewajiban pemberian informasi dan advis mi timbul
pada bank apabila transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank itu mengandung
risiko kerugian yang besar bagi nasabah,”

Kredit selalu bertujuan, karena itu tidak mungkin kreditur memberi kredit
kepada debitur dengan asal saja tanpa fujuan atau untuk dipakai untuk apa saja
oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa
penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjudi penyimpangan dari tujuan kredit

yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingannya bank sendiri. Artinya

* thid hat 49.



di sini adalah bank menerapkan prinsip kehati-hatian, di samping itu pula prinsip

character, capasity, capital, collateral, condition of economy “5 C s of Credit”
(the five C s of credit analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan harus tetap menjadi pedoman dalam
pemberian kredit. 2 \
Telapi adakalanya prinsip-prinsip di atas dikemudian hari diabaikan oleh bank
sendiri manakala karena terjadi pengaliran dana dari masyarakat kcpada bank
schagai akibat tawaran fasilitas yang menarik dari bank yang berupa fingginya |
suku bunga, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro, yang kemudian
berdampak pada dibe‘rikmn;ya kemudahan-kemudahan dalam
. penyaluran/memberikan kl'edit kepada masyai*akat penggunana dana bank. Pada
akhimya pihak bank berlomba-lomba untuk membuka lebar-lebar kran kreditnya
dalam rangka mengembalikan dana (kredit) kepada masyarakat. Kemudaban
fasilitas serta persyaratan yang ditawarkan bank tanpa diimbangi dengan analisa
- secara akurat mengenai kondisi debitur pada akhirnya menimbulkan kesulitan-
kesulitan  bagi kehidupan bank itu sendiri, vailu bermunculamnya “kredit
bermasalah™ atau kredit macet. |

Kredit bermasalah atau problem loan adalah kredit-kredit yang tergolong
scbagai kredit yang kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Pengertian
ini didasarkan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 26 / 4 / BPPP tanggal 29 Mei
1993 perihal “kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisthan aktiva
produktif®, yang membagi kredit bank ke dalam empat kategori yang dilakukan
berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu : |
l. Kredit lancar.
2. Kredit kurang lancar.
3. Kredit diragukan.
4. Kredit macet.

* Ibid hal 30
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Apabila ditelaah secara seksama, di samping faktor-faktor yang bersifat

ekstern, maraknya problem loan juga disebabkan oleh beberapa faktor internal

bank sendiri. Faktor-fakior internal tersebut antara Jain |

1. Kurang fajamnya analisa permohonan kredit, menyebabkan bank tidak mampu

2

menyimpulkan apakah usaha calon debitar layak atau tidak dibiayai dengan
kredit. _ ‘

.Sistem pengawasan dan administrasi bank yang kurang baik. Tidak
dilakukaunya sistem pengawasan dan administrasi  yang tertib akan
menyebabkan manejemen tidak dapat memantau penggunaan kredit dan
perkembangan usaha debitur serta portofolio perkreditan sccara keseluruhan.
Dengan demikian menejemen tidak dapat melakukan tindakan secara nyata dan

tepat apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan.

3. Campur tangan pemilik bank secara berlebihan dalam pemberian kredit,

sehingga kebijaksanaan perkreditan bank cenderung menyimpang dari asas

perkreditan yang schat.

4. Pengikatan jaminan yang kurang sempuma, dapat menyebabkan ~sulitnya

penyelesaian kredit macet.

Menurut Sri Gambir Melati, permasalahan kredit macet bersumber pada:

1.

2

)

Masalah moral, baik debitur maupun kreditur.

. Masalah hukum, peraturan perudang-undangan hukum yang berhubungan

dengan penyelesaian kredit macet dianggap belum memberikan kepastian

hukum baik bank (berlarut-larutnya penyelesaian kredit macet)

. Masalah ekonomi dan tenaga, baik secara makro yang langsung mempengarubi

kegiatan usaha debitur maupun ekonomi mikro vang langsung dihadapi debitur
dapat mempengaruhi dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga

mentmbutien kradit macet

©oZudan Ard bodan Vet doutsah S eiens it ot Vvt s S E S vl s L

* ori Gambir Melati Matta, Zefangt Hdkum Brsars, Jakaga 151 3951 liad 12
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Jadi, sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa
kredit yang diberikan akan menjadi kredit bermasalah, tetapi kemungkinan
problem loan selalu ada. Biasanya untuk menghindari kredit bermasalah ini bank
melalukan segala upaya preventiv yang melipﬁti tindakan-tindakan yang dikenal

sebagat upaya penyelamatan kredit dan upaya penagihan kredit.*’

Upaya penyelamatan kredit merupakan tindakan yang pertama-tama dilakukan
apabila suatu kredit sudah menjadi bermasalah. Upaya ini hanya akan ditempuh
oleh bank apabila bank mérasa yakin bahwa usaha nasabah debitur masih
mempunyai prospek. Tindakan yang dilakukan bank adalah berusaha untuk
melancarkan kembali kredit yang telah 'tergo!ong, tidak lancar, diragukan, atau
babkan telah tergolong macet, menjadi kredit lancar sehingga kembali mempunyai
kemampuan untuk membayar kepada bank.

Upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan bank adalah :

I. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu upaya berupa melakukan perubahan
syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran
kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace periode atau masa
tenggang waktn baik termasuk perubahan besarmya jumlah angsuran maupun
tidak.

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu upaya berupa melakukan perubahan
atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit vang tidak terbatas
hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja.
Namun perusahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpé
melakukan konverst atas selurul atau sebagian dari kredjt menjadi equity

perusahaan,

¥ Purwahid Patrik, Kredif Bermasalak, makalah, Tt
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3 Penataan kembali (restructuring), vaitu upaya berupa melakukan perubahan
syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tawbahan kredit, atau
melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kvedit menjadi equity
peruséhaan yang dilakukan dengan atau fanpa rescheduling dan  atau
reconditioning.

Mengenai upaya penyelamatan kredit macet yang berupa penataan kembali dengan

cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit meﬁjadi equity

perusahaan, mendapat dasar hukum dari pasal 7 huruf ¢ UU Perbankan, yang
menyatakan : “melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syairiah,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia *. |

Apabila dalam mengatasi masalah kredit tetapi tidak Dberhasil juga
menyelamatkan kredit itu, maka bank akan menempuh upaya pepagihan kredit.

Pada akhirnya jalan akhir yang bisa dilakukan adalah melglang barang-barang

debitur yang dijaminkannya.

Sebagai tindakan penting awal yang harus dilakukan dalam rangka penerapan

prinsip kehati-hatian dari bank dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana,

adalah pada tingkat prosedur mendapathkan kredit. Di sini ada tahap-tahap yang
harus dilalui oleh calon debitur, yaitu

I. Tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredil (credit application and

credit preparation).
Pada (ahap ini calon debitur melengkapi dokwnen-dokumen yang diperlukan
oleh baok.- Pengajuan permohonan calon debitur dapat berupa permohonan
kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan fasilitas kredit vang sedang berjalan
dan lain-lain.

2. Tahap penilaian pemeriksaan (credit evaluciion and credit investigation).
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Pada tahap ini bank melakukan pemeriksaan ke tempat usaha atau jaminan
untuk mentlai kebenaran data dan informasi yang diberikan oleh calon debitur.
Penilaian bank didasarkan atas “S C s of Credit” (the five C s of credit
enalysis), yaitu :

a. character (watak).

b. collateral (jaminan),

¢. capital (modél).

d. capacity (kemampuan).

e. condition of economy (kondisi ekonomi).

3. Tahap analisis kredit (credit analysis) _

Pada tahap ini dilakukan pekerjaan ‘menguraikan aspek-aspek keuangan dan non
kenangan sehingga dapat diambil alternatif-alternatif yang dapat digunakan
untuk mengambil keputusan.

. Tahap keputusan kredit (credif decision).

Setelah dilewati tahap analisis kredit, maka segera dapat difentukan apakah
perinchonan suatu kredit bisa dikabulkan atau ditolak. Diterimanya permohonan
kredit bisa berarti dikabulkan seluruhnya atan disetujni sebagian. Sedangkan
penolakan akan dilakukan apabila permohonan yang diajukan nyata-nyata
dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

. Tahap pelaksanaan dan administrasi krvedit (credit realisation and credit
adminisiraiion). |

Pada tahap ini calon debitur harus mau menerima semua syarat yang
dicantumkan dalam keputusan keedit. Pada saat kredit diterimakan, calon
debitur harus menandatangan persetujuan kredit di bawah tangan maupun
dihadapan notaris.

6. Tahap pengawasan kredit.

Tahap ini dilakukan agar kredit &ang diber;:kan'dapaf sesuai dengan sasaran.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Péngawasan ini dilakukan secara
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pasif dan aktif. Pengawasan pasif dilakukan bank dengan cara memeriksa
laporan yang diberikan oleh debiturnya. Pemeriksaan aktif dilakukan dengan
mengadakan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan laporan yang diberikan.
Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh

krditor, meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi, karena itu

dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut unsur-unsur

kredit, yaitu :%*

I. Kepercayaan.
Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima
kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari.

2 Wakitu.
Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian
kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilaj uang pada waktu pemberian kredit
(nilai agio) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang. akan diterima pada
waktu pengembalian kredit dikemudian hari,

3. Degree of vist, |
Yaitu antara tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibal jangka wakiu yang
memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari.
Makin lama jangka waktu pengembalian kredit makin tinggi pula tingkat
risikonya. Karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu
Jjaminan,

{. Prestasi.
Yang diberikan adalah svatu prestast yang dapat berupa [ia.rang, Jasa atau uang.
Dalam perkembangan perkreditan di alam modem maka yang dimaksud dengan
prestasi dalam pemberian kredit adalah uang,

Pemberian kredit cﬁe‘h bank (krditor) kepada debitur haras dilakukan dengan suatu

petjanjian. Selama ini pemberian kredit tersebut menyatu kepada ketentuan hukum

* Dinhaendah Hasan, op.cit.hal 147-148,
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vang diatur dalam Buku Il KUH.Perdata, yaitu suatu perjanjian yang diadakan
alara bank dengan calon debitur untuk mendapat kredit dari bank bersangkutan.
LU Perbankan tidak menyebut tentang perjanjian kredit sebagai dasar pemberian
kredit, bahikan istilah perjanjian kredit ini juga tidak ditemukan dalam ketentuan
LU Perbankan tersebut. Ada perbedaan pendapat tentang apa bentuk perjanjian
kredit ini.% Apapun behtuknya, tetaplah harus dipenubi syarat syahmya suatu
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu :

|. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adélah syarat yang menyangkut subyeknya,
sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya. Keempat syarat
tersebut mendapat pengaturan dan penjabaran lebih lanjut dalam pasal-pasal
dibelakang pasal 1320 KUH.Perdata.

Syarat yang pertama dan kedua untuk syahnya perjanjian yakni kescpakatan dan
kecakapan adalah syarat subyektif, dan apabila tidak dipenuhi maka perjanjian
dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat,' yaitu suatu
hal tertentu dak kausa yang halal merupakan syarat obyektif perjanjian dan harus
dipenahi, jika tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Di samping itu, suatu perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri, yang bisa
dibedakan dengan perjanjian lain seperti perjanjian pinjam meminjam. Perbedaan
antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam terletak pada
beberapa hal, antara lamn :

|. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan

program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan

Lihat  Subekti,  Jaminan-Jaminan urttule  pemberian  * kredit  menurut  hukum
ludonesia Bandung: Alumni, 1982 hal 13
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tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut sedangkan dalam

perjanjian pinjam meminjan tidak ada ketentnan tersebut dan debitur dapat

: menggunakan uangnya secara bebas.

2 dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau
lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan

dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu,

pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum
dari Buku Ll dan Bab X11 KUH.Perdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan
berlaku ketentuan dalam KUH.Perdata, UU No. 10 falmmn 1998 tentang
Perbankan, Paket kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ckonomi terutama
dalam bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

{. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengemba]ianouang pinjamém itn
harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian
pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila
diperjanjikan.

5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan
debitur akan pengembakian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jamman
baik materiil maupum immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam
meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan
inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan

. jaminan secara fisik atau materiil saja.>”

Kecendrungan sekarang ini makin memperlih_aﬂimi bahwa banyak perjanjian di

dalam transaksi bisnis, termasuk (ransaksi perbankan, terjadi dengan cara dipibak

yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang
sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui

dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya

* Djuhaendah Hasan op.cithal 175,

3. Pengaturan yang berlaku bagi peerjanjian kredit berbeda dengan perjanjian
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mituk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang

. demikian inilah yang dinamakan * ‘perjanjian baku atau “perjanjian st’mdm
Perjanjian baku 10 memiliki karakter sebagai benkut

1. Ditentukan secara sepihak.

[

Berbentuk formulir.

Mengandung syarat cksonerasi.

‘s

" 4. Dicetak dengan huruf kecil.

_Disodorkan kepada konsumen sebagai “lake or leave it contraci

Ly

Yang menjadi persoalan adalah pada perjanjian-perjanjian baku perbankan adalah

sering dimuatnya klausul-Klausul yang onredelijkbezwarend atan unreasonably

onerous. Klausul-klausal ini merupakan kl"msul-khusul yang secara tidak wajar
sangat memberatkan bagi pihak nasabah (deb1tur) Termasuk jenis yang disebut
Mausul-lklausul unreasonably onerous ialah cxemprmn clause atau klausa eksems,
yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab
bank terhadap gugatan nasabah dalam hal tidak atau tidak dengan semestinya
melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.”

Syarat vyang membatasi tanggung jawab atau syaral eksonerasi pada
perjanjian baku pada dasarnya syarat yang berisi upaya untuk membebaskan atau

membatasi tanggung jawab seseorang dalamh melaksanakan perjanjian. Orang tidak

ingin menderita kerugian terlalu besar terhadap perbuatan atau perjanjian yang ia |

buat, ia berusaha membebaskan atau m‘e.mbatasi tanggung jawabnya dengan
. ; . 3
mencantumkan syarat-syarat itu dalam perjanjian. ?
Kiranya klausul eksonerast pada perjanjian baku khususnya dalam perjanjian %
: |

kredit perbankan yang sifatnya merugikani masyarakat yang dalam hal ini adalah

debitur, pertu diletakkan dalam pen:gawasan. Apalagi dengan melihat
i
|

|
|
* gutan Remy Syadeini, Beberapa Pokole Pikirar Amngem‘ri Reformazi Hikii 1 erbankan
Indauesm Makalah Kutiah Umnm Undip, 1997, hal, SZ;
2 purwahid Patrik, Perjanjian Baku dan Syarat-syara Elesonerasi, Malkalah sebagal bahan penataran

Dosen Perdata Selunih Indonesia 1993 hal 11,
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perkembangan akhir-akhir ini yang felah begifu meluas penggunaan perjanjian
baku ini. Perjanjian baku ini tentunya bisa dipertanyakan tentang keabsahannya
apabila ditinjau dari unsur perlama syarat untuk sahnya suatu perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni “kesepakatan™. Adakah

cacat kehendak dalam perjanjian baku ini yang berupa penyalahgunaan keadaan.

Jaminan Kredit
Masalah jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan

etapi juga dalam transaksi dagang alau bisnis. Di Amerika hal tersebut dikenal
.dengan istitah “secured transaction”. Hukum yang umum tentang transaksi
jaminan atan hutang yang didasarkan atas barang Jaminan di Amerika serikat
secara khusus diatur dalam undang-undang yang dikenal dengan Pasal 9 UCC
(Uniform Comﬁwrcr‘al Code). Undang-undang ini telah diadopsi oleh semua
negara bagian di Amerika Serikat dan juga ncgara bagiannya. ‘
Istilah secured transaction bukanlah istilah yang dikenal dalam hukum
Indonesia, mamun istitah ini sudah sering mulai digunakan di Indonesia dalam
percakapan bisnis akhir-akhir i Suatu fransaksi bisms atau da.gang,.tidak‘_ hanya
melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan -
pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran,
yaitu baik dengan uang tunai seperti cek atau wesel, tetapi dapat pula melibatkan
pemberian securily interest atau hak jaminan. :
Gerald H Thain menyatakan : “A secured {ransaclion can be defined as an
arrangement in wich a party, cither an individual :or a business organization
makes a loan, or gives credil, lo another parly with the expeciation that the loan,
or gives eredit, 10 another party with the expectation that the loan will be repaid

with appropriate interest and that, if the term of the loan (ransaction are not mel,



39

the secured parly - the parly to whom the obligation is owed --- will be able 1o
assert rights in collateral. =
Secured iranscation dapat didefinisikan sebagal suatu perjanjian dimana suatu
pihak baik individu ataw organisasi bisnis; memberikan pinjaman atau memberikan
kredit, kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar
kembali dengan bunga yang sesuai, dan jika syarat-syarat dalam perjanjian tidak
dipenuhi, maka kreditur dapat menunfut haknya atas barang jaminan. Barang
jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitar yang disertakan dalam
transaksi, dalam rangka untuk menjamin hutangnya. |

Secured transaction yang dikenal dalam perbankan di Indonesia umumnya -adalab

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya yang dijamin dengan hak

jaminan atas benda-benda yang biayai dengan kredit bank (disebut dengan agunan
pokok) dan atan dengan benda-benda yang tidak dibiayai dengan kredit bank

(disebut agunan tambahan). Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan dengaﬁ

dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur, dan atau dengan

diterbitkammya suafu surat sanggup (yang lazim dikalangan perbankan disebut
promissory nofe, yaitu istilah yang diambil dari common law) oleh nasabah
debitur.* _

Dalam secured (ransaction hak-hak fundamental yang dipunyai krditor adalah :

I. Mendapatkan pelunasan atas utang debitur.

2. Hak untuk menjual property yang menjadi collateral untuk membayar utang
debitur apabila debitor tidak melunasi utangnya, yaitu suatu hak yang dapat
dipaksakan untuk didabulukan dari tuntutan pihak-pihak ketiga,

Sedangkan hak-hak fundamental yang dipunyai oleh debitur adalah :

| Hak untuk menebus coflateral dengan membayar utangnya (suate kekuatan

untuk meniadakan hak krditor atas property yang dimaksud).

® Gerald H Thain, A fasic Outiine Of The Law of Secured Transactions, Komponen Pelatihan Hukum,

Elips Project, 1993. Hal.153.
* Sutan Remi Syahdeini, “Secured Transaction”, makalah tt, hals.



2. Memiliki hak-hak pemilikan atas jaminan yang dimaksud, kecuah dalam batas-

batas tertentu tidak mempunyai hak-hak yang telah diberikan kepada krditor.

Sementara itu tujuan dari pada transaksi jaminan dapat dilihat dari pendapat
). David Reitzel yang menyatakan : “As already noted, a secured transaction (or
ether secured device) reduces the risk of nonpayment faced by a creditor who has
made a loan or who has delivered property or rendered services expecting an
greed paymeni to be made later. How a secured transaclion does so can be seen
by comparing an unsecured transaction with a securved one”.> |

Dilihat dari tempatnya, hukum jaminan itu sendiri merupakan bagian dari
Hukum benda (Buku U KUH.Perdata), diatur di dalam Bab Tentang Piutang-
Putang yang diistimewakan (Bab XIX), Tentang Gadai (Bab XX), Tentang -
Hipotek (Bab XXI), --- untuk hipotek im sudah tidak berlaku lagi dengan
keluarnya Undang-Undaﬁg Hak Tanggungan ---. D1 sampinglitu terdapat hukum
jaminan yang diatur di tuar Buku U KUH Perdata, yaitn di dalam Hukum Perikatan
vaknt Penanggungan (Bab XVII), KUH.Dgang dalam Pasal 314 Tentang Hipotek
atas kapal. Dalam Undang-Undang Rumah Susun (UU No. 4 tahun 1992), dalam
Undang-tindang Perbankan (UU No. 7 tahun 1992), dan dalam Undang-Undang
Penerbangan (UU No. 15 tahun 1992), |
Berbagai ketentuan yang mengatur hukum jaminan dalam berbagai perundang-
undangan tersebut, menunjukka pengaturan hukum jaminan masth dilakukan
secara sektoral, yang dalam hal ini kalau tidak mengacu pada ketaatan asas atas

keseluruhan sistem akan menimbulkan disharmonisasi maupun inkonsistensi antara

peraturan yang satu dengan yang lain dalam bidang jaminan ini.

13 . . - . . .. . '
" 1.David Reitzel dik, Conremiporary Business Layw. Me Graw-Hill Publishing Company. 1990 hal 496.
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Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum

Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya,

menurut obyeknya, menurut kewenangan manusianya, dan sebagainya :

|. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang
lahir karena perjanjian,

2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan vang bersifat perorangan.

1. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak

bergerak.

- . . . - - . 36
5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

I. Jaminan yang labir karena undang-undang.
Jaminan yang lahir karena undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk
oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak.*” Pasal 1131
KUH Perdata menetapkan bahwa segala kebendaan siberhutang (debitur) baik
yang hergerak maupun vang tidak bevgerak, baik vang sudal ada maupun yang
baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.
Ketentuan im merupakan dasar dari jaminan yang lahir karenan undang—undang;
Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa kekayaan ' seseorang dijadikan
Jaminan untuk semua kewajibannya, vaitu semua hutangnya. Inilah yang oleh
hukum Jerman dinamakn haftung. Kalau seseorang mempunyai hutang maka
jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang
dan dari hasil pelelangan itu diambil suatu jumlah untuk membayar butangnya

kepada krditornya.’® Tni mengandung arti bahwa krditor dapat melaksanakan

* Sri Soedewi Maschoen Sofsvan. ffsthum Jaminan di Indonesi iz, Pokok-Pokok Huloum Jaminan dan
Jonninan Perorangan, Yogvakarta Liberty. 1980 hal 43, '

" Ibid.

“R.Subekti, Jaminan-Jaminan untwlk Pembericn Kredit memurur Hdum indonesia. Bandung: Alnmni,
1982, hal. 21,
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haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan

oleh undang-undang,.

L

Hak-hak jaminan yang lahir atau ditentukan oleh undang-undang tersebut
diantaranya : Hak privilegi, baik privilegi umum maupun khusus (Pasal 1134,

1149,1139 KUH Perdata), Hak retensi.

. Jaminan yang lahir karena perjanjian,
Adanya jaminan yang demikian itu dilakukan dengan perjanjian lebih dahulu
antara para pthak. Yang termasuk jaminan jenis adalah : hipotek (diganti dengan
Hak Tanggunpgan), gadat, fidusia, penanggungan (borgtocht), perjanjian garanéi,

perutangan tanggung - menaggung.

3. Jaminan U'mﬁm.

Adalah jamman yang dibenikan bagi kepentingan semua krditor dan menyan ghut
semua harta kekayaan debitur. Dalam hal ini kedudukan krditor adalah sama
berhak (krditor bersama) dan tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan
piutangnya, yang disebut sebagai krditor konkuren. Kalrena benda jaminan itu
tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk krditor, maka hasil
penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para krditor seimbang dengan
prutangnya masing-masing. Jaminan umum ini didasarkan pada ketentuan Pasal
1131 dan Pasal 1132 KUH.Perdata. Jaminan umum ini dalam praktek
perkreditan kurang menimbuikan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang
diberikan. Hal ini mengingat, ditinjau dari sifat hanknya para krditor konkuren
e mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat

. dipertahankan terhadap orang tertentu. -
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i, Jaminan khusus.

Timbulnya jaminan khusus ini karena pada jaminan wmum ini kurang memberi
rasa aman bagi krditor, oleh karena itu krditor perlu adanya benda-benda
tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya
berlaku bagi krditor tersebut. Jaminan khusus ini terjadi karena adanya
pmjanjian yang khusus diadakan oleh krditor dan debitur yang dapat berupa
jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan.
Jaminan khusus yang bersifat kebendaan adalah hak tanggungan, gadai, fidusia,
Sedaugkan jaminan khusus yang bersifat hak perorangan adalah borgtocht,

perjanjian garansi, perutangan tanggung-menanggung, dan sebagainya.

5. Jaminan yang bersifat kebendaan.™

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak atas
suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari
debitur, dapat dipertabankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya
(droit de suite) dan dapat diperalihkan. Krdifor pemegang hak jaminan
kebendaan berkedudukan sebagai krditor preferen, vyaitu krditor yang
mempunyai hak mendabului yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu
dari barang jaminan tanpa memperhatikan krditor-krditor fainnya. Jaminan yang

bersifat kebendaan ini di antaranya adalah hak tanggungan, gadai, dan fidusia.

 Ibid.hal. 47. Bandingkan Subekti.op.cit.hal.27.
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6. Jaminan yang bexsifat perorangan.”
Perjanjian jaminan yang bersifat perorangan merupakan hak relatif yaita hak
yang hanya dapal dipertahankan terhadap orang tertentu yang lertkat oleh
perjanjian. Perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian jaminan antara
krditor dengan pihak ketiga, perjanjian ini digunakan untuk kepentingan debitur.
Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin
debitur dalam pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dalam

perjanjian jaminan perorangan tidak ada benda tertentu milik debitur yang

diikat, di sini yang diikat adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi

hutang debitur.

~d

. Jaminan benda bergerak dan tak bergerak.

Penggolongan atas benda yang penting menwrut sistem hukum perdata yang

berlaku kint di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak .

bergerak.*! Penggolongan ini mempuntyal arti penting dalam berbagai bidang
vang. berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (verjaring), kedudukan
berkuasa (bezit), p.embebanan Jaminan. Untuk jaminan benda bergerak, lembaga
jaminan yang dapat dipergunakan adalah gadai dan fidusia. Sedangkan untuk

benda tak bergerak dapat dipasang dengan hak tanggungan dan juga fidusia.

8. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya
Penjaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya
dikenal diseluruh perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya
vang agak berbeda-beda. Di Indonesia, untuk jaminan dengan menguasai
bendanya ada pada jaminan padai, hak retensi, sedangkan jaminan tanpa

menguasai bendanya adalah hak tanggungan, dan fidusia.

“ Likat Sri Soedewi Maschen Sofwan,op.cit.hal.48.dan Jihat pula Subekti. po.cit.hal 49.
* Sri Soedewi Maschon Sofwan,op.cit.hal. 49,

[ S A
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Sifat Perjanjian Jaminan

Mengenai sifat perjanjian jaminan, lazimnya dikonstruksikan sebagai
perjanjian yang bersifat accessoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang
dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok. Dalam
praktek perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit
alau perjanjian membuka kredit cleh bank, dengan kesa weupan memberikan
jaminan.*

Kedudukan perjanjian penjaminan vang dikonstruksikan sebagai accessoir ifu
menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh
kiditor. Sebagai perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat
hukum seperti halnya perjanjian accessoir lajnnya; yaitu :

1. adanya tergantung pada perjanjian pokok.

2. hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.

3. jika perjanjian pokok batal, ikut batal.

4. ikut beralih dengan beralibnya perjanjian pokok.

5. jika perutangan pokok beralih karena cessie, subrogasi, maka tkut beralih juga

tanpa adanya penyerahan khusus.

Lembaga Gadai

Sebagai alasan yang banyak dikemukakan para penulis mengenai timbulnya
lembaga fidusia, ialah karena ketentuan m;dang—undang yang mengatur lembaga
padai (pand) mengandung banyak kekurangan. Dengan demikian fidusia
merupakan alternatif dari pada gadai. Tetapi sebaliknya, ada yang berpendapat
perlunva dipertanyakan apakah fidusia tidak merupakan pelanggaran atas

ketentuan-ketentuan/syarat-syarat gadai, dan karenanya bertentangan dengan

* 81i Soedewi Marschoen Sofwan,op.cit.hal.37.
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undang-undang. Untuk itulah profi] lembaga gadai akan dikemukakan secara garis
besar di bawah mi
Pasal 1150 KUH.Perdata memberikan perumusan gadai sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpintang atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang alau orang lain alas
namanya dan yang memberikan kekuasaon kepada si beypiutang untuk mengambil
pelunasan dari barang (ersebut secara didahulukan daripada orang berpintang
laimnya, dengan kekecualian biqya untuk melelang barang tersebut dan biaya
vang lelah dikeluarkan untuk menyelamaikannya, setelah barang itu digadaikan,
kiaya-biaya mana harus didahulukan”.

Benda® yang dijadikan jaminan gadai haruslah benda bergerak (Pasal 1150

jo 1152 KUH Perdata). Pembagian lembaga jaminan menjad gadai dan hipotek
merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pada pembagian benda menurut
KUH.Perdata, yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak/tetap. Untuk masing-
masing kelompok benda tersebut, Lﬁldang—undmlg telalh memberikan lembaga
jaminannya sendiri-sendiri yailu untuk barang bergerak adalah gadai, sedangkan
untuk benda tetap adalah hipotek. Dalam pasal 1167 KUH.Perdata dengan tegas
dikatakan bahwa barang-barang bergerak tidak dapat dihipotekkan.*
Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut hak gadai atas _
barang-barang bergerak dan atas piutang-piutang atas bav aftunjuk, kita dapat
menyimpulkan bahwa gadai dapat diletakkan baik atas barang bergerak bertubuh
(berwujud) maupun yang tidak bertubuh. Juga dalam pasal 1158, 1152 bis dan
pasal 1153 KUH.Perdata, dibicarakan tentang menggadaikan suatu tagihan.*

Gadai merupakan jaminan yang menguasai barangnya. Jaminan dengan

menguasai barangnya bagi krditor akan Iebih aman mengingat pada benda bergerak

* Dari perumnsan Pasal 449 KUH Perdats orang menyimpulkan bahwa KUH. Perdata membedakan benda
dari barapg dimana barang adalah sebagian dari benda yang berwarjud saja.

* J.8atrio. 1996.0p.cit. hal. 109,

* Ibid. hal.101
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mudak untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wan prestasi,
walaupun mudah berubah nilainya.*

Sifat-sifat dari gadai adalah :

[. Gadai adalah hak kebendaan.

4]

. Hak gadai bersifat accessoir.

. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi.

. Hak gadai didahulukan.

. Obyek gadai adalah benda bergerak bertubuh dan tak bertubuh.

i Py )

=4l

6. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.
Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi syarat-syarat vang dditentukan sesuai
dengan jenis benda yang digadaikan, yakni sebagai bertkut A
1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh.
a. Perjanjian gadai.
Perjanjian pinjam uang (kredit) antara debitur dan krditor dengan janji
debitur sanggup memeberikan benda bergerak sebagai gadai.
b. Penyerahan benda gadai.
Benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai dan
diserahkan kepada pemegang gadai (krditor) dan disebut “in bezitstelling”.
Penyerahan benda gadai dilakukan secara nvata, traditio brevi manu, atau
traditio longa ‘manu, tetapi penyerahan secara constitutum possessorium
tidak menimbulkan hak gadai karena tidak memenuhi syarat inbezitstelling,
2, Cara terjadinya pada piutang atas tunjuk (aantoonder).
a. Perjaniian gadai.
b. Penyerahan surat buktinya (piutang), pasal 1152 ayat (1) KUH.Perdata.

3. Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (aan order).

% Purwahid Patrik, “;fi.spe,’c Yuridis Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredir’ Makalah Seminar Nasional
Hulanm Ekonomi, 1996 hal.7,
* Ibid.hal 8.
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a. Perjanjian gadai. ,
b. Adanya endossemen yang ditkuti dengan penyerahan suratnya (pasal 1153
KUH.Perdata).
4. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama.
a. Perjanjian cessie gadai.
b. Adanya pemeberitabuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan (pasal
1153 KUH.Perdata). | '

Ciri yang utama dari gadai adalah adanya syarat inbezitstelling. Hak gadai

diletakkan dengan membawa benda gadai dibawah kekuasaan debitur atau di
bawah kekuasaan pihak ketiga (inbezitstelling). Ketentuan demikian itu dapat
ditafsirkan dari pasal 1150 dan 1152 KUH.Perdata.
Gadai merupakan suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain. Ini
merupakan suatu ciri yang disimpulkan dari pasal 1152 ayaf(:‘u) KUH.Perdata.
Undang-undang sendiri tidak secara tegas menyatakan demikian, tetapi dalam
pasal 1152 ayat (3) dikatakan, bahwa kalau barang gadai }.n'lang atau dicuri dari
pemegahg gadai, maka ia berhak memuntut kembali dari pihak ketiga Yang
demikian itu berarti, bahwa pemegang gadai mempunyai droti de suvite; hak gadai
mengikuti bendanya ditangan siapapun benda gadai berada. Hak menuntut kembali
sipemegang gadai adalah serupa/mirip dengan hak revindicatie dari seorang
pemilik.*®

Di samping itu, untuk terjadinya gadai harus diperjanjikan. Lam halnya
dengan hak istimewa {privelege) yang adanya otomatis, ditentukan oleh undang-
undang. Hal itu berarti, bahwa persetujuan pemberian gadai --- agar sah --- harus
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH. Perdata).

Dalam pasal 1151 KUH.Perdata dikatakan, bahwa perjanjian gadai dapat
dibuktikan yang dengan segala alat bukii yang diperbolehkan bagi persetujuan

pokoknya. Karena persetujuan pokoknya bisa berupa perjanjian hutang piutang ---

# §.Satric, 1996.0p.cit.hal. 108,



- dan prinsipnya perjanjian obligator bentuknya adalah bebas, bisa lisan, tertulis,

baik otentik maupun di bawah tangan, maka perjanjian gadai juga tidak terikat

T T

. kepada suatu bentuk tertentu.*

Menggadaikan. termasuk dalam  kelompok tingkataﬁ beschiking (tindakan
pemilikan) dan tindakan beschikking merupakan tindakan hukum yang membawa
atan dapat membawa konsekuenst jmng sangat besar. Karenanya tidaklah heran
kalau untuk dapat menggadaikan, diisyaratkan adanya kewenangan bertindak ----
kewenangan khusus, tidak cukup kecakapan bertindak saja -—- pada orang yang
bersangkutan. Kata-kata “tidak adanya kewenangan bertindak sipemberi gadai
tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada sipenerima gadai” dalam pasal 1152
aval 4 KUH. Perdata menunjuk begitu. Dari kata-kata teersebut dapat disimpulkan,
bahwa pada asasnya  umtuk tindakan menggadaikan disyaratkan adanya
kewenangan bertindak pada yang bersangkutan.so
Sementara itu, ada beberapa hal yang menyebabkan hapusnya gadai, yaitn :
a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.
Ini sesuai dengan sifat accessoir dari pada gadai, sehingga nasibnya bergantung
kepadé perikatan pokoknya.
b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi
pemegang - gadai masih mempunyai hak untuk menuntut kembali dan kalau

berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak

pernah terputus.
¢. Dengan hapus/musnahnya benda. jaminan.
d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.
e. Dengan pencampuran, yaitu dalm hal pemegang gadai menjadi penﬁ]jk barang

gadai tersebud.

* 1bic. hal. 110.
“ {bid.hal. 111.
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£ Hak Tanggungan. |
Keluarnya UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta  Benda-Benda yang  Berkaitan dengan  Tanah (UU  Hak

) Tanggungan/UUHT), secara sistem menimbulkan  dampak terhadap hukum
| jaminan yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Di antaranya terhadap
kefentuan yang mengatur tentang fidusia dalam UU No. 16 tahun 1985 dan Uu
No. 4 tahun 1992, .

Keluarnya UUHT ini merupakan realisasi atas janji yang ada dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), akan adanya aturan hak tanggungan sebagai hak
yang memberikan jaminan atas tanah. Ketenfuan atas hipotek yang masih berlaky
sesuai dengan Buku TT KUH. Perdata dan juga ketentuan mengenai credietverband
(S. 1908 NO. 542 diubah dengan S. 1937 NO. 190) dinyatakan masih berlaku, hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPA. Dengan diunciangkannya UUHT pada
tanggal 9 April 1996 tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional yang merupakan
salah satu tujuan utama UUPA. Hak tanggungan menjadi satu-satunya lembaga

hak jaminan atas tanah.

Berbicara mengenai Hak Tanggungan (HT) adalah berbicara mengenai kegiatan
perkreditan  modern, yang memberikan perlindungan khusus dan kedudukan
istimewa kepada krditor. Berbicara mengenai perkreditan modern adalah berbicara
mengenai hukum yang mengatar petjanjian dan hubungan hutang piutang antara
keditor dan debitur yang melipufi juga hak krditor menuntut penjualan lelang harta
kekayaan debitur dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut jika debitur cidera Jjanji. Tetapi hukum bukan hanya memperhatikan
kepentingan krditor. Perlmdungan juga secara seimbang diberikan kepada debitur,
bahkan kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa. terpengaruh oleh cara

penyelesaian utang piutang debitur dan krditor, dalam hal debitur cidera janji,




khususnya para krditor lain dan pihak yang membeli obyek yang dijadikan

jaminan.>!

Sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, harus mengandung cin-~ciri

sebagai berikut 2

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya, yang dikenal sebagai “droit de preference”

b. Selalu méngikuﬁ obyek yang dijaminkan ditangan siapapun obyek itu berada.
Keistimewaan yang dikenal sebagai “droit de suite” ini ditegaskan dalam pasal
7. Biarpun 6byek HT sudah dipindahkan hakoya kepada pihak lain, krditor
pemegang HT tetap masih berhak untuk menjuanya melalui pelelangan umum,
jika debitur cidera janji. |

c. Memenuhi asas “spesialitas” dan “publisitas”, sehingga dapat mengikat pihak

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Droit de preference dan droit de suite sebagai keistimewaan yang diberikan
kepada krditor pemegang HT jelas bisa merugikan krditor-krditor lain dan
pembeli obyek HT yang bersangkutan, apabila adanya HT yang membebani
obyek yang dijadikan jaminan bagi pelunasan pintang krditor tersebut tidak
diketahui oleh mereka. Maka bagi sahnya pembebanan HT dipersyaratkan
bahwa wajib disebut secara jelas piutang yang mana dan sampai sejumlah
berapa yang dijamin serta benda-benda yang mana yang dijadikan jaminan,

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Kemudahan dan kepastian
pelaksanaan eksekusi tersebut yang menjadi ciri HT, dengan disediakannya
cara-cara yang lebih mudah dari pada melalui acara gugatan seperti perkara

perdata biasa. UUHT menyediakan dua cara, yaitu yang diatur dalam Pasal 6

* Boedi Harsono, “Kensepsi Pemiltiran tentang UULT”, Makalah Seminar Masional, Bandung, 1996.
52 .:
Ibid. .
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dan kemungkinan penggunaan apa yang disebut acara parate executie, yang

diatur dalam pasal 224 RIB dan pasal 258 RRBg.

Demikian ditegaskan dalam pasal 26.
Di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami UUHT int
adalah ; perkembangan dan penegasan tentang obyek HT, kedudukan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang substansi dan syarat-syarat
berlakunya berbeda dengan Surat Kuasa Memasang Hipotek yang lalu; penegasan
bahwa sertifikat HT mempunyai kekuatan ckselutorial, sanksi administratif,
kefenfuan peralihan, dan berbagai peraturan pelaksanaan UUHT yang telah terbit
dan yang masih perlu diwujndkan.* |
Pada prinsipnya, obyek HT adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan,
yakni wajib didaftarkan (untuk  memenuhi  syarat publisitas) dan dapat
dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran ufang yang
dijamin pelunasanmya). Sesuai dengan Pasal 51 UUPA, hak atas tanah yang
ditunjuk sebagai obyck HT adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan
Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam perkembangannya kemudian, Hak Pakai (HP)
atas tanah negara menurut Peraturan Menteri Agraria No 1 tahun 1996 juga wajib
didaftarkan. Karena perkembangan di bidang administrasi pertanahan tersebut, di
samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka HP atas tanah negara
tertentu yang memenuhi kedua syarat tersebut juga dapat dijadikan obyek HT.>
Penunjukan HP atas tanah negara sebagai obyek HT: selain karena telah memenuhi
syaral tersebut, terutama didasari pada fujuan untuk memenuhi  kebutuhan
masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah yang mempunyai tanah dengan
HP dan belum mampu untuk meningkatkannya menjadi HGB atan HM. Bagi
mereka, adanya kefentuan ini memberikan kesempatan untuk dapat meminjam

vang dengan HP atas tanalmya sebagai jaminan,

2 Maria S.W. Sumardjono,” Prinsip Dasar Dan Beberapa Lsvi i Seprtar UL ", Makulah
Seminar. Banduag: 1996,
* Ibid.
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{)alam praktek yang selama ini terjadi jarang sckali plhak-pﬂlak menempuh
hngsﬁm__, pembebanan hipotek, hampir selalu yang ter Jach adalah pembuatan Kuasa
\emasang . Hipotek dengan berbagal alasan, antara Jain bahwa proses
pnandatanganan akta hipotek sampai keluarnya sertifikat hipotek makan waktu
lma dan biaya mahal, dan pihak bavk yang sudah mengenal debitur dengan baik
merasa tidak perln menempuh pembebanan secara langsung karena merasa cukup
aman, Yang ferjadi adalah bahwa pembebanan baru dilakukan setelah gejala
debitur cidera janji dengan seg,ala dampaknya.
Berbeda dengan prakiek yang berlaku, yang seolah-olah mempeﬂakukan kuasa
'memasang._.hipotek sebagai sesuatu yang dilembagakan, maka dalam UUHT,
pembuataun SKMHT hanya diperkenankan dalam keadaan khusus, yakni apabila
pemberi HT tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT untuk membuat APHT.
Dalam hal ini pemberi HT wajin menunjuk pihak lain sebagai kuasanya dengan
SKMHT vyang berbentuk akta otentik dan pembuatannya diserabkan kepadé notaris
atau PPAT yang keberadaannya menjangkau wilayah kecamatan.”
Menurut Mariam Darus Badrulzaman®®, dilihat dari sistem maka lahirnya UUHT
menimbulkan dampak pada hukum jaminan yang tetletak di dalam UU lain, seperti
KUHD, KUH.Perdata, UU Rumah Susun, UU Perumahan dan Permukiman, UU
Perbankan, UU Penerbangan. Ketika UU di atas dibentuk sebagai pembaharuan
hukum, obyeknya berbeda-beda, namun berada dalam satu sistem, sehingga
adanya beberapa isﬁlah menimbulkan keadaan yang tidak harmonis. Lahirnya HT
menimbulkan pembaharuan bukom yang sekaligus memperbaharui secara ulang
perangkat hukum yang sudah mengalami pembaharuan.
Hingga saat ini kita belum mempunyai UU tentang hukum benda sebagal
pengganti dari KHU Perdata yang mengatur tentang hak atas benda. Di samping itu

kita betum memiliki UU tentang hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan

;’ Maria S.W. Sumardjono,ibid.hal. 11.
% Marimn Darus  Badrdzmn, Posisi (T Datfanr ik Jaminan Nasional”. Makalah

Seminar, Banduny: 1996 .hal 4,



vng ditentukan sebagai obyek HT. Juga kifa belum memiliki UU tentang hak
anminan, sementara itu kita telah memiliki UUHT. Di dalam pembentukan UUHT
\ita belum lagi memiliki pengetahuan tentang asas-asas yang mengatur hubungan
atara benda yang dilekatkan pada benda yang lain (asessi vertikal) dan pemisahan
horisontal, oleh karena itulah pengaturan UUHT terlebih dahulu dari hukum benda
dan hukum jaminan menimbulkan sejumlah masatah.”’
Salah satu asas dari hukum benda adaah pemisahan horisontal. Pemisahan

i tidak diterapkan di dalam UUHT. Perhatian lebih dititik beratkan pada asas
peslekatan. Di dalam UUHT ini konsep hubungan tanah dan benda yang berkaitan
dengan tanah diletakkan hubungan yang permanen (tetap), bukan sebagai
alternatif. Hal ini dapat dilihat dari judul “Hak tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah”. Seyogyanya juc‘uﬂ UUHT ini ‘nzmya
berbunyi “Hak tanggungan atas tanal”. Dengan demikian UUHT berpegang pada
dasarnya yaitn UUPA yang semata-mata mengatur hak-hak atas tanah. Benda yang
perkaitan dengan tanah dibtarkan berada pada sistemnya sendiri.”®

Pada bal .tanah dan bangunan adafal dua komponen yang berbeda. Tanah
mempunyal sifat yang berkaitan dengan kebudayaan, religius,sakral, politis,
ekonomnis, kesatuan,dan keamanan. Sedangkan bangunan lebih menunjukkan sifat-
sifat ekonomis dan mempunyal waktu yang relatif seniéntara dibandingkan dengan
tanah yang bersifat abadi, jadi keduvanya mengandung muatan asas-asas (sistem)
vang berbeda.
Pemisahan tanah dengan benda-benda yang ada di atas ‘tanah melaln asas
pemisahan horisental dapat dilakukan melalui pendaftaran. Berdasarkan asas
pemisahan horisontal, ramah, bangunan dan tanaman terpiéah dari tanah di mana
benda-benda itu berdiri, dan karena itu rumah atau bangunan perlu mempunyai

identitas tersendirt yang terlepas dari identitas tanah di mana yumah atan bangonan

5 Ibid. hal.3. ,
5 thid.hal.8.Bandingkan dengan Maria S.W.Sumardjonc,op.cit.hal.9.



L¥/]
wh

au berdiri, schingga diharapkan rumah atau bangunan akan merupakan benda

wedaftar dan memiliki tanda bukti pemilikan sendiri.

. B, Perkembangan Jaminan Fidusia

. Zaman Romawi
Fidusia, menurut asal katanya dari kata “fides™ yang berarti keper cayaan.

L Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur dan krditor
| merupKn hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia
percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telab
diserahkan, setelah dilunast utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwé

pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam

kekuasaannya.
Sejak fidusia dikenal oleh orang Romawi sampai dengan saat ini ia telah

meng,ahtm perkembangan-perkembangan. Perkembangan it menyangkut

kedudukan para pihak, krditor penerima fidusia misalnya pada zaman Romaw:
berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan akan tetapi sekarang
sudah dltemna bahwa ia hanya berkedudukan sebagal pemegang jaminan saja:
selanjutnya perkembangan itu juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya

dengan pihak ketiga dan mengenai obyek yang dapat difidusiakan.”
Jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat Romawl. Ada

dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum credzlow dan fidusia cum amico.

Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fidusiae yang kemudian

diikuti dengan penyerahan hak atau in jure cessio.™. Dari kata cum creditore Kita

sudah dapat menduga, bahwa penyerahan tersebul bukan dimaksudkan untuk

sungguh-sungguh merupakan peralihan pemilikan, tetap: hanya sebagal jaminan

- ¥ Qey Hoey Tiong.op.ciLhal46.
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saja ---- bukan untuk dimiliki krditor ----- dan memang menurut lembaga tersebut
krditor fidak mempunyai kewenangan penuh .seperti vang dipunyaik seorang
pemilik. Setelah debitur memenuhi kewajiban perikatannya, maka krditor wajib
untuk menyerahkan kembali ke dalam pemilikan ‘debitumya. Karena debitur
bertindak  dengan képercayaan, bahwa kediior setelah debitur melunast
kewajibannya ~--- ﬁdak akan mengingkari janjinya dengan tetap memiliki benda
jaminan (dan menganggap dirinya telah menjadi pemilik penuh yang sah), maka
hubungan seperti itu didasarkan atas fides atan hubungan fidusiar.®!

Lembaga fidusia cum credilore sebagaimana dikenal pada zaman Romawi tersebut
bisa berobyek barang bergerak maupun barang tetap, oleh karena pada waktu itu
belum dikenal hak-hak jaminan yang lain. Ketika kemudian fidusia lenyap dan
orang Romawi mengenal gadai serta hipotek, maka mulai diadakan pemisahan
dalam barang-barang yang dapat dibebani gadai yaitu barang-barang bergerak dan
barang-barang yang dapat dibebani hipotek yaitu barang tetap.

Pranata jaminan fidusia yang lain yaitu fidusia cum amico contracta yang artinya
janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Jaminan ini'pada dasarnya sama
dengan pranata “trust” sebagaimana dikenal dalam sistem hukum “common law”.
Lembaga i sering digunakan dalam_ seorang pemilik sesuatu bendda harus
mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan .dengan rtu menitipkan
kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan Janji bahwa teman tersebut
akan mengembalikan kepemilikan tersebut Jjika pemiliknya sudah kembali dari
petjalanannya.”? Jadi dalam fidusia cum amico contracta ni  kewenangan
diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada piha

pember,

Wldjdjd Gunawan & Ahmad Yani, Opeit. Hal.113.
E Satrio fukum Jaswiinan, Hak-Liak Jaminan Kebendaan Banc aung; Citra "L{hl}—cl Balti, 1966 .hal. 166.
Bdndmg,kdn dengant Cey Hoey Tiong,op.cit.hal 46.
* Widjaja Gunawan & Ahmad Yant, Opcit. Hal 115,
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Di Belanda
Munculnya kembali fidusia dimulai ketika terjadi kemunduran usaha

perkebunan yang melanda baik negara-negara Eropa terutama Belanda. Di Belanda
orang mengatasinya dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli
kembali, vang akhirnya ditetapkan sebagai jaminan penyerahan hak milik secara
kepercayaan atau fidusia, sedang untuk Indonesia pembentuk undang-undang
mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen atau Oogsverband
(S. 1886 No.57).
Oogsverband ini adalah jaminan untuk peminjaman uang, yang diberikan atas
panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan demikian, kita lihat
di sini bahwa dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang
bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan
barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitur, |
Di negeri Belanda lembaga jaminan fidusia mulai mendapatkan pengakuan
dari pengaditan melalm Arvest yang terkenal dengan sebutan Bierbrouwerij Arrest,
langgal 29 Januari 1929. Sementara di Indonesta yurispfudensi pertama yang
memungkinkan berlakunya fidusia adalah keputusan Hooggerechtshof tanggal 18
Agustus 1932, yang dikenal dengan “BPM Clyneet Arrest”. Yuriprudensi tersebut
adalah jalan keluar yang ditempuh pengadilan untuk mengatasi masalah yang
terdapat di dalam hak gadai menurui KUH.Perdata dalam hubungannya dengan
syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1152 KUH.Perdata, yaitu penguasaan

penda oleh pemegang gadai.

Putusan Hoge Raad itu kemudian menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan
ahlli hukum. Terutama yang menyangkut salah satu pertimbangan Hoge Raad
dalam putusannya yang menyatakan bahwa petjanjian penyerahan hak milik itu
fdak bermaksud mengadakan gadai. Sebagian ahli hukum menyetujul
pertimbangan itu, tetapi sebagian lagi menyatakan bahwa dengan demikian Hoge

Raad mengakui suatu penyelundupan hukum.
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eputusan tersebut merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan fidusia di
donesia. Dari duduk perkara datam keputusan tersebut ternyatatah bahwa untuk
engadakan fidusia, penyerahan dilakukan secara constilutiim possessorium, yang
rergpakan suatt bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan
dap berada dalam pengasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan
anya hak miliknya saja® | ‘

Bentuk penyerahian secara conslilutum possessoriuin tersebut hanya dikenal
lalan praktek, sedang dalam undang-undang dinyatakan bahwa penyerahan suatu
benda bergerak dilakukan dengan penyeréhan yang nyaia (Pasal 612
KUH Perdata). Jadi jelas bahwa undang-undang dalam ha! ini KUH Perdata tidak
mengenal penyerahan secara constilutum possessorium. Akan tetapi penyerahan
demikian tetap dapat ditakukan secara sab karena pada dasarmya para pihak bebas
memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.®
Selain bentuk penyerahan secara constitutum posSSessOrium, ada beberapa bentuk

‘penyerahan yang bukan merupakan penyerahan secard pyata yaitu : (raditio brevi
manu, dan-traditio longd manu.lPenyerahan secara fraditio brevi mant adalah
suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal
sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan .menerima penyerahar.
Sedangkan penyerahan secard traditio longa man adalah ‘bentuk penyeraban di

mana barang vang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Di Indonesia

Sama halnya seperti di Relanda, maka di Tndonesia pun lembaga fidusia

perkembang melalui yurisprudenst, sebelum kemudian diterbitkannya Undang-

undang Nomor 42 Taln 1999.

-
% ()gy Hoey Tiong,op.cit.hal43.
* Ibid. '




Dalam sejarah hukum Indonesia babwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh
vurisprudensi [ndonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam
kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Chignet. _
Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung dan juga pengadilan tingkat
bawahan di zaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan yang
antara lain menyimpulkan sebagat berikut:

I. Lembaga fidusia hanya diperuntukan terhadap benda bergerak (Putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Maret 1951)

[ 2]

. Membenarkan pehgikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung
petkantoran (Putusan Mahkamah Agung No.372/K/Sip/1970 tanggal 1
Septemtber 1971. '

. Menegaskan bahwa kiditor pemilik fidusia (atas besi beton dan semen)

2

bukaniah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan
hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak krditor tidak dapat
langsung  memiliki  (mendaku)  benda  terscbut (  Putusan MA
No.1500/K/Sip/1978 tgl 2 Februari 1980).

Datam pada itu, perkembangan yang menarik dari lembaga fidusia adalah
mengenai obyeknya, yakni benda-benda apa saja yang dapat difidusiakan. Dalam
hal im, di antara para sarjana terdapat perpedaan pendapat, khususnya terhadap
benda tak bergerak yang menjadi obyek fidusia. Oleh karena timbul dan
umbuhnya fidusia adalah sebagai reaksi atas kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan
dari usaha penevapan gadai untuk benda-benda yang penguasaannya tidak mungkin
diserahkan kepada krditor karena dapat menghambat jalannya perusahaan milik
debitur, maka pada umumnya yang dapat menjadi obyek fidusia adalah benda-
benda yang menjadi obyek gadai, yaitu benda-benda bergerak, baik yang bertubuh
maupun yang tidak bertubuh.

Pada mulanya, benda bergerak yang difidusiakan adalah benda-benda bergerak

yang bertubuh antara lain adalah barang-barang inventaris, barang-barang



i
1
i

60

perniagaan dalam toko-toko atau barang—barjang persediaan  dalam gudang

perusahaan, Sementara itu terhadap adanya 'ﬁdlisia atas barang-barang bergerak

yang baru akan ada dikemudian- har, banyai«: sarjana yang mengemukakan

keberatanmya. Hal ini disebabkan karena perjanjian fidusia yang telah diadakan

dianggap mengandung causa yang dilarang dan rﬁempunyai obyek yang tidak dapat

ditentukan, sehingga tidak memenuh syarat seb?gaimana ditentukan dalam Pasal

1320 KUH.Perdata.”® |

Sementéfa itn, obyek fidusia yang bempé benda tidak bergerak walaupun
banyak sarjana yang keberatan, namun dalami perkembangannya, benda-benda
seperti Tumaah, toko, garage, gudang di atas tanah orang lain, dapat difidusiakan.
Pendapat babwa fidusia hanya untuk barang ber gel ak kemudxan dikuatkan dengan
keputusan Mahkamah Agung tangga 1 Septembex 1971 No. 372 K/Sip/1970.
Keputusan Mahkamah Agung tersebut bermak?sud untuk menerbitkan lembaga
fidusia kepada proporsinya semula. Namun jikai pegang (eguh pendirian tersebut,
bahwa obyek fidusia hanya benda-benda bergefrak saja, ini berarti kemunduran
datam rangka memenuhi kebutuhan nyata masyzuj'akat.66

Penggunaan lembaga fidusia di dalam p%raktek perbankan memang sangat
disukai karena prosedur vang mudah, cepat, dan murah. Dan dalam praktek
perbankan, lémbaga. ini makin berkembang dengm pesat apalagi kelembagaannya
telah diakui secara bukum melalui UU No. 16 %ta,hun 1985 dan UU No. 4 tahun
1992. Untuk itu, menurut Prof. Dr. Mariam Djams Badrulzaman, obyek fidusia
meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sei)anjang benda tidak bergerak itu
tunduk kepa.da peraturan pendaftaran.67 Yang dabat dijadikan obyek fidusia adalah
sebagai berikut: |

a. barang bergerak, berwujud dan tidak ber wu;ud

% p.1. Sospratingja,Pokok-Pokol 1iwkun Perdara Lwkum Ber:éz’a Jitid 11, Semarang: Seksi Hukom Perdata
Fak Huknm Undip. 1983 hal. 130 |

% A Hamzah dan Senjun Manuliang,op.cit.hal. 38. ‘
5 Mariam Darns Badrulzaman, Aneka Hokum Bisnis. B mdung Ahumni 1994.hal. 99,
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. b. umah susun berikut tanah tempat bangunan tersebut berdir, serta benda lainnya

yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;

‘ ¢. satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai milik negara;
| %' d tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang dibangun; |
¢. kapal yang tidak terdaftar,
¥ | perumahan;
¢. tanah girik. _

Di samping hal di atas, kiranya adanya vang perlu diperhatikan terhadap
~ lembaga jaminan fidusia ini. Yakni, fidusia mi belum mendallaat pengaturan dalam

perundang-undangan sampai keluarnya UU Rumah Susun dan UU Perumahan dan

© Permukiman, yang mana praktek selama ini mendasarkan pada kebiasaan praktek
yang ada dalam praktek perbankan. Persoalannya tentu berkaitan penyelesaian jika
' sampai terjadi wan prestasi dari pihak debitur. '
Apabila diperhatikan secara teliti, fidusia ini mempunyai eiri tersendiri vaitu
mempunyai satu tubuh tetapi dua bathin, sebagai pengalihan hak milik dan sebagal
pcrjanjiah gadai (pand contract). Tni menurut Eggens, bahwa dalam praktek fidusia
itu adalah banci, mukanya adalah eigedoim tetapi isinya adalah pand (gadat), yang
sewaktu-waktu dapat keluar sebagai pand melalui “pintu belakang™, atan bisa juga
“mancala putra - mancala putn” (Jawa) yang dapat beralib-alih dari laki-laki
menjadi perempuan, vaitu dari eigendom menjadi pand. Antara kedua unsur im
akan berlangsung suatu ketegangan (spanning), tetapi kedua unsur ini akan saling
mengisi. Ini tergantung dari maksud kedua pihak atau dari jenis obyek atau situast
hukum.*

Dalam satu hal sebaliknya ditonjolkan “penyerahan hak milik™, yang dalam -
hal lain atau situasi lain bersifat pand. Oleh karena itu apabila terjadi suatu
masalah, misalnya debiter cidera janji, sedangkan masalah tersebut tidak diator

dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak - dalam hal menentukan akibat-akibat

% A Hamzah dan Senjun Manullang, op.cit.hal.49.



wium dari fidusia - maka harus diutamakan atau ditekankan segi pand dari
kmbaga ini, Artinya dapat dan harus diperlakukan ketentuan dalam uvndang-
mdang yang mengatur mengenai gadal atau pand, dengan memperlonggar
ketentuan yang terdapat dalam pasal 1152 KUH.Perdata, yang mengatur tentang
inbezitsielling. Selain itu karena maksud dari para pihak dalam penjaminan, bukan
pengoperan (overdrachi) hak milik secara defimtif. Yang terakhir ini hanya
merupakan sarana yang digunakan untuk mengelakkan diri dari syarat bezit dari
pada pand atau gadai, yaitu bahwa kekuasaan atas obyeknya harus dialihkan dari

tangan debitur ke tangan krditor atau pemberi kredit.®

Fidusia scbagai suatu lembaga jaminan dalam prakick sckarang dilaksanakan
dengan cara : sipemilik jaminan (debitar), dalam memberikan jaminan kepada
krditor atas janji-janjinya (terutama janji mengenal saat dan cara pengembalian
hutangnya), menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan
kepada krditor, tetapi dengan janji, bahwa apabila debitur telab memenuhi semua
kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana
djjanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan otomatis kembali kepada
krditor.

Dengan demikian, jaminan dalam mengambil fidusia mengambil wujud
“penyerahan hak milik secara kepercayaan” afau lazim disebut fidusiare
cigendoms overdrachl. Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki.
Dalam hal ini ada selisih pendapal antara para sarjana. Di satu pihak ada yang
berpendapat, bahwa krditor pemegang jaminan fidusia dengan penyerahan
tersebut benar-benar telah menjadi ﬁemih’k benda jaminan dengan hak-hak sebagai
yang dipunyal seorang pemilik, tetapi di lain pihak ada yang berpendapat bahwa
krditor pemegang jaminan atau fidusiairus terhadap pihak ketiga berkedudukan

schagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya berkedudukan

% Ibid.
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whagal pemegang gadai yang fak memegang benda jamxinan (bezit pandrechi),
milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepatan
vang membatasi hak-hak krditor sampai sejauh hak seorang pemegang jaminan
F aja” |
Pendapat-pendapat tersebut di atas membawa konsekuensi sendiri-sendiri.
: Kalau kita terima, bahwa dengan penyerahan fidusiairus adalah pemilik dari benda
- jaminan, maka hak (milik) tersebut adalah hak yang berdiri sendirs, sehingga
toitis fidusiairus dapat mengalihkan tagihannya, malahan fanpa perlu
j memperhatikan hak pribadi dari si peminjam pakai.
. Sebaliknya kalau kita memandangnya hanya sebagai jaminan sejenis gadai (gadai
| tanpa menguasai benda jaminannya), maka perikatan penjaminannya adalah
| accessoir pada perikatan pokoknya, yaitu perikatan yang pemenuhannya dijamin
dengan fidusia tersebut, dengan konsekuensinya, benda jaminan tak dapat
 dialihkan tanpa peralihan perikatan pokoknya. Lebih lanjut maka cessi perikatan
pokoknya, otomatis — tanpa perlu adanya penyerahan lagi --- berakibat, bahwa
benda jaminan turut beralih. Di samping ity juga patut untuk dipertanyakan,
apakah sesudah debitur wan prestasi, kiditor menjadi pemilik ? Kalau krditor tidak
menjadi pemilik dalam arti yang sebenarnya, apakah benda itu masih menjadi
ilik debitur.”
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia obyek jaminan fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud
maupun vang tidak berwujud dan benda tidak bergerak kbususnya bangunan hak-

hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun
1996). '

" 1. 8atrio, 1996.op.cit.hal. 176.
" Ibid.



64

(. FIDUSTA SEBAGAT LEMBAGA JAMINAN

L F1du51a Sebagm Institusi_Sosial
Fidusia itu merupakan lembaga Jamman-bentuk baru yang keberadaan dan
perkembangannya menarik untuk dlCQImfltL Ada.bermacam-macam nama untuk
menyebut 1embaga fidusia ini>. D1 antaranya adaltah : fidusia cum creditore,
fidusiare eigendom overdracht tot zekerheid, zekerheidseigenedom, heziHoos
zekerheidsrecht, dan sebagainya. Namun demikian, figur yang lazim dipakai
adalah fidusiare eigendon overdracht, yang diterjemahkan d;angan “penyerahan
lak milik atas dasar kepercayaan™ dan lebih sering disingkat dengan “fidusia”
saja. '
Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul atas dasar kebutuhan masyarakat
akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan
benda-benda itu untuk dipakai sebari-hari perusahaan atau keperluan bekerja
sehari-hari, Jika ditempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan
jenis lembaga jaminan lain dalam mencari kredit, maka akan terbentur syarat
mbc,azrsreﬂmg’ vang merupakan syarat dalam lembaga jaminan gadai yaitu
syarat bahwa bendanya harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai
sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata. Memenuhi syarat
inbezilstelling dari gadai adakalanya dirasakan berat oleh pemberi gadai, karena
benda-benda jaminan itu justru sangat dibutubkan untuk keperluan hidup sehari-
hari atau untuk keperluan menjalankan usaha.
Kebutuhan akan kredit / modal yang merupakan dasar munculnya lembaga
fidusia, merupakan salah satu dari bermacam-macam kebutuhan manusia dalam
masyarakat. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan

hidup. Namun tidak semua kebutuhan itu mempunyal tingkat kedudukan yang

= Lllmt Purw Ltlnd Ps lmk d an Kashadi.Hulum Jaminan FH. Undip. 19‘P6.hal.32.
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sama, sebagatmana dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, disebut sebagai
kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu yang hanya dapat dipenuhi oleh
penyediaan bahan dasar fisik, seperti : makanan, air, oksigen, tidur, dan
sebagainya. Sebagian yang lain dari kebutuhan tersebut tidak dapat digolongkan -
ke dalam kebutuhan yang bersifat pokok demikian itu, oleh karena tanpa
dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia juga masih bisa bertahan hidup di

- . .73
dunia ini.”

Tinbulnya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan cara
memperoleh kredit tetapi masih membutuhkan benda-benda yang hendak
dijaminkan tetap berada dalam penguasaan si debitur telah melahirkan
lembaga™ baru dalam hukum jaminan yang disebut fidusia. - Mahadi
memberikan suatu contoh yang menunjukkan bahwa lembaga fidusia di samping
sebagal lembaga sosial sekaligus ‘mempunyai fungsi sosial.”” “A mempunyai
sebualh warung di kampung, Biasanya ia membeli barang-barang secara tunai,
untuk dipegjualbelikan. la mempunyai kebiasaan pula kepada langganan
tetapnya, ia menghutangkan. Habis bulan baru dibayar. Mungkin saja pada
suatu ketika tagihannya pada para langganan itu macet, oleh karena itu ia tak
sanggup lagi membeli barang secara tunai. Fidusia memberi jalan keluar, ia
pergi ke B yang memberinya hutang, tetapi ia tetap boleh menguasai barang itu,
dan memperjualbelikannya seperti biasa. Sesudah itu ia membeli lagi barang itu
sehingga secara teo.r_i‘rjs, volume barangnya tidak berkurang. Begitu banyak ia
menjual, sebegitu banyak pula ia membeli barang baru”. Jadi meskipun si A
tidak mempunyai uang tunai untuk membeli barang, daganpannya dapat berjalan
terus, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak ada fidusia si A harus
menghentikan usahanya, warungnya harus ditutup. Dan masyarakat, para

langganan A kehilangan tempat berhutang.

" Satjipto Rahardjo, Hmu Hukum,Bandnng: Citra Aditya Bakti, 1991 hal. 124,
™ Kata lembaga atau institusi dapat berarti organisasi atau pranata, dan yang dimaksud lembaga di sini
adalah dalam arti lembaga hmkum vaitu pranata.
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Dengan demikian, pada fidusia akan terlihat adanya hubungan serta kontak-
kontak antara sesama anggota masyarakat. Setiap pihak telah mengetahu ajna
yang seharusnya dilakukan, kontak-kontak tersebut mengikuti suatu keteraturan
fertentu, pola tertentu, pada akhirnya akan membentuk ketertiban.

Hal demikian itulah yang disebut sistem sosial, dimana ketertiban tampil
schagai unsur pertama yang membentuk sistem sosial. Apabila kontak-kontak
antara sesama anggota masyarakat memperlihatkan  adanya berbagai
kepentingan yang perlu disesuaikan, seperti perdagangan, memperoleh
pengetahuan, memperoleh hiburan dan sebagainya, maka masyarakat difuntut
untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bagi memperlancar tercapainya kebutuhan
tersebut. Di bidang perdagangan misalnya, maka untuk memperlancar kontak-
kontak dagang antara para anggota masyarakat, masyarakat menyediakan svatu
wadah yang memungkinkan ‘segala proses-proses di bidahg itu berjalan dengan
teratur, Penyediaan wadah ini dilakukan dengan mengadakan aturan-aturan,
mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kegiatan bersangkutan
dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai tembaga.”® Penyediaan wadah
dengan mengadakan aturan-aturan dalam rangka kegiatan ekonomi untuk
mendapatkan kredit bagi pengembangan usahanya dengan tanpa perlu
menyerahkan benda-benda yang dijaminkan kepada krditor memunculkan apa

yang disebut lembaga jaminan fidusia.

 Fidusia Sebagai Alternatif Lembaga Jaminan Lain

Dasar hukum berlakunya fidusia adalab Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusta. undang-undang itu sendiri merupakan salah satu
sumber hukum. Pada hakikatnya yémg dimaksud dengan sumber hukum adalah

tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

" Mahadi Falsafah Hukum swati pengantar, Bandung Alunu, 199 Lhat 10,
6 Gatjipto Rahardjo,op.cit. hal.130.
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Kata “sumber hukum” sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu’’

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum,
misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum
yang sekarang berlaku : Hukum Perancis, Hukum Romawi.

¢. Sebagat sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal
kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat menemukan hukam, misalnya dokumen,
yurisprudensi, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.

e. Sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang menimbulkan hukum.

Algra, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan sumber

hukum formil.”® Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum

itu diambil. Sumber hukum materiil, ini merupakan faktor yang membantu

pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,

situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil

penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional,

keadaan geografi, ini semuanya merupakan obyek studi penting bagi sosiologi

hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari

mana sesuatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan

bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang

diakui wmum sebagai sumber hukum formil iatah undang-undang, pejanjian

antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Hukum itu harus dilaksanakan. Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang

adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. la juga bukan

snatu  hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian

secara legis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan.” Hukum yang tidak

" Sudikno Mertokusumo,Adengendal Lukum, Y ogyakarta :Liberty, 1988.hal 62.
*® Qudikno Mertokusumeo, Ibid hal 63.
" Satjipto Rahardjo,/fukum dan Masyarakat,Bandung: Anglkasa,1981.hal.69.
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pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Tetapi hukum
it tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri. Dengan perkataan lain dapat
dikatakan, ba._hwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia.
Manusialah yang menciptkan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada
hukum yang telah dibuat itu masih diperfukan campur tangan manusia pula.80

lika tidak ada aturan hukum tentang sesuaty, tetapi hukum itu diaturan hukum
tidak dipatuhi/ditaati, maka gagal pulalah peraturan yang telah dibuat itu
dilaksanakan secara lengkap. Masalah-masalah seperti inilah yang biasanya
mendapatkan perhatian dari para ahli sosiologi yang menaruh minat pada bidang
hukum. Mereka mengatakan, bahwa hukum itu tidak hanya harus dilihat sebaga
seperangkat peraturan yang bersifat statis, melainkan sebagai suatu proses. Hukum
ita muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau
pelaksana hukum, dalam kantor-kantor para pengusaha, dan juga dalam hubung‘;an-
Imbungan yang dilakukan oleh dan di antara para anggota masyarakat sendiri satu
sama lain *'

Dalam maknanya yang klasik, tiap perubahan ataupun tiap penemuan baru,
khususnya yang mendatangkan perubahan hidup dan pola kehidupan yang sudah
mapan, secara elementer memang senantiasa menimbulkan persoalan. Fokusnya
adalah sesuai atau ﬁaaknya dengan institusi yang sudah mapan dalam kehidupan
manusia. Hukum dalam kaitan ini dimaknai dalam empat konsep :
| Hukum sebagai institusi penjaga integritas kehidupan bersama atau sarana

kontrol sosial (social control).¥* Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum
bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola
tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian
ini hanya mempettahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan

diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Sebagai

™ Ibid hal. 70.
# Ibid.hal.70.
%] ihat Satjipto Rahardjo.ibid hal.117.
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satu institusi penjaga integritas kehidupan bersama atau sarana kontrol sosial,
hukam ini dirgmuskan secara normatif oleh lembaga masyarakat, khususnya
secara formal guna dijadikan sebagai ukuran untuk menyelesatkan berbagai
fiiksi dan konflik yang terjadi dalam pergaulan bersama. Sifathya yang normatif
represif, mengharuskan adanya dukungan kelengkapan, baik berupa aparat,
sarana dan prasa'rané serta kesesuaiannya dengan keadaan dimana hukum
tersebut diterapkan. Atas dukungan beberapa komponen tersebut, hukum
sebdgai institusi normatif represif ini dapat berfungsi dengan baik.

) Hukum dalam maknanva sebagai perekayasa sosial atan sebagai sarana untuk
melakukan “social engmeermg”.33 Dalam hal ini hukum bertujuan untuk
mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, Di sini hukum tidak
dipakai untuk mengukubkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat
dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan
yang dikehendaki, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.
Dengan kata lain, hukum dalam konteks ini berfungss secara normatif prefentif
yang berasal dari proyeksi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di
masa depan, khususnya hal-hal yang bisa mendatangkan disintegrasi. Hukum ini
adalah ius constituendum. Dengan proyeksi yang bersifat negatif atas dasar
kenyataan masa kini (s constitutum). |

3. Hukum dalam maknanya sebagai.ranah untuk berpartisipasi dalam perspektif
dikotomis. Secara obyektif, kenyataan empiris adanya kelas dan strata sosial
diskriminasi dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya meng]‘;c‘-:ndakil partisipasi
dimaksud sebagai dikotomi bisa terjembatani dan kehidupan komunal tetap
terjaga.

4 Hularm dalam maknanya sebagai sau sistem yang berdiri sendiri yang melipufi
inpul (masukan), proses ou/pi (keluaran) dan feedback (umpan balik). Inputnya

adalah perilaku individual. Prosesnya adalah pada lingkungan sosial bersamaan

¥ Lihat Satjipto Rahardjo,1981.1bid hal. 119.
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dengan sistem lain seperti sistem ekonomi dan sistem budaya. Ouiputnya adalah
hokum baru yang bersifat lebih dinamik, sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan masyarakat.

Bagi hukum dengan dimensi normatif represif maupun normatif prefentif,
emikian pula hukum dalam maknanya sebagai jembatan antar strata.serta
uknanya sebagai satu sistem otonom, sama-sama bertujuan menjaga integritas

“an keutuhan komunitas. Bedanya, dalam hal makna hukum pertama dan kedua

ersifat preskriptif sedangkan dalam makna ketiga dan keempat bersifat
eskriptif | |

. Fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Dari definisi Pasal 1 angka 1 dan 2, jelas dibedakan pengertian fidusia dan
jarminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak
jaminan atas benda bergerak... B |
Di mana fidusia merupakan suatu proscs pengalihan hak kepemilikan dan
jaminan ﬁdu'sia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.
Dalam undang-undang ini jaminan fidusia secara fegas menyatakan jaminan
fidusia adalah agunén atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima ﬁdusia, yaitu hak
yang didahulukan terhadap krditor lainnya. Sama halnya seperti agunan atas
kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, dan hipotek maka jaminan fidusia
juga menganut prinsip “droit de preference”. Sesuai ketentuan Pasal 28, prinsip

ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadt

4 |ihat Samstl Wahidin,"Suara Pembaruan” tgl20-3-1997.
% Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasai 1.
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di sini berlaku adagium “firs/ registered, first secured”. Hak mi tidak hapus
karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat (3).
Jaminan ﬂdu_sia tetap mengikuti benda yang menjadi obyeiﬁ jaminan fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi obyek jaminan f{idusia. Prinsip ini disebut “droil de
suite” dalam Pasal 20 (UU No. 42 Tahun 1999.

Pasal 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, memberikan batas ruang lingkup
berlakunya undang-undang ini yaitu berlaku terhadap perjanjian yang bertujnan
utuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh
rumusan yang dimuat dalam Pasal 3.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Tndonesia yang memﬁakan akta jaminan fidusia. Dalarﬁ akta |
jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan
mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ketentuan pasal 9 UU Jaminan Fidusia menctapkan bahwa Jaminan Fidusia
dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk
piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang
diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani
dengan Jaxﬁinan Fidusia pada saat Benda dimaksud menjadi milik Pemberi
Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan
perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah
dilakukan pengalihan hak kepemilikan "“sekarang untuk nantinya” (nu voor
alsdan).

Ketentuan yang menetap‘kan bahwa Benda yang diperoleh kemudian han dapat
dibebani dengail Jaminan Fidusia ini penting dipandang dari segi komersial. Hal
ini memumjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan

dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan

ntang.
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Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 mewajibkan benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kahtor Pendaftaran Fidusia yang
terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan
yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik
Indonesia.

Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak
atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya
demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.
Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukom, “Pengalian hak atai piutang” seperti yang datur dalam
pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah
“cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otetik atau akta di
bawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang
menerbitkan utang-piutang tesebut, maka Jaminan Fidusia seagai perjanjian
assesoir, demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pegaliban
perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai
Penerima Fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai Penerima Fidusia)
bara.

Seperti telah kita babas sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia
ini merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu
perjanjian assesoir, Jaminan Fidusia m, demi hukum hapus, bila utang pada
perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia
atau utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia hapus. Disamping itu pasal 25
Undang-u;ndang Jsﬁrﬂnan Fidusia menyatakan secara fegas bahwa Jaminan
Fidusia hapus. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia hanya

memuat 2 (dua) pasal yaitu Pasal 35 dan 36.
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BAB IIT
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. FIDUSIA DALAM PENERAPAN DAN PERKEMBANGANNYA

Jaminan fidusia lahir dari suatu benfuk perjanjian, namun demikian
perjanjian ini tidak berdiri sendiri karena untuk timbulnya perjanjian jaminan
fidusia harus didahului oleh perjanjian dasar/perjanji?.n pokoknya yaitu
perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitur dan kreditur, yang
mana utang tersebut kemudian dijaminkan pelunasannya dengan jaminan fidusia
tersebut. Dengan demikian perjanjian fidusia hanya merupakan perjanjian
assesoir. Biasanya daiam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan
ketentunan bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui oleh debitur dan kreditur
secara bersama-sama, berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu
kepada kreditur (sebagai pencrima fidusia), untuk menjamin pelunasan selurih
utang debitur tersebut. Jaminan secara yuridis atau yang disebut agunan hanya
merupakan salah satu umsur saja, karena penyelesaian kredit tidak selalu
diselesaika:ﬁ dengan eksekusi benda jaminannya tetapi eksekusi benda jaminan
me;upakan salah satu pilihan akhir atau sebagai jalan terakhir (as a last ressort)
yang dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.*

Fidusia merupakan bentuk pengikatan yang harus dipergunakan bank atas
barang jaminan kredit, sedangkan secara fisik barang-barang yang dijaminkan
itu tetap berada dalam penguasaan pemilik/pemberi fidusia. Konstruksi hukum
fidusia ini merupakan penyerahan hak milik secéra. kepercayaan sehingga tidak

terjadi penyerahan secara nyata barang yang dijaminkan kepada kreditur

8 gri Gambir Melati, Sakan Kuiah [lukum Jaminan, Jakarta, 1999.
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(bank), hanya hak miliknya saja yang dianggap berpindah. Konstruksi demikian

sering pula disebut dengan constitutum possessorium.

1. Fidusia dalam Praktek Penggunaan jaminan Kredit
. Perjanjian Kredit Antara Para Pihak,

Perjanjlan kredit®’ merupakan perjanjian yang mengawali perjanjian
jaminan. Tstilah kedit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti
percaya. Jadi scseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah
mendapat kepercayaan dari kreditur. Pemberian kredit berarti memberikan
kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan ftersebut
mengandung risiko yang tinggi. Dalam kesepakatan perjanjian kredit, setidaknya
ada dua pihak yang terkait yaitu kredifur dan debitur. Kepentingan masing-
masing pibak bertemu yang tercermin dalam kesepakatan yang tertuang dalam
perjanjian kredit. ‘

Alasan yang paling utama dari debitur untuk mendapatkan kredit adalah
untuk memperoleh sejumlah uang secara tunai\ dalam rangka memenuhi
kebutuhannya, Secara kodrati, manusia itu mempunyai bermacam-macam
kebutuban dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi unfuk memepertahankan
kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, bagi debitur untuk alasan untuk
mendapatkan kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa
kebutuhan akan vang untuk  dimanfaatkan bagi pengembangan kemampuan
yang ada pada debitur. Gambaran secara riil dari pemanfaatan kredit i dapat
berupa : meningkatkan rﬁodal untuk usahanya, meningkatkan bangunan
tokonya, menambah jumlah armada usaha angkutannya, sampai untuk keperiuan
konisumtif seperti pembelian kendaraan bermotor.

Dalam perjanjian kredit secara nyata nampak, babwa masing-masing pihak

berdiri saling berhadapan dalam kedudukan sebagai pihak kreditur dan debitur.

87 L ihat lampiran no. 11



Sebetulnya, lebih dari sekedar berhadapan, para pihak dalam perjanjian kredit
tersebut tercipta suatu hubungan kepercayaan. Remy Sjahdeni.gg menyatakan :
“mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita, di mana bank

adalah @ place of special safety and provity, maka hubungan tersebut adalah

fidusiary relationship”. Kalau sudah dalam taraf hubungan yang demikian ini,
fidak diartikan secara sempit lagi sebagai hubungan antara debitur dan kreditur
yang hanya memberi sugesti tentang penetapan kewajiban antara mereka saja.
Tetapt lebih dari ita adalah adanya suatu hubungan dimana pthak yang satu
meletakkan kepercayaan {confidance or trusi) kepada pihak yang lain
sedemikian rupa. |

UU Perbankan juga meletakkan hubungan antara bank denggan nasabah
(debitur) sebagai suatu hubungan “fidusiary relationship™’. Hal ini dapat
disimpulkan dari ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, yang menyatakan :
antuk  kepentingan nasabah, bank menyediakan infonnasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang ditakukan
melalui bank.
Dengan demikian penyediaan informasi oleh bank merupakan salah satu bentuk
“fidusiary ;’elaﬁonship”. .1

Kewajiban pemberian informasi dan advis ini timbul pada bank apabila
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank itu mengandung ristko kerugtan
yang besar bagi nasabah. Dalam praktek, nasabah selalu percaya babwa apa
yang dikemukan oleh pejabat bank sebagai terpercaya kebenarannya dan boleh
diandalkan, babkan nasabah tidak saja sebatas minta informasi, tetapi lebih
sering malahan minta advis dari bank mengenai urusan-urusan keunangannya
atau mengenai bisnisnya.
Walaupun pembetian kredit oteh bank kepada debitur merupakan salah satu

usaha bank itu sendiri, tetapi bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

B ¢ yian Remi Sjahdeind, Makalah Kulial Umuam Undip, 1999 _hal 46,
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Dalam hal ini, bank dalam usahanya tersebut ada kewajiban pula untuk tidak
merugikan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada
pank. Untuk itu bank tidak bebas menggunakan dana tersebut, artinya dalam
menggunakan "dana tersebut bank harus dengan (ujuan  dan dengan cara
sedemikan rupa sehingga mempunyai kepastian dan keyakian bahwa bank akan
dapat mengembalikan dana masyarakat tersebut pada waktunya.

Format perjanjian kredit ftu sendiri biasanya sudab tercetak dalam formulir-
formulir yang dikeluarkan bank. Pihak debitur biasanya tinggal disodoﬁ untuk
menandatangai  perjanjian tersebut, yang seringnya tidak mencermati ist
perjanjiannya. Faktor psikologis debitur sebagat pihak yang membutuhkan
kredit menempatkan pada posisi yang mau tak mau percaya saja akan ist

| perjanjian  kvedit, sehingga  kemudian menandatanganinya.  Dengan
ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, maka secara foﬁnal tetap terpenubi
{andasan legitimasi untuk sahnya suatu pexjhnjian. |
Perjanjlan yang terjadi dengan cara dipibak yang safu telah menyiapkan Syérat--
syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian
disodorkan kepada pihak Jainnya -untuk disetujur  dengan hampir tidak
memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk metakukan
negosiasi atas syarat'-syarat yang disodorkan ity dinamakan perjanjian baku /
perjanjian standar.
Perjanjian baku ini, bukanlah oleh karena formulir yang digunakan sudah baku.
Dengan kata lain, perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-
klausulnya sudab dibakukan oleh pemzﬂcainyafbmﬁ; dan pihak lain/debitur pada
dasarnya tidak mempunyai peluang unfuk  merundingkan  ateu meminta
perubahan. Dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris,
bila dibuat oleh notaris dengan klausul-Klausul yang hanya mengambil alik saja
Kausu-klausul yang telah dibakukan oleh:suatu bank, sedangkan pihak yang lain

///

% Sutan Remi Sjahdeini.ibid hal 43. o
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fidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan atés Klausul-
klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu adalah juga
perjanian baku.”

Di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mestinya

kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian.
Namun di dalam perjanjian baku atauy standard contract hal tersebut tidak
terjadi. Sehingga yang ada blank atau formulir dengan Klausul-klausul yang
sudah ada, kecuali mengenai harga, jenis barang, jumlah serta macamnya saja
yang belum terisi.”!
Dalamm pembahasan dalam perjanjian baku atau standard contract Mariam
Darus di dalam pidato pengukuhan guru besar hukum perdata di Universitas
Sumtera Utara sebagaimana dikutip Sri Gambir melati Hatta, mengatakan bahwa
perjanjian baku telah dipakai secara luas dalam praktek kehidupan ekonomt
Tndonesia. Di dalam dirinya sendiri terdapat beberapa masalah hukum, antara
lain mengenai “ada’ nya, «“lekuatan mengikatnya”, dan “ketidakadilan™ yang
diberikannya kepada debitur, Namun demikian te111yata belym mendapat
perhatian yang wajar di dalam lingkungan para abli hukum.”?

Ditengah pengkajian mengenai kelebihan dan kekurangan perjanjian baku
masth terus berjalan, di sisi lain sekarang ini pertumbuban perjanjian baku
begitu pesat. Pesainya pertumbuhan perjanjian baku ini tidak lepas dz_u'i keadaan
sosial ekonomi. Perubahan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja
sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syaraf-
syarat secara sepihak. Pihak lawannya umumnya mempunyat kedudukan
(ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuamnmya,

hanya meperina apa yang disodorkan. Dengan penggunaal perjanjian baku int,

e —

0 Qtan Remi Sjahdeini Kebebasar Berkontrak dan perfindungan yang . Seimbang Bagi Para Pihak dalam
Perjanjian kredit Bank di Indonesia,Jakarta, |nstitut Bankir lndonesia, 1993. hal.66.

9 gpi Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanfion Yk Bername: Pandangan Masyar akat Dan
Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: Alumnui, 1999, hal. 144

2 [bid. hal. 145
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maka pengusaaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga
dan waktu. |

Dalam dunia perdagangen, dalam bidang perbankan, dalam bisnis transportasi,
dan seba.gaixljra. perjanjian baku telah menjadi suatu kebutuhan, Untuk itu,
Larena telah meluasnya pebggunaai perjanjim—perjanjian baku ini perlu
pengawasan agar masyarakat yang awam terhadap hukum dari perjanjian baku
mendapat perlindungan, Khususnya jika terdapat klausul dalam perjanjian baku

yang sangat merugikannya.

b. Fidusia Sebagai Ikatan Jaminan Kredit

Bagi bank untuk mencegah terjadinya hal-hal yang fidak diinginkan
dikemudian hari, dan membuat upaya-upaya pencegahan. Sebagat sarana dalaf;
mengupayakan suatu pencegaban atau yang merupakan upaya preventif dalam
perjanjian kredit yang sanagal berisiko tinggi tersebut salah satunya adalahb
dengan pengikatan jaminan fidusia yang dituangkan da]lain akta pexjmljian

. ()
fidusia.”

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang menghindart syarat inbezilstelling

sehingga barang vang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan. debitur,

membuat bank yang menerima jaminan ini barus vertindak secara proporsional
dalam arti bisa menjaga kepentingan masing-masing pihak, Untuk itu dalam

praktek perbankan — datam kaitan dengan pengtkatan jaminan fidusia — il

mempunyai suatu kebijakan yang harus ditaati, yaitu :

a) Fidusia merupakan bentuk pengikatan yang harus dipergunakan bank atas
barang janmnan kredif, sedangkan secara fisik barang-barang yang dijaminkan
itu tetap beradé dalam penguasaan pemilik/ pemberi fidusia.

b) Barang-barang yang dapat ditkat secara fidusia adalah barang-barang

bergerak antara lain berupa kendaraan permotor, inventaris kantor, stok

e —

% | that Lampiran No. 1 dan 1V.
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barang, mesin-mesin pabrik yang itdak melekat pada tanahfbangunén pabrik,
dan sebagainya, serta barang-barang tetap seperti rumah/bangunan di atas
tanah milik orang lain, kios-kios dan sebagainya.

¢) Bukti pemilikan dan dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan
petunjuk mengenai pemilikan barang-barang yang diikat secara fidusia
tersebut di atas, seluruhya harus diserahkan dan disimpan oleh bank.

d) Setiap lampiran termasuk Daftar barang-barang yang difidusiakan dan
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian fidusia
harus ditandatangani oleh para pihak.

¢) Akta perjanjian fidusia atas barang-barang bergerak dapat dibuat secara di
bawah tangan apabila kebijakan perkreditan bank tidak mengharuskan dibuat
secara notarnl. Sedangkan akta perjanjian fidusia untuk barang-barang tetap
harus secara notariil. h

f) Bila barang-barang yang difidusiakan bukan milik penerima kredit,
pengikatannya harus dilakukan sendiri oleh pemilik barang tersebut.

g) Dalam akta perjanjian fidusia harus dicantmmkan nomor dan tanggal
perjanjian kredit yang menjadi dasar pemberian kredit, oleh karena perjanjian
fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian kredit.

h) Dalam'akta perjanjian fidusia harus dicantumkan secara jelas rincian dari
barang-barang antara lain

1. Jumtah/satuan

2. Jemsnya

3. Kuahitasnya

4, Nilai/harga

5. Nomor dan tanggal bukti kepénﬁlikan/kuitansi, invoice, faktur sertifikat
tanah, dan lain-lain.

i) Sebagai lampiran akta fidusiz harus dibuat Daftar barang-barang yang

difidusiakan,
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) Bila terjadi perubahan aias jenis maupun jumliabh barang yang difidusiakan,
daftar barang-barang fidusia harus secepat mungkin diperbaharui dan

ditandatangani oleh pemilik barang dan bapk.

. Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia
Akta Jaminan Fidusia

Pengikatan secara fidusia ditakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia
antara pemilik barang dan pank. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian
tambahan (accessoir), yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokoknya
yakni perjanjian kreditnya. Di dalam praktek perbankan perjanjian fidusia ini
sering diadakan sebagai perjanjian tambahan jaminan pokok, jika jaminan pokok
itu dianggap kurang memenuhi. Di samping itu, perjanjian fidusta banyak juga
diadakan secara tersendiri dalam arti tidak sebagai tambahan jaminan pokok,
yaitu sebagaimana ‘sering dipakai oleh para pegawai, pedagang kecil dan
sebagainya. |

Perjanjian fidusia umumnya dibuat secara tertulis dan dalam praktek
dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia yang telah tercetak dalam
formulir-formulir yang dikeluarkan oleh notaris. Pembuatan akta perjanjian
fidusia itu sendiri juga dalam praktek prakiek bervariast, ada yang dalam bentuk
formulir-formulir sederhana dua atau tiga halaman, tetapi ada juga yang sangat
komplit sampai puluhan halaman,

Dari hasil wawancara pikak bank dan notaris ada 2 (dua) hal dalam
pelaksanaan pembuatan akta jami;lan ini, yaita: |

a) Selama ini pengikatan terhadap jaminan fidusia yang jumlahnya kecil,

seperti terhadap sepeda motor, pihak bank membuat sendiri akta yaity

hanya akta di bawah tangan antara kreditur dan debitur.
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. b) Kalau nilai penjaminanya dalam jumlah besar pihak kreditur (bank) dan
debitur biasanya membuatnya dalam bentuk akta notariil, para pihak
pergi ke notaris untuk mengikatkan jaminan fidusianya.

Selama mi f)ihak bank mengatakan kalan dalam jumlah kecil diikatakan
dalam akta notaris maka biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, sehingga cukup
dengan akta dibawah tangan yang selama ini sudah ada bentuk perjanjian baku
dari bank. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 jo.
Peraturan Pemerintah Noinor 86 Tahun 2000, sebetulnya akta notaris
merupakan hal yang wajib dilakukan, sedangkan kendala mengenai biaya dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sudah ditentukan bahwa
nilai penjaminan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima pulub juta) besar biaya yang
dikeluarkan paling banyak Rp. 50.000,- (lima pultuh ribu), sehingga biaya terlalu
banyak dari pihak bank diharapkan bisa teratasi. Di samping itu untuk lebih
membert kepastian hukum para pihak sebaiknya menggunakan akta notatis.

Dalam praktek nampak bahwa perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia

tercantum: dalam formulir terpisah. Pengikatan jaminan fidusia sebagai
perjanjian tambahan mempunyal sifat accessoir sebagaimana lazimnya sifa‘r
perjanjian pada umumnya, Konstruksi sebagai perjanjian yang bersifat accessoir
yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok,
mengabdi pada perjanjian pokok. Ketika ada kesepakatan antara debitur dan
bank untuk membuka kredit, disepakati pula adanya kesanggupan dari debttur
memberikan jaminan berupa fidusia.
Kedudukan perjanjian yang dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat
qecessoir itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan
pembeﬁan kredit oleh kreditur.”® Sebagai kosekuensinya, maka perjanjian yang
bersifat accessoir int akan memperoleh akibat—ﬂkibat hukum sebagai berikut

d4) Adativa ftdusia fergantung pada perjanjian pokok.

% g1 Qoedewi Maschoen Sofwan,opcit.bal.37.
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b) Hapusnya fidusia tergantung pada perjanjian pokok.
¢) lika petjanjian pokok batal, maka ikut batal pula.

d) Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok

Sertifilkkat Jaminan Fidusia |
Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan
bahwa; |
“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Yang kemudian pula dalam Pasal 12 disebutkan bahwa pendaftaran. jaminan
fidusta dilakﬁkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang untuk pertama kali
didirikan Jakarta. Kemudian dalam per:ituran. pelaksananya yaitu berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pendaftaran
fidusia di lakukan di Dep.Kehakiman. Selanjutnya menurut Keputusan Presiden
139 tentang Pembentukan Kantor Pendafaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi
D Wilayah Negara Republik !ndgnesia, kantor-kantor pendaftaran akan di buka
pada setiap daerah akan dibuka paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keppres ini
ditetapkan, dimana Keppres itu ditetapkan tanggal 30 September 2000, sehingga
April 2001 seharusnya di setiap daerah sudah dibentuk. Bentuk formulir dan
tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Keputusan Menteri
Kehakiman dan HAM Nomor M.01,UM.06 Tahun 2000.
Adapun proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai
bertkut: '
a) Pemohon mengajukannya permohonannya kepada bep.liehakhnan melalui

Loket, vang kemudian penerimaan berkas untuk dikoreksi atau disortir oleh

petugas, dan apabila ada vang kuﬁmg lengkap berkas dikembalikan, kalau

lengkap proses dianjutkan,
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b) Berkas yang sudah lengkap kemudian dibert nomor sertifikat, kemudian
setelah itu berkas masuk kepada Kepala Sé_ksi Pendaftaran Fidusia untuk
diteliti kembali, berikutnyai pengembalian petnyatdan pendaftaran fidusia
kepada Loket supaya bisa diambil oleh pemohon yang kemudian juga
dﬂ;e11akan biaya administras: sebesar.

¢) Dari “Kepala Seksi tersebut berkas yang sudah diteliti dibuatkan Sertifikat
Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia yang semuanya dikerjakan oleh
Petugas Percetakan.

dy Kemudian sertifikan dan buku dafter tersebut dikembalikan lagi kepada
Kepala Scksi, yang kemudian dilanjutkan kepada petugas pengiriman berkas
sertifikat ddan buku daftar kepada Direktur f’erdata. Berikutnya Petugas
pencatatan Buku Register Srtifikat Jamman fidusia- mencatat sertifiat
jaminan, yang kemudian penyerahan sertifikat tersebut melalui loket.

e) Setelah sertifikat jaminan fidusia diterima salinan sertifikat, berkas atau

arsipnya di dokumentasikan di Dep.Keh.

2. Hubungan Hukum dan Kedudukan Antara Debitur dan Kreditt‘:r
Dengan .demikiém, hubungan hukum yang tercipta atas adanya perjanjian
fidusia antara debitur dan kreditur in édalah : ‘
a) Hubungan hukum antara pemberi (debitur) dap penerima  (kreditur)
fidusia adalah hubungan perikatan, berdasarkan mana kreditur berhak
untuk menuntut penverahan jaminan secara constilulum possessorium
dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya.
Dalam kamus hukum belanda constifufum péssesscrium artinya
penyerahan barang yang ielah dikuasai pihak lain.” |

b) Isi perikatan itu adalah memberi sesuatu karena debitur menyerahkan

suatu barang secara constifuium possessorium kepada kreditur.

% MR, H Van Der Tas. Kamus Hukum Belandii- Indonesia, Jakarta; Tinmn Mas, 1961,

¢
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¢) Pertkatan itu mengikuti suatu perikatan yang lain yang telah ada, yaitu
perikatan hutang piutang (perjanjian kredit) antara debitur dan kreditur.
Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian
merupakan perikatan vang sifatnya accessoir sedangkan perikatan
pokoknya ialah perjanjian kredit itu.

d) Perikatan fidusia dengan demikian memﬁaka‘n perikatan dengan syarat

batal karena kalau hutangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus. |

e) Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai

jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah
petjanjian, _

Sebelum keluarnya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. Fidusia tetap
berlaku dalam masyarakat, bahkan dalam praktek perbankan merupakan
lembaga jamunan yang sangat populer. Dalam pérspektif sosiologis, maka
hukum merapakan suata lembaga sosial yang merupakan himpunan dari pada
rorma-norma dart segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di
dalam kehidupan masyarakat, karena setiap masyarakat selalu mempunyai apa
yang dinamakan kebutuban-kebutuhan dasar. Lembaga fidusia dengan sifatnya
vang accessoir  sebagat tambahan  atau ikutan dari  perjanjian  kredit,
membuktika'n lembaga i timbul untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar
manusia vaitu kebutukan akan kredit untuk mengembangkan usahanya. Jadi, hal
ini menunjukan bahwa lembaga fidusia merupakan suatu lembaga sosial.

Dasar berlakunya tentunya sebgar konsekuens sistem terbuka dari Buku 1T
KUHPerdata dan Pasal 1338 dengan asas pentingnya yatiu asas kebebasan
berkontrak. Dengan asas tersebut memberi kemungkinan bagt masyarakat untuk
membuat suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban. Dengan
demikian pasal-pasal yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan apa

vang dinamakan hukum pelengkap atan opfion law, yang berartt bahwa pasal-



pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang
membuat perjanjian-atau menciptakan ketentuan sendirt secara menytmpang
dart pasaLpasé} hukum perjanjian. |

Asas kebebasan berkontrak merupakan acuan normatif yang memberi dasar
berlakunya perjanjian fidusia, sebelum Undang-undang Nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia tersebut. Sehingga dalam pembnatan perjanjian kredit
dalam penggunaan jaminan fidusia sekarang pun prinsip tersebut masih tetap
dipakai, malah dengan undang-undang ini di samping memperluas obek-obyek
jaminan fidusia, juga lebih memberi kepastian hukum bagi para pihak.%
Dalam fidusia, hak milik atas barang yang dijaminkan diserahkan atau beralih
kepada. kreditur, namun secara phisik barang tidak diserahkan kepada kreditur
tetapi tetap ada pada debitur dengan suatu perjanjian bahwa debitur tidak lagi
menguasai barang-barang tersebut sebagai pemilik fetapi hanya sebagai
penyimpan atau peminjam belaka. Tnilah yang- menjadi ciri utama fidusia
dengan konstruksinya befupa penyerahan secara éonsiitwym possessorium.

Fidusia merupakan suatn perjanjian dimana dilihat daln' kedudukan dari
kreditur berkedudukan sebagai pemegang barang secara de yure, sedangkan
debitur sebagai pemegang barang secara de jacto. Bentuk hubungan hukum
jaminan pada umunya kreditur sebagai pemegang barang, setelah ada
pengikatan jaminan, namun dalam hal jaminan fidusia ini tidak terjadi, dimana
seharusnya barang secara de facio dan de yure menjadi milik kreditur, namun
datam hal fidusia hak mihk secara yuridis (de yure) tetap kreditur, tetapi hak
milik secara (de facte) dipegang oleh debitur juga hal ini bisa disebut debitur
sebagai pemanfaat secara ekonomi terhadap barang tersebut.

Konsekuensi hukumnya, sejak dilakukan pengikatan secara fidusia maka
kreditur menurut  hukum menjédi berkedudukan sebagat pemilik barang.

Sementara debitur afau orang yang menguasai barang tidak lagi berkedudukan

% Hasil wawancara dengan Notaris Arikanti, lmiawan, 11 23 Nopember 1999.
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sebagal pemibik, tetapt menjadi sebagai peminjam (peminjam pakai) belaka.
Debitur sebagai peminjam berkewajiban menjaga  barangnya agar tetap
ferpelibara dengan baik. Apabila barang yang bersangkutan berupa barang yang
bergerak yang habis di dalam pemakatan (nmusalnya barang konsumsi, barang
dagangan, bahan baku produksi), maka setiap waktu debitur berkewajiban
menggantinya dengan barang yang jenis, jumlah dan kualitasnya sama seperti
vang dipinjamkan. Dalam hal sebagai peminjam maka dapat dilihat sebagai
perbandingan di dalam Pasal 1740 KUHPdt yaitu:

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan suatn barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-
cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau
setelah lewatnya suatu waktu fertentu, akan mengembalikannya.

Namun dalam perjanjian fidusia kenyataanya sebagai status peminjam tidak -

sama dengan Pasal 1740 KUHPdt, karena di sini tidak dengan cuma-cuima,
kreditur meminjamikan itu dengan menimbulkan jaminan. Sehingga kalaupun

dikatakan memenuli syarat yuridis atau dikatakan secara hukum sesual dengan

Pasal 1740 kurang tepaf, karena debitur di sint meminjam dalam rangka
— -1

meminjam barang jaminan verdasarkan keperodyaan.

Menyadari kedudukan kreditur dalam hubungan kepercayaan serta barang
berada pada debitur, maka dalam hal ini bank sebagai pemilik dan selain itu
karena barang-barang bersangkutan wierupakan jaminan dari kredit vang
diberikan oleh bank, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut
a) Bank mengadakan pengawasan atas barang bersangkutan dan secara berkala

mengadakan penelitian setempat dan sehubungan dengan itu Kantor Cabéng
diwajibkan untuk mengadakan penelitian setenmaf dan membuat catatan
mengenai adanya dan keadaan barang pada saat pémeriksafm, paling sedikit
satu bulan sekali terhitung sejak kredit didisposist dan selama masih ada out

standing, catatan mana harus diketahui oleh Pemimpin Cabang.
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b) Hasil pemeriksaan harus dibandingkan oleh Kantor cabang dengan daftar
barang-barang yang diserahkan secara fidusia vang diserahkan dan
ditandatangm_xi oleh debitur untuk mengetabui apakah sesuai dan telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bank. '

¢) Datam hal barang kurang jumlahdya atau tidak cocok kualitasnya schingga
menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, maka debitur harus segera
dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk memulihkan keadaan. barang
sehingga menjadi sepertt seharusnya. ‘

Sebenarnya, kedudukan  kyeditur sebagai pemilik (owner; - Inggris,

eigenaar;Belanda) dalam pet janjian fidusia vang ditanjukkan deng,an adanya

penyerahan hak milik secera kepercayaan dari debitur, tidak menjadlkan
kreditur (bank) sebagai “pemilik yang sebenarnya”. Untuk 1fu, kaleqa barang
jaminan secara phisik teiap dikuasai oleh debitur, maka seyogyaﬁya pihak
kreditur tetap memegang dokumen bukti kepemilikan barang yang bersangkutan.
dan sedapat mungkin menempel stiker pada barang-barang tersebut yang
menunjukkan bahwa barang yang bersangkutan adalah “miliknya” kreditur. Hal
demikian setidaknya untuk mencegah terjadinya fidusia ulang. Berdasarkan
hasil wawancara, biasanya dalam akta notaris yang untuk pengamanan “safety”
pihak kreditur bukti kepemilikan seperti BPKB motor atau mobil selalu didaftar
atau dilaporkan ke POLDA Metro Jaya bahwa barang tersebut sedang
dijaminkan, karena bukti kepemilikan dipegang kreditur dan sudah dilaporkan
ke Polda Metro Jaya sedang dijaminkan, maka kalau pihak tertentu yang mau
mempermasalabkan atau mau menggaunti nama BPKB tersebut akan ada
informasi dari Polda. Sedangkan terhadap barang tetap seperti mesin dan,
gedung, biasanya pada barang tersebut ditempel/kode bahwa barang tersebut
sedang dijaminkan, sehingga terhadap fidusia ulang kemungkinan kecil terjadi.
Walaupun nantinya terjadi fidusia ulang, maka menurut Pasal 28 Undang-

undang Nomor 42 tahun 1999 bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas



suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditur yang lebih
dahule mendaftarkan fidusia di Kentor Pendaftaran. Di samping itu fidusia
ulang juga dilarang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.
Kedudukan kreditur sebagai pemegang fidusia yang bukan sebagai pemilik
sebenarnya, membuat kreditur merasa perlu memperjaminkan kuasa yang dibuat
antara bank dengan debitur dalam perjanjian fidusia, yang dimuat dalam klausul
pahwa dalam hal debitur wanprestasi bank diberi hak untuk menguasai secara
phisik dan kemudian melakukan penjualan atas barang yang difidusiakan .
tersebut. Di samping itu sering pula dimuat ketentuan apabila debitur
wanprestasi dan sipemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan barang yaﬁg
difidusiakan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bank
diberi hak untuk menguasai barang tersebut secara phisik dengan cara
mengambi sendiri maupun dengan bantuan orang °Jain. Hal ini sebagai
konsckuensi dari sifat perjanjian fidusia itu sendiri dimana kreditur (bank)
sebagai pemilik sccara de jure artinya secara yuridis barang-barang debitur
adalah milik kreditur. |
Klausul-kausul demikian, umumnya sudah menjadi ketentuan yang harus
disepakati (perjanjian baku) dengan pihak debitur dalam formulir yang telah
baku, jadi bi&san’ya perjanjian fidusia merupakan perjanjian baku. Sehingga
kalau ada penyalahgunaan keadaan atau sebagai cacat kehendak bisa dimintakan
pembatalan ke pengadilan. Hakim pada dasarnya tidak terikat atas klausul-
kiausu! yang termuat dalam perjanjian baku tersebut. Hal ini menunjukkan,
meskipun klausul demikian dibuat dengan tujuan melindungi kedudukan
kreditur sebagai pemilik yang bukan sebenarnya dalam perjanjian fidusia, tetapi
hal itu belum bisa menjamin keamanan bagi kreditur. Semuanya tergantung
penilaian dari pengadilan.
Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak itu tetap mengikét para
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dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Cacat kehendak bisa terdiri atas
empat hal, yaitu :

|. kesesatan (dwahng)

2. paksaan {dwang)

3. penipuan (bedrog)

4. penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandingheden)

Cacat kehendak yang keempat inilah yang sering ‘mewarpai dalam
perjanjian-perjanjian baku baik yang dibuat oleh bank maupun notaris yang
sekarang banyak digunakan dalam masyarakat, termasuk dalam transaksi kreciit.
Kalau kita cermati, maka dalam peristiwa-peristiwa dimana penyalahgunaan
keadaan menjadi permasalahan hukum dipengadilan, maka ada beberapa faktor
yang dapat dianggap sebagai cirt yaitu
4.1 Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada yang dalam keadaan

yang terjepit.
4.7 Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak.
43 Karena hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu
pihak.
4.4 Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban
timbal balik para pihak (prestasi yang tidak seimbang).

4.5 Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Tindakan bank untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati
dalam perjanjian fidusia, misalnya pengambilan barang jaminan kadang bisa
membawa kerugian bagi bank itu sendiri. Hal demikian int pernah dialami
oleh salah satu bank swasta yang mengambil alih barang jaminan yang ditkat
dengan fidusia tanpa surat perintah penyitaan dari pengadilan. Juga dalam
barang bergerak seperti mobil dan motor meﬁurut bank harganya sangat

fluktuaktif jadi perubahan sangat cepat dan tidak tentu, schingga sering
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terjadi kerugian dalam jumlah nilai penjaminaﬂ, juga waktu untuk melelang
banyak menjadi permasalahan, kavena kalau cepat-cepat dilelang maka
harganya akan murah, kalau agak lama dilelang barang jaminannya perlu
perawatan sehingga menimbulkan biaya baru.

Debitur yang memperoleh fasilitas kredit untuk membeli truk angkutan
dati bank terscbut. Terhadap pemberian kredit terscbut debitur telah
menyerahkan truk angkutan yang dibelinya itu sebagai barang jaminan yang
diikat secara fidusia. Dalam perkembangannya, kredit tersebut kemudian
menjadi macet sehingga sebagal usaha penyelesaiannya ban tersebut
kemudian memutuskan untuk menyita sendiri barang jaminan tersebut dan
kemudian melakukan penjualan tanpa adanya surat petintah penyitaan dari
pengadilan. Dengan adanya pengambilalihan barang jaminan tersebut, debitur
kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar gugatan bank
tersebut telah melakukan penyitaan dan penjualan barang jaminan secara
melawan hukum. Pengadilan yang memertksa ternyata memenangkan
gugatan debitur tersebut, dan bank selain dikenakan pinalti juga diwajibkan

membayar ganti rugi.

Kedudukan Para Pihak

Di datam ikatan jaminan fidusia, terjadi penyerahan hak milik secara
kepercayaan kreditur namun secara phisik barang tidak diserahkan kepada
kreditur tetapi tetap ada pada debitur dengan suatu perjanjian bahwa debitur
tidak lagi menguasai barang-barang tersebut sebagai pemilik tetap: hanya
sebagai penyimpan belaka. '

Dengan konstruksi demikian yang sering menjadi persoalan adalah
kedudukan kreditur, mengingat kreditur secara phisik tidak menguasai
barang yang menjadt jaminan. Dalam arti, keamanan yang seharusnya selalu

melekat pada kreditur atas Dbarang yang menpjadi jaminan patut
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dipertanyakan. Dalam posisi yang demikian, pada akhirnya lembaganya itu
sendiri (fidusia) yang dapat digugat keber:‘idaann-ya apakah memang
dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para
pihak.

Bila dilihat dari praktek perbankan, penggunaan fidusia sebagai jaminan ni
~ sangat populer, dalan_l arti perjanjian kredit dengan ikatan jaminan fidusia
sangat sering dilakukan, baik untuk kredit dalam jumiah kecil maupun
dalam jumlah besar. Tidak ada pembatasan jumiah kredit yang dapat
dijainkan dengan fidusia selama barang-barang yang dukat dengaﬁ jaminan
fidusia dinilai pantas dan sesuai dengan perﬁmbangan. bank.

Dilihat dari sudut “kemanfaatan”, lembaga fidusia dirasakan manfaatnya
bégi kedua belah pihak. Terhadap debitur, lembaga mi ‘dinilai sangat
menguntungkan karena dengan fidusia debitur dapat memperoleh kredit
dengan masih tetap menguasai secara phisik l;axang-barang yang
dijaminkannya sehingga masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari
atau tetap dapat digunakan untuk menjalankan usahanya. Sementara bagi
kreditur, hal yang bisa dikatakan menguntungkan adalah proses pemasangan
fidusia itu lebih sederhana, juga karena ikatan jaminan fidusia tidak
mensyaratkan berpindahnya barang jaminan dalam kekuasaan kreditur.
Dengan demikian kreditur (bank) tidak perlu menyediakan tempat khusus
bagi penyimpanan barang-barang jaminan tersebut. |

Di samping itu, dalam ikatan jaminan fidusia kepentingan para pihak saling
bertemu schingga menciptakan “rasa saling bertanggung jawab” atas
kewajiban masing-masing, yang mana pihak debitur merasa bahwa dengan
fidusia kepentingan mendapatkan kredit bisa terpenuhi, sementara bagi
" kreditur dengan ikatan jaminan fidusia dapat menyalurkan kreditnya dengan

rasa aman sebagai perwujudan salah satu usahanya.
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Jarangnya sengketa masalah fidusia, juga tidak lepas dari tindakan preventif
bank sebelum mengeluarkan kreditnya yaitu deng'm menerapkan prinsip
kehau-hatxan Filosofi ini merupakan prinsip yang harus dipegang bank
sebelum memutuskan menyaturkan kredit kepada debitur, dengan harapan
dapat dicegah bal-hal yang merugikan kreditur dikemudian hari. Untuk itu
bank melakukannya dengan berpedoman pada “the five C s of credit
analysis” yaita melakukan penilaian kelayakan calon debitur, melalui:

1. Caracter

2. Capacity

3. Capital

4. Collateral

5. Condition of economy.

The five C s of credit analysis ini merupakan pe‘domaﬁ yang baik bagi bank
untuk menghindarkan sengketa atas kredit yang dikeluarkannya dengan jaminan
apapun, karena mengandung tiga unsur pokok yaitu :

a. Faktor subyektif (moral)

b. Faktor obyektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi, modal, dan
keadaan ekonomi.

¢. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur dari badan usaha penerima
kredit.

Dalam hal terjadi juga sengketa mengenai fidusia ini, bagi kreditur yang
dipersoalkan adalah kedudukannya apakah sebagai kreditur preferen atan
sebagat kreditar konkeren\. bengan kedudukan sebagai preferen berarti ia punya
hak preferensi, yaitu hak seorang kreditur untuk didahuiukan dari para kreditur
‘,'.ﬁ"“'a euna mmemperoleh pemberaren hugne dan hest! pemjuzlen harang-
barang tersebut. Jika ia berkedudukan sebagal kreditur konkuren berarti ia hanya

berkedudukan yang sederajad dengan kreditor-kreditur lain dalam hal pelunasan-

plutangnya.
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- Menurut  ketentuan undang—undhng para kreditur mempunyai hak
penuntutan pemenuhan hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitur baik
yang berwujud benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda
yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari (Pasal 7 UU
No.42 tahun 1999). | |
Apabila debitur cidera janji, maka jaminannya dapat dieksekust untuk pelunasan
sejumlah utangnya. Eksekusi jaminan fidusia dapat dengan cara (Pasal 29 UU
N0.42 Tahun 1999):

a) pelaksanaan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh. kekﬁatan bhukum tetap;'

b) penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuatan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambi! pelunasan
pintangnya dari hasil penjualan; '

¢) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar
pthak jika deng.an cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang
menguntungkan para pihak.

Dalam hal eksekusi melebii  nilai penjaminan, kreditur  wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Dan apabila eksekusi tidak
mencukup untuk pelunasan ufang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang
yang belum terbayar (Pasal 34 UU No.42 Tahun 1999) Jika hasii pen]ualan
benda-benda ternyata tidak mencukupi bagi pembayaran piutang para kreditur,
maka hasil tersebut dibagi-bagi antara para kreditur seimbang dengan besamya
piutang masing-masing. Hak pémenuhan dari para kreditur yang demikian ifu
adalah sama dan sederajad sato dengan lainnya, tak ada yang lebih diutamakan.
Mereka mempunyai hak bersama-sama terhadap seluruh kekeyaan debitur.
Krediter yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajad untuk
memperoleh pemenuhan piutangnya merupakan jaminan umum. J aminan wmnum

demikian adanya diberikan oleh undang-undang jadi tidak diperjanjikan.
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Asas persamaan hak dari para kreditur itu tidak mengenal kedudukan yang
diutamakan atau preferensi, tidak ada yang lebih didahulukan satu dengan
lainnya. Juga tidak mengénai hak yang lebih tua atau hak yang lebib muda, hak
yang lebih duln terjadi sama saja kedudukannya dengan hak yang kemudian.
Hak dari kreditur atas benda-benda dari debitur di sini merupakan hak yang
bersifat perorangan. Sedangkan pada hak yang bersifat kebendaan (zakelijk)
sebaliknya mengenal kedudukan preferensi, mengenal asas prioritas_w

Dalam undang-undang jaminan fidusia kreditur memiliki hak yang
didahulukan terhadap kerditur lain. Hak preferensi adalah hak kreditur untuk
mengambil pehiasan piutﬁngnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek
jaminan fidusia. Dengan demikian sama dengan hak jaminan lainnya, sepertt
hak tanggungan, hipotek, dan gadai, maka fidusia pun diberikan hak preferensi.
Hak preferensi didapatkan apabila sudah didaftarkan jadi pada saat
didaftarkannya fidusia itu di kantor pendaftaran.

Di samping itu hak preferensi dari kreditur tidak hilang dengan pailit atau
diliknidasinya debitur. Hal ini seirama dengan dengan kefentnan hukum
kepailitan, jika debitur ailit maka pihak kreditur fidutsalah yang terlebih dahulu
menerima pehmasén hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek
fidusia. Sefeléh itu jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya.

Dalam jaminan fidusia pada prinsipnya fidusia ulang atas benda yang sam
tidak dibenarkan. Apabila fidusia ulang dilakukan, maka yang diakui tetap satu
fidusia, yakni fidusia yang pertama sekali didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia. Jadi berbeda dengan hipotek yang memang mengenal hipotek uiang
dalam bentuk hipotek pertama, kedua dan sebagainya. Sejaian dengan ketentuan
pasal 17 fersebut, Pasal 28 UU No. 42 Taun 1999 menentukan bahwa jika ada

lebih dari satu fidusia atas suatu obyek jaminan fidusia. maka hak preferensi
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.Pendaftaran Fidusia. Karena itu tidak ada hak preferensi yang diberikan kepada

kreditur yang kedua alasan sebagau berikut:

a) hika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak
mungkiﬁ ada pendaftaran fidusia yang kedua.

b) Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftarkan |
tersebut fidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.(Pasal
14) Dan juga bila tidak didaftarkan, dikemudian hari jika debitur cidera janji,
maka hak preferen terhadap jaminan itu tidak ada. ’

c) Karena fidusia ulang dilarang oleh Pasal 17 Undang-undang No. 47 Tahun
1999.

Kalau dilihat tingkatannya, maka para kredi’gur pemegang hak gadai dan hak
tanggungan serta fidusia menurut undang-undang mempunyai kedudukan yang
terkuat. Kemudian menyusul para pemegang hak privilegi, baru kemudian
paling lemah adalzh para kreditur konkuren yang kedudukannya sama dengan
yang lamnnya.

Persoalan menentukan kedudukan kreditur dalam ﬁdus1a apakah sebagai

kreditur preferen atau konkuren ini juga tercermin melalui perkara

No.llE/PdﬂPaﬂiﬂ2000 tanggdl 23 Agustus 2000 di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Dalam perkara diperiksa dalam lingup Pengadilan. Niaga, dimana

menurut para hakim apabila dalam kasus kepailitan, yang menjadi harta pailit

dipertka dulu apakah ada yang termasuk harta yang mempunyai hak istimewa
atan ada kreditur yang mempunyai hak preferen, kalau ada itu harus dikeluarkan
dari budel pailit, dimintakan penetapan eksekusi. Dalam kasus ini imi oleh
pengadilan telah diputuskan bahwa perusahaan PT Duty Free telah dinyatakan
pailit atas permintaan salah seorang kreditur dalam hal ini Bapk BN1. Salah satu
jaminannya adalah barang-barang bergerak yang berupa “barang dagangan”,
dalam hal ini karena jaminannya berupa jaminan fidusia maka jaminan tersebut

dikeluarkan dari budel pailit, dan bisa dimintakan penetapan' eksekusi. Dalam
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Undang-undang Kepailitan Pasal 56 disebutkan bahwa ahli wars ...yang
mempunyat hak preferen adalah hak tanggungan, dan hak-hak lain...”, dalam
hal ini memang jaminan fidusia tidak disebutkan secara jelas, tetaps dalam Pasal
27 Undang-undang 42 Tahun 1999 sudah jelas disebutkan bahwa fidusia
termasuk hak yang didahulukan.
Prinsipnya, yang diajukan para pihak menyetuju eksekust, karena sehubungan
dengan obyek fidusia yang hendak dieksekusi telah diletakkan di luar budel
pailit, eksekusi terhadapnya atas dasar fidusia dapat dibenarkan hukum atas
alasan, kedudukan kreditur pemegang fidusia adalah kreditur preferen, kreditur
yang mempunyai hak privilegi. Oleh karena itu hak atas fidusia yang dimiliki
pemohon eksekusi dapat dieksekusi terpisah dari budel pailit. '
Ditinjau dari segi kepustakaan, sebagalan penulis mengakﬁi bahwa
kedudukan kreditur pemegang fidusia adalah sebagai kreditur preferen. Sepertt :
Mariam Darus Badrulzaman : “pemilik fidusia mempunyai hak preferen. Jika
pemberi jaminan fidusia pailit, maka benda fidusia tidak jatuh ke dalam budel
pailit. Pemilik jaminan fidusia berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan
piutangnya” (1987 -hal.96): Sri Soedewi Masjchoen Sofwan : “Perjanjian
fidusia bersifat zakelijk, oleh karenanya e;nkan melahirkan akibat—akibat hukum
seperti hainya hak kebendaan hipotek dan gadai dalam hal kepailitan” (1977
hal. 23); Oey Hoey Tiong: “penerima fidusia seperti juga penerima jaminan
kebendaan lainnya mempunyai dua hak utama yaitu hak mendahulu dan hak
kebendaan” (1984: hal. 22} Sobekti : “kedudukan fidusia adalah sebagai hak
kebendaan yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu
benda dan berlakn terhadap setiap orang, terutama memberikan hak preferensi
kepada seorang kreditur diatas kreditur-kreditur lainnya” (1989: hal.66):
Hamzah : “pemegang fidusia termasuk kreditur yang mempunyai kedudukan

kuat dan pada pemegang melekat hak separatis” (1987 hal.56).
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Di Amerika juga Kreditur mempuyai hak preferen seperti disebutkan Gerald
G. Thain “ A secured creditor who follows all the applicable rules concerning
‘such transactions has the right to proceed against the collatera if the debtor
defanlts and also has the right of priority over claims of third parties (other
creditors of the debitor) to that collateral””® Jadi seorang kreditur yang
mengikuti semua peraturan. yang dipergunakan sehubungan dengan transakst
jaminan mempunyai hak untuk beracara atas barang jaminan jika terjadi
wanprestasi dari debitur dan juga mempunyai hak prioritas atas tunfutan pihak
ketiga (kreditur yang lain) atas barang jaminannya.

Dengan demikjan, ditinjau dari sudut kasus dan doktrin dapatiah -
disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam jaminan fidusia merupakan
kreditur pemegang hak preferen yaitu kreditur dintamakan di dalam pemenuhan
pintangnya. Kedudukan demikian adalah kedudukannya dalam perjanjian
pemberian kredit. Sedangkan dalam akta perjanjian ﬁdu51a kreditur tersebut
(bank) berkedudukan sebagai “pemilik” barang yang dijaminkan. Sebagai
kreditir yang mempunyai hak preferen, ia bisa mengajukan penyitaan atas
barang jaminan melalui pengadilan apabila debitur wanprestasi dengan hak yang
d1dahu1ukan sebagai pemilik (yang bukan sebenarnya) dari barang yang
dijaminkan debitur, ia berhak untuk selalu mengawasi, mengecek bahkan
menarik barang tersebut dari kekuasaan phisik debrtur.

Kedua kedudukan tersebut melekat jadi satu ataw merupakan kesatuan yang
tak terp1sahkan Dalam posisi demikian, kelemahan yang dirasakan pihak
kreditur adalah dalam hal debitur mengalami default, maka kreditur harus
mengajukan  gugatan lewat pengadilan negeri setempat dengan gugatan
wanprestasi disertal sita jaminan atas barang-barang debitur’ yang dijamin
dengan ikatan fidusia. Jadi, apa yang telah diperjanjikan oleh kreditur dengan.
debitur dalam akta perjanjian fidusia yang memberi hak pada kreditur untuk

% Gerald G. Thain, A Basic Ontline of The Law of Secnred Transactions. Jakarta: Elips, hal. 155
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menjual sendiri barang yang dijaminkan seakan tidak ada artinya. Apalagi
proses penyelesaian melalui pengadilan itu dirasa sangat tidak efisien dan
efektif, karena proses yang bertele-tele, makan waktu dan biaya.

Apa yang dirasa merngikan bagi kreditur, sebaliknya justru merupakan hal
yang mengunfungkan bagi debitur. Pemben: fidusia, dalam perjanjian kredit
adalah sebagai debitur yaitu pihak yang menerima kredit. Dan debitur ini dalam
perjanjian fidusia adalah sebagai “penyimpan atau peminjam barang” belaka.
Hal mi biasanya ditegaskan dalam salah satu klausul akta perjanjian fidusia :
“Sejak  berlakunya perjanjian ini  barang-barang yang difidusiakan
pemilikannya berada pada bank sedangkan secara phisik tetap dikuasai dan
berada pada pemberi fidusia dengan kedudukan sebagai peminjam pakai”

Klausul tersebut menunjukkan bahwa dalam ikatan jaminan fidusia terjadi
dva kali penyerahan, yaitu : penyerahan yang dilakukan oleh pemberni fidusia

kepada kreditur (merupakan penyerahan secara constifutuimn possessoriunt), dan

penyerahan yang dilakukan kreditur terhadap pemberi fidusia (merupakan

' penyerahan secara fraditio brevi manu), dalam kamus hukum fraditio brevi

manu artinya penyerahan hak milik kepada pemegang™. Hal inilah yang
merupakan ciri yang menunjukkan perbedaan yang hakiki dengan pengikatan
secara gadai. D1 dalam gadai, penguasaan (bezif) atas barang harus dialihkan
oleh debitur kepada kreditur dengan cara barang secara phisitk diserabkan
kepada kreditur atan pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak tetapi
hak milik tetap berada pada pemilik semula/debitur. Untuk itu, debitur yang
berkedudukan sebagai peminjam berkewajiban menjaga barangnya agar tetap
terpelihara dengan baik. Apabilé barang yang bersangkutan berupa barang
bergerak yang habis di dalam pemakaian (misalnya barang konsumsi, barang
dagangan, baban baku produksi), maka setiap waktu debitur berkewajiban
menggantinya dengan barang-barang yang jenis, jumlah dan kualitasnya sama
seperti yang dipinjamkan. Selam itu, pemben fidusia sebagai debitur maupun

sebagai peminjam, ia dilindungi atas tindakan sewenang-wenang dari kreditur

|
\

* Van Der Tas. Opcit. tidak ada halaman.



99

sepertt dperjanjikannya ketentuan-ketentuan yang merugikannya, bahkan ia
dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum atas tindakan
krediturnyang menyita dan melelang sendiri barang yang dijaminkan tanpa
melalui pelelangan lewat pengadilan.

Dalam hal cksekusi barang jaminan yang diikat dengan fidusia, hal ini sama

dengan barang yang ditkat dengan hipotek/hak tanggungan. Sebab, fidusia
mempunyat kekuatan eksekutorial, sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang |
Jaminan Fidusia.

Hal di atas, lain pula dengan gadai. Menurut Pasal 1155 KUH.Perdata, jika
pemberi gadai default atan maka penerima gadai dapat menjual barang gadai
dihadapar umum menurut kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang
lazim berlaku. Ini berarti pemegang gadai mempunyai kekuasaan “parate
eksekusi” (by the operation of law).'®

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur ini, prosedur yang
dilakukan oleh kreditur (bank) adalah sebagai bertkut :

a. Apabila debitur ternyata tidak melunasi kredit pada waktunya dan bank
berkehendak untuk menjual barang-barang jaminannya yang diikat secara
ﬁdusja untuk mendapatkan pelunasan atas kredit tersebut, maka bank
harus terlebih dahulu meminta kepada debitur agar barang-barang tersebut

| diserahkan kepada bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh dan menjadi

kuasa bank.

b. Apabila pemilik barang jaminan bersedia menyerahkan barang-barang
tersebut, selanjutnya bank segera mengusahakan penjualan secara diluar
lelang dan meminta ﬁemi]ik barang/penerima kredit melaksanakan sendiri
perjualannya. Hasil penjualan termaksud harus disetorkan oleh penerima

kredit kepada bank untuk menyelesaikan pinjamannya.

“ Munir Foady, Hukom Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996,hal 203,
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¢. Adakalanya debitur tidak bersedia secara sekarela menyerahkan barang-
barang tersebut kepada bank. Kalau terjadi demikian maké pihak kreditur
melakukan;
c.1 secara fiat eksekusi, yakni lewat suatu penetapan hakim.
c.2. secara parate eksekusi, yakni menjual tanpa perlu penetapan
pengadilan di depan pelelangan umum.
¢.3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri
Dalam undang-undang jaminan fidusia tidak disebutkan secara tegas apakah
cara eksekusi lewat gugatan biasa. Selama ini pihak kreditur masth
menempuh dengan proses gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan
undang-undang ini juga tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum
berlaku. Keberadaan model-model eksekusi khusus dalam undang-undang
jaminan fidusia tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur
untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan
mengeksekusi jaminan tersebut. Selain itu, cksekusi lewat gugatan biasa
memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang cukup lama juga.
Dalam hal itu sangat tidak praktis dan tidak efesien memang bagi hutang
dengan jaminan fidusia t;rsebut. |
Selama ini dalam praktek di pengadilan, penyelesaian sengketa fidusia juga
djaWali dengan gugatan dari pihak kreditur atas dasar wanprestaslt yang
dilakukan oleh pihak debitur yang dilanjutkan dengan permohonan sita jnmi;tan
atds barang-barang yang menjadi jaminannya. Ada dua kasus yang bisa
ditemukan, yaitu perkara di PN Jakarta Barat antara PT AZ melawan PT AE,
dan perkara PT. BUN melawan PT Al cs.
Dari kedua kasus tersebut, perkara ‘dimulai dengan tidak dipenuhinya
prestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak debitur (dalam

perkara di atas sébagai tergugat). Dasar gugatan yang dipakai adalab

UPT-FisT
PSR- T
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wanprestasi, ditkuti dengan permohonan sita jaminan atas barang-barang yang

dijamunkan dengan ﬁdtllsia. .

Umumnya tuntutan yang diajukan pihak penggugat adalah sebagai berikut

a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

b) Menyatakan sah dax; berharga sita jaminan ( conservatoir beslag) yang
di.l_etakkan. dalam perkara ini. '

¢) Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat atau para tergugat telah ingkar
janji (wanprestast). '

d) Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat telah menimbulkan
kerugian bagi penggugat.

¢) Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada
penggugat sejumlah uang, berupa hutang pokok, biaya pengurusan perkara,
kerugian moril dan lain-lain.

Dari perkara fidusia yang dipetiksa pada saat itu belum ada undang-undang
atau peraturanya, menunjukkan bahwa jaminan fidusia itu tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial sebagaimana dalam hak tanggungan. Dengan demikian,
pihak kreditur yang mengajukan perkara harus melakukan gugatan biasa dalam
upaya pelunasan hutangnya (kredit), melalui gagatan atas dasar wanprestasi
yang diikuti permohonan sita jaminan. Baru setelah memenangkan perkara,
pihak kreditur bisa mengajukan eksekusi untuk melelang barang-barang yang
dijamin dengan fidusia tersebut. |
Proses penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) tersebut terasa panjang dan
melelahkan serta belum menjamin terpenuhinya.apa yang menjadi haknya.
Dengan penyelesaian melalui litigasi berarti para pihak harus siap baik secara
matertil maupun mental. Sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini
sangat lambat dan makan biaya tinggi. Peradilan pada umumnya tidak responsif
dan putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah. Atas dasar itu

banyak muncul kritik terhadép lembaga peradilan. Dapat dikatakan, pengadilan
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di masa mendatang tidak mungkin diharapkan sebagai tumpuan satu-satunya

Iembaga penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pertimbangan di atas diharapkan nantinya dengan adanya
Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut diharapkan permasalahan seperti itu
bisa diatasi, karena dasar terhadap eksekusi jaminan fidusia juga sudah diatur,
yaitn dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga kepastian
hukum para pihak dalam menggunakan' jaminan fidusta dapat terjamin, yang

nantinya menambah kepercayaan para pihak dalam peng,gunaan jaminan fidusia.
Dimana hal itu juga ikut membantu peningkatan ekonomti atau dalam menunjang
reformasi hukum dan ekonomi pada saat sekarang.

Di samping ita dengan era globalisasi yang membutubkan keefisienan
waktn dan biaya mendorong negara-neégara maju mencari dan menclpta
pemyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan bxaya murah oleh lembaga
yang disepakati dan diterima masyarakat. Lembaga yang demikian tak lain
adalah Altemattf Dispute Resolution (ADR). Apalagi dalam dunia bisnis yang
segalanya dimntut antuk selalu efisien dan efektif. ADR sangatlah dibutuhkan .
Kiranya masalah fidusia adalab juga termasuk masalah dalam lingkup bisnis,
dan tentunya dalam penyelesaian masalah harus juga dituntut untok efektif dan
efisien, yang tidak lambat sebagaimana penyelesaiaﬂ melalui pengadilan.

Dengan kOHdlS] penyelesaian melafui pengadilan yang demikian, justru imi
yang paling dimanfaatkan oleh debitur yang beritikat buruk. Dengan
penyelesaian sengketa fidusia yang berlarut-larut, debitur yang beritikad buruk
justru senang karena bisa mengulur-ulur waktu. Apalagt ada sanggahan dari
pihak debitur dengan berbagai alasan, misalnya kreditor juga dituduh melanggar
perjanjian, maka tidak boleh tidak pengadilanlah yang akan berbicara melalui
prosedur biasa yang tambah panjang dan melelahkan, apalag karena grosse akta
tidak terdapat pada fidusia, sedangkan putusan serta merta (uitvoorbaar bif

voorraad) terlalu enggan diterima oleh hakim.
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3, Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia Dengan Obyeknya

Kebijakan yang diambil oleh bank yang menerima ikatan jaminan fidusia,
menunjukkan bank bisa menerima baik barang-barang bergerak fnaupun
barang-barang tidak bergerak. Pengikatan secara. fidusia terhadap barang
bergerak hanya dilakukan apabila barang tersebut karena sifat dan demi
kelancaran nsaha debitur memang tidak seyogyanya dikuasai secara phisik
oleh bank.

Dalam pada ita, prosedur yang ditempuh bank dalam ﬁengikatan janminan

fidusia adalah sebagai berikut

A3.1 Bank mengadakan pemerikasaan phisik barang yang akan dijamiﬁkan
untuk  menehitt  kebenaran kualitas dan kuantitasnya dengan
mengadakan identifikast atas:

a. Jumlah satuan barang
_b. Merk/tabhun pembuatan/kapasitas/ukuran dan sebagamya.
¢. Nomor dan ' tanggal Bukti
Pemilikan/ Kuitansi,mvoice,faktur,sertiﬁl(at tanah dan lain-lain.
d. Tempat penyimpanan.

A3.2 Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut di atas, serta
kebenaran pemilikan dari barang teersebut berdasarkan bukti-bukti
pemilikan yang ada, selanjutnya dibuat akta perjanjian fidusia antara
bank dengan pemlik barang yang difidusiakan beserta Daftar |
Barang-Barang Fidusia.

Akta fidusia dapat dibuat secara <ah baik berbentuk akta di bawah
tangan maupun notariil. Namun mengingat sebagai. alat bukt, kedua
akta dapat mengakibatkan konsekuenst hukum yang berbeda maka

demi kepentingan. bank, bank menerapkan kebijakzm sebagai bertkut
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a. Untuk barang bergerak, bagi kantor-kantor cabang yang di daerah
kerjanya terdapat Notaris supaya akta perjanjian fidusia dibuat
secara notariil, sedangkan daftar barang-barang yang difidusiakan
seﬁap kali dapat dibuat/diperbaharui dengan cukup secara di -
bawah tangan.

b. Untuk barang-barang tak bergerak, harus dibuat secara notariil.
Dengan mulainya berlaku undang-undang fidusia ini, sekarang sudah
dihindari pembuatan akta dengan akta di bawah tangan, di samping
untuk kepastian hukum juga untuk mempermudah pembuktian para
pihak apabila terjadi konflik nantinya, serta supaya tetap bisa
didaftarkan akta tersebut ke Kantor Pendaftaran karena menuruf
undang-undag hanya akta notaris yang bisa didaftarkan, di samping.
itu agar tidak bertentangan peraturan perundang-undang yang
mengatir tentang fidusia.'"!

A33 Bila akta beserta Daftar barang-barang fidusia selesai dibuat, bank

‘melakuan pengawasan. atas barang-barang bersagkutan dan secara
berkala mengadakan pemeriksaan setémpat. Atas pemeriksaan
tersebut bank membuat catatan mengenai adanya barang dan kondisi
barang pada saat pemeriksaan.
Pemeriksaan ini dilakukan paling sedikit satu bulan sekali terhitung
sejak kredit didisposisi dan selama masih ada out standing, catatan
mana harus diketahui oleh Pemimpin Cabang. Hasil pemeriksaan
harus dibandingkan oleh Kantor Cabang dengan daftar barang-
barang yang diserahkan secara fiduica yang diserahkan dan
ditandatangani oleh debitur untuk mengetahui apakah sesuai dan
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentuka bank.

A.3.4 Langkah selanjutnya tentang penyerahan dan pingikatan jaminan

. Hasil Wasvancara dengan pihak BNL BRI di Jakarta,
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Menurut asas yang berlaku di dalam penyerahan dan pengikatén
jaminan, yang berhak menyerahkan suatu barang sebagai obyek
jaminan adalah pemegang hak sendiri atas barang tersebut. Dalam
hal 1m berlaku prinsip umum jaminan kebendaan sesuai Pasal 1131
KUHPdt yaitu:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun. yang tak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada
dikemudian hari manjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorang’ .

Hal inj dipertegas lagi dalam Pasal 1132 KUHPdt, dan juga diatur
dalam Pasaf 7 Undang-undang Jaminan fidusia.

Dengan demikian, perjanjian fidusia harus ditandatangani oleh
pemilik barang. Hal ini bisa terjadi misalnya, yarllg menjadi debitur
adalah PT. X sedangkan jaminan berupa mobil adalah milik pribadi
A, Direktur Perusahaan. Menurut hukum, akta perjanjian fidusia
terhadap barang jaminan milik pihak ketiga tersebut dapat
ditandatangani oleh debitur/pihak lain (termasuk bank) berdasarkan
surat kuasa. Namun untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya
ﬁerm.asalahan. hukum dikemudian hari, kebijakdn hukum dari bank
menetapkan bahwa akta perjanjian fidusia terhadap obyek jaminan
milik pthak ketiga harus dibuat dan ditandatangani oleh pemilik
sendiri.

Penerimaan barang sebagai obyek jamman untuk ditkat secara
fidusia oleh bank harus sedapat mungkin diperiksa atau diselidiki
mengenat kebenaran pemilikan barang yang bersangkutan, yaitu demi
untuk menghindarkan timbulnya gugatan dari pihak lain. Untuk itu
bank harus menguasai bukti kepemilikan barang-barang jaminan

yang diikat fidusia.
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Selain itu, pengikatan barang-barang bergerak khususnya alat-alat
berat sebagai jaminan kredit secara fidusia harus dipastikan terlebih dahulu
bahwa barang tersebut tidak dijadikan jaminan kreditur lain, dengan melihat
barang jalminannya apakah ada stempel/kode sedang dijaminkan atau tidak,
schingga terhindar adanya double fidusia atau fidusia ulang. Kasus -
terjadinya double fidusia pernah terjadi juga di bank BNI sehingga
menyebabkan bank dalam posisi yang lemah/kurang menguntungkan,
karena tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari hasil penjualan barag-
barang yang bersangkutan.

Menurut O K Brahn, seorang debitur mungkin m_emﬁduéiakan beberapa kali

pada saat yang sama kepada kreditur yang berlainan untuk hutang-hutang

yang berlainan."*? Dan dalam hal ini akan ada tiga posisi yang akan terjadi:

a. debitur memfidusiakan benda, yang memang keunyaannya,‘ kepada
kreditur A dan kemudian memfidusiakan lagi kepada kreditur B.

b. debitur memfidusiakan secara di muka benda yang masih harus ia
peroleh, kepada kreditur A dan kemudian, setelah ia telah menermmanya,
memfidusiakannya lagi kepada kreditur B.

c. debitur mengikatkan diri secara di muka untuk mémﬁdusiakan benda
yaﬂg sama, yang masih harus diperoleh, kepada baik kreditur A maupun

kreditur B.

Dalam kasus ini, bermula dari PT A yang telah memperolah fasilitas
kredit investasi untuk membiayai pembelian alat-alat berat dari PT B
* (penjual). Sebagai jaminan pelunasan kredit tersebut, antara lain barang-
barang bergerak berupa alat-alat berat yang dibiayat untuk dikat secara
fidusia. Pengikatan fidusia telah dilaksanakan secara notariil, dimana

pemilikan atas barang-barang tersebut hanya diberitahukan kepada notaris
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berdasarkan pengakuan debitur saja bahwa barang-barang itu milikya tanpa
memperlihatkan/menyerahkan bukti-bukti pemilikan yang jelas atas barang-
barang yang diikat fidusia tersebut. Beberapa waktu kemudian timbul
gugatan antara PT B (penggugat) melawan PT A (tergugat), dimana atas
permohonan penggugat. Pegadilan Negeri setempat telah membebani sita

jaminan terhadap barang-barang jaminan yang telah diikat oleh bank di atas.

Dasar dari gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
PT A karena PT A tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian hutang
piutang sehubungan dengan pembelian barang-barang berupa alat-alat berat
tersebut (belum dilunasi pembayarannya). Dalam proses tersebut terungkap
pula bahwa barang-barang yang kemudian ditkat secara fidusia tersebut
ternyata sebelumnya telah terelbih dahulu diikat secara fidusia Notariil
untuk kepentingan PT B, sehingga terjadt double fidusia. Dalam kasus ini
seﬁetulnya kecermatan dan kehati-hatian dari pihak kreditur sangat
diperlukan, karena bagaimanapun barang yang sudah dijaminkan mestinya
pihzik.kreditur mencari informasi dari beberapa orang atau kode/stempel
dari barang tersebut sebelum disetujui pembebanannya. Di samping ity
_memang itikad baik dari debitur sangat berpengaruh, karena walaupun
kreditur sudah sangat hati-hati tetapi kalau tidak ada itikad baik dari pihak
debitur maka debitur akan berusaha mencari celah-celah hukum yang bisa
membenarkan tindakannya.

Kasus ini terjadi sebelum undang-undang fidusia dikeluarkan,
schingga proses pendaftaran, serta perlindungan dan kepartian hukum bagi
para pihak tidak bisa maksimal, akhirnya kasus int sangat tergaﬁtung_dari

penilaian hakim. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999,

102 3 K Brahn, Fiduciaire Overdrachi, stille verpanding en eigendomsvoorbehoud naar huiding en
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kasus ini mudah-mudahan tidak terjadi, karena debitur akan mendapatkan
hukuman pidana sesuai dengan Pasal 36.

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa kelalaian yang dilakukan dengan
tidak meminta bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa pemilik barang-
barang tersebut adalah debitur, dan juga notaris dimana akta fidusia dibuat
juga tidak menanyakan bukti pemilikan terhadap barang-barang tersebut,
membuka peluang yang bisa dimanfaatkan debitur untuk memfidusiakan
ulang (double fidusia) sehingga merugikan bank. Sebagaimana diketahui,
tethadap barang-barang bergerak, petunjuk utama untuk mengetahui apakah
barang-barang itu benar-benar milik debitur dan belum dijaminkan kepada
kreditur lain adalah penyerahan bukti-bukti pemilikan kepada bank atas
nama debitur yang bersangkutan. |

Untuk itu pihak bank memberikan perhatian secara khusus terhadap
pengikatan barang-barang bergerak berupa alat-alat berat yang diikat
~ dengan fidusia, yaitu : |
a. Kepastian pemilikan dari barang bergerak tersebut.

Dengan adanya kepastian pemilikan dari suatu barang bergerak, dapat
diket_ahui. siapa pemilik/pemegang hak daﬁ barang tersebut. Hal ini
pentiﬁg mengingat yang berwenag untuk melakukan pengikatan jaminan
adalah pemilik/pemegang hak dari barang itu send?n'. Di samping itu
dengan dapat diserabkannya bukti pemilikan atas suatu barang kepada
bank merupakan petunjuk bahwa barang tersebut belum dilakukan
pengikatan dalam bentuk apapun.

Bukti pemilikan ini dapat berupa Surat Bukti Milik,Kuitansi pembelian,

atau invoice dari barang-barang yang akan diikat tersebut. Adapun'

wonsekuensi atas pengikatan barang-barang bergerak secara fidusia tanpa

adanya kepastian pemilikan adalah kemungkinan adanya sanggahan dart

komend recht, Studiepockets privaatrecht, 1988, hab. 76.
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pihak pemilik/pemegang hak yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan

batalnya pengikatan fidusia tersebut. Diperhatikan barang-barang

tersebut apakah ada kode/stempel bahwa barang tersebut sedang

dijammkan.

. Perlunya mendapat perhatian bahwa barang-barang bergerak berupa alat-

alat berat umumnya diperoleh debitur berdasarkan :

b1, Hak Sewa.

Dalam hal barang berstatus sewa, debitur yang bersangkutan tidak
dapat menyerahkan barang tersebut sebagai jaminan kepada bank,

karena yang bersangkutan bukan pemilik dari barang tersebut.

b.2 Pembelian secara angsuran. |

b.3.

b4

Apabila barang bergerak tersebut dibeli debitur dengan angsufan,
maka atas barang-barang tersebut debitur dapat menyerahkan sebagai
jaminan kepada bank, karena pemilkan atas barang tersebut sudah
beralih pada debitur yang bersangkutan.

Yang perlu diperhatikan dalam penerimaan barang-barang bergerak

milik debitur yang dibeli dengan angsuran adalah kepastian apakah

pihak penjual tidak lebih dahulu telah mengikat fidusia barang-

barang tersebut sebagai jaminan pembayaran angsuran.

Sewa Beli.
Barang dalam status sewa beli tidak dapat diserahkan sebagai
jaminan pada bank oleh debitur, karena pemilikan atas barang
tersebut masih ada pada pihak yang menyewabelikan.
Leasing,

Untuk barang-barang yang diketahui diterima debitur  dart
perusahaan leasing, bank harus hati-hati dan harus meneliti :

b.4.1. Apakah barang tersebut masih ada dalam status sewa (lease).

Dalam hal barang tersebut dalam status sewa sebagaimana di
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atas, maka atas barang tersebut tidak dapat diserahkan

sebagat jaminan.
 b.4.2. Apakah barang tersebut berdasarkan hak optie telah dibeli
secara angsﬁran.
Apabila barang-barang tersebut dibeli debitur dengan
angsuran maka dapat diserahkan oleh debitur kepada bank
1 untuk dijadikan jaminan.
b.4.3. Apakah barang tersebut berdasarkan hak optie telaﬁ disewa
beli. |
Apabila barang dalam status sewa beli, barang tersebut tidak dapat
{ diserahkan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan untuk diikat

fidusia.

Dengan demikian, tidak diserahkannya bukti pemilikan dart barang jaminan
berupa barang bergerak kepada bank memberikan kemungkinan bahwa barang
tersebut telah diikat fidusia untuk kepentingan kreditur lain dan bukt
pemilikannya dikuasai oleh kreditur lain tersebut. Hal mana akan menempatkan
bank pada kedudukan yang lemah karena fidusia yang dibuat dikemudian untuk
kepentingan bank adalah fidusia yang kedua kalinya (double fidusia) dan tidak
mempunyai kedudukan yang didahulukan. Jadi, bank tidak mempunyai hak
preferensi, yaitu hak seorang kreditur untuk didahulukan dari para kreditur
lainnya guna memperoleh pembayaran hutang dari hasil penjualan barang—.

- barang tersebut.
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B PROSPEK FIDUSIA SEBAGAIL LEMBAGA JAMINAN

Kebutuhan dunia usaha untuk dapat menggunakan benda bergerak sebagai
obyek jaminan dan tetap dapat menggunakan benda tersebut, membuat para
pihak mencari alternatif jaminan lain yaitu fidusia. Di Belanda fidusia sebagat
pengganti gadai benda bergerak, yaitu untuk melepaskan diri dari dan aturan
yang menyatakan bahwa pada gadai, benda harus berada di luar kekuasaan
debitur. Hal ini juga dipertegas dengan Arrest yang terkenal dengan sebutan
Bierbrouwerij Arrest, tanggal 25 Januari 1929.

Pada tanggal 25 Januari 1929 Hoge Raad mengelua:kan arrest milik jaminan”
pertama, NJ 1929 him.616 cat. Paul Scholten. Pabrik bn Heineken telah
membeli dengan cara yaitu Jual beeli dengan janjt atau kewajiban untuk
membeli kembali semua peralatan café “sociefeil harmonie” di Sneek dan
menyerahkan peralatan ita secara constiufum posse.s‘mrium.103 Tuan Bos si
pemilik café kemudian pailit dan pabrik bir meletakkan sita revindikator
tenhadap peralatan tersebut. Pengadilan Leeuwarden menganggap perjanjian itu
sebagai suatu petjanjian semu dengan tujuan untuk menyelubungi perjanjian
gadai yang sebenarnya bertentangan dengan Pasal 1198 ayat (2) BW dan karena
itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Leewarden menganggap
di sini fidak terdapét perjanjian semu dan Hoge Raad menyetujui pandangan itu.
Terlithat jelas dari arrest itu, Hoge Raad memperhatikan sikap yang tidak
menghalangi penyelubungan milik jaminan melalui alas hak yang dicantumkan
dalam perjanjian itu, jual beli dengan kewajiban untuk membeli kembali serta
penyerahannya secara constitutunt possesorium, Hoge Raad menolak hal ini
sehirubnya berbicara mengenal suatu perjanjian yang mempunyai lingkup
bahwa inventaris harus menjadi jaminan bagi peminjam uang, Hoge Raad

mengakui keabsahan perjanjian seperti ini secara tegas, karena sekarang bagi

9% prof. Mr. O.K. Brahn, Fiduciaire Ov erdracht, stille verpanding en eigendomsvoorbehoud naar huiding
en komend recht, Studiepockets privaatrechl. J98E, hal 21,
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tujuan yang dikehendaki, suatu perjanjian gadai dengan alasan yang bersifat
praktis adalah di sini tidak mengena sasaran dan karena itu tidak diperkenankan

Setelah arrest pabrik bir itu, adalah wajar bahwa Hoge Raad juga mengakui

pengalihan .ﬁdusia “murni”, yang terselubung secara constitutum possesorium.
Ini terjadi dalam tahun 1929 pada tanggal 21 Juni (NJ 1929, him. 1096).
Dimana seorang pengusaha penyewaan mobil mewah di Den Haag, Hakkers,
meminjam uang dan sebagai jaminan bagi pemenuhan kewajiban timbul,
mengalihkan secara fidusia salah satu mobilnya kepada pelepas uang dengan
cara constitunm posserium. la lalai membayar dan si pelepas uang menuntut
penyerahan mobil itu sebagai pemiliknya. Hakkers menolak dan mengajukan
alasan kebatalan pengalihan karena ini merupakan penggadaian yang
tersembunyi. Dalam kasus ini Hoge Raad mengemukakan pertimbangan: ‘

bahwa, ketentuan dalam Bab XIX Buku 1l BW memang mengatur mengenai
perjanjian gadai, tetapi lingkupnya tidaklah menghalangi para pihak untuk,
jika mereka menganggap suatu perjanjian gadai tidak cocok bagi hubungan
di antara mereka, kemudian membuat suatu perjanjian lain dimana debitur
berdasarkan perjanjian itu, sebagai jaminan bagi pembayaran utang, harus
mengalihkan barang bergerak miliknya dengan janji bahwa barang itu tetap
berada pada debitur.

bahwa, karena itu perjanjian semacam ini yang telah dibuat para pihak tidak
bertenitangan secara langsung dengan ketentuan dalam Bab tersebut di atas
dan juga tidak merupakan penyelundupan terhadap ketentuan-ketentuan
tersebut.

Bahwa, karena itu tidak dapat dimengerti, mengapa suatu perjanjian sepetti
itu tidak memberikan alasan hak yang sah bagi pengalihan milik. o4

Dengan demikian, terbuka jalan bagi pengalihan fidusia yang
diadakan tanpa penyerahan nyata, dan kebanyakan secara constﬁurum
possesorium, penyelubungan seperti jual beli dengann kewajiban antuk membeli
kembali. Pemberian kredit yang dijamin dengan milik fidusier meningkat pesat.

Sejak saat itu penggadaian biasa barang bergerak menurut Pasal 1196 jo. 1198
ayat (1) BW, praktis diganti dengan pengalihhan fidusia barang itu, yang

“ibid. hial. 23.
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dilakukan tidak dengan penyerahan nyaara bendanya, tetapt dengan suatn
bentuklain penciptaan bezif, yang wumnya constitutumm possesorium. Tujuan
paling utama perubahan ini adalah bahwa seseorang pemberi jaminan tidak lagi
harus melepaskan obyek hak jaminan dari kekuasaannya, seperti halnya pada
hak gadai, tetapi obyek itu masihh dipegang dan tetap digunakannya sepertl
sebelumnya

Putusan Hoge Raad itu kemudian menimbulkan pertentangan pendapat di
kalangan ablli bukum. Terutama yang menyangkut salah satu pertimbangan
Hoge Raad dalam putusannya yang menyatakan bahwa perjaujian penyerahan
hak milik ite tidak bermaksud mengadakan gadai. Sebagian ahli hukum
menyetujui pértimbangan itu, tetapi sebagian lagi menyatakan bahwa dengan
demikian Hoge Raad mengakui suatu penyelundupan hukum.

Hal tersebut di atas sangat mempengaruhi perkembangan fidusia di -
Indonesia, karena dari beberapa yurisprudensi perkemban.'gannya juga hanya
mengakui bahwa fidusia hanya untuk barang bergerak, sejak diakuinya fidusia
sebagai suatu lembaga jaminan di Indonesia, 1a terus mer_x.galami perkembangan
baik dalam hubungannya dengan kedudukan- kreditur dan debitur, maupun
mengepai objek fidusia. Sebelum adanya undang-undang fidusia keberadaan
jaminan ini diakui lewat berbagai yurisprudensi, diantaranya:

1. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.158/ 1950/Pdt tanggal 22 Maret
1951 dan Keputusan Mahkamah Agung No.372 K/Sip/1970 tanggal 1
September 1971, antara BNI dengan Lo Ding Siang. o '

2. Keputusan MA No.227/K/8ip/1977, antara P.J Chandra dengan Sukamto

Sukarman.
3. Keputusan MA No.1205/K/Sip/1971, antara PN Perkebunan X1l dengan PN

Cipta Niaga.
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4. Keputusan MA No. ISOO/KJSIp/ 1978, antara BNI 1946 dengan Fa Megaria.'’

Dari keseluruhan kasus di atas ada beberapa kesamaan dalam kasus tersebut

diantaranya objek yang dijammkan adalah benda bergerak, dan terhadap barang
bergerak umumnya diperoleh debitur berdasarkan pemb‘elian angsuran, sewa
beli, dan leasing dsb. Pada kasus nmomor 1 disebutkan bahwa fidusia sah
sepanjang mengenai barang-barang bergerak.

Dari beberapa keputsan Mahkamah Agung di atas dan juga pengadilan tingkat
bawahan, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia hanya diperuntukan terhadap benda bergerak (Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Maret 1951)

2. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan
gedung perkantoran (Putusan Mahkamal Agung No.372/K/Sip/1970
tanggal 1 September 1971.

3. Menegaskan bahwa kreditur pemilik fidusia (atas besi beton dan semen)
pukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang
jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak krditor
tidak dapat langsung memiliks (mendaku) benda tersebut ( Putusan MA
No. 1500/K/Sip/1978 tgl 2 Febroari 1980)

Dalam pada itu, perkembangan yang menarik dari lembaga fidusia adalah

lOE\

mengenai obyeknya, yakni benda-benda apa saja yang dapat difidusiakan.
Dalam hal ini, di antara para sarjana terdapat perpedaan pendapat, khususnya
terhadap benda tak bergerak yang menjadi obyek fidusia. Oleh karena timbul
dan tumbubnya fidusia adalah sebagai reakst atas kesulitan-kesulitan yang
ditimbulkan dari usaha penerapan gadai untuk  benda-benda yang
penguasaannya tidak mungkin diserahkan kepada krditor karena dapat

menghambat jalannya pemsahaan mthk debitur, maka pada umumnya yang

9% Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikaten, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985,

Lampiran purfusan MA.
1% Fuady Muir, Jaminan Fidusia, PT.Ciira f-\chtj, a Bakti, Bd&é}lp,g 2000.
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dapat menjadi obyek fidusia adalab benda-benda yang menjadi obyek gadai,
yaitu benda-benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

Dar berbagai kasus di atas memang kurang menjamin kepastian hukum,
karena hakim belum tentu sependapat dengan apa yang diketahui oleh para
pihak sebagai hukum. Jadi selama ini perkembangannya yurisprudensilah yang
memegang peranan untuk mengadakan penyesuaian antara hokum tertulis dan --
kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum jaminan.

Pada mulanya, benda bergerak yang difidusiakan adalah benda-benda

bergerak yang bertubuh antara lamn adalah barang-barang imlfentaris, barang-
barang perniagaan dalam toko-toko atau barang-barang persediaan dalam
gudang perusahaan. Sementara itu terhadap adanya fidusia atas barang-barang
bergerak yang baru akan ada dikemudian hari, banyak sarjana yang
mengemukakan keberatannya. Hal int disebabkan karena perjanjian fidusia yang
telah diadakan dianggap mengandung causa yang dilarang dan mempunyai
obyek yang tidak dapat ditentukan, schingga tidak memenubi syarat
sebagaimana ditentukan dalam Pagal 1320 KUH.Perdata.'”’
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 semakin jelas yang
menjadi- objek dari fidusia yaitu dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan “ Jaminan
Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwnjud yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan...”, dan dalam Pasal 2 juga memberikan batas ruang lingkup
berlakunya undang-undang ini yaitu berlaku terhadap perjanjian yang bertujuan
untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang kemudian dipertegas
kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya,
dimana sebagai fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat, yang scharusnya lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor
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perekonomian nasional dengan prioritas kepada koeperasi, pengusaha kecil dan
menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan
memperkuat struktur perekonomian nasional.

Perjanjian kredit perbankan di Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam

rangka pembangunan, tidak merupakan perjanjian pinjam meminjam uang biasa.
Perjanjian kredit menyangkut kepentingan nasional. Perbankan adalah sunatu
wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara
efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonom mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
| Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan crat dengan
kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang
dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan. dana
tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran
pembangunan.

D'alam praktek perbankan, pembenian kredit dengan jaminan fidusia
terutama jrang berobyek barang-barang bergerak telah demikian populer meski
laﬁdasan .hukum berlakunya lembaga tersebut adalah hukum tidak tertulis
berupa yurisprudensi. Tetapi sekarang dengan berlakunya Undang-undang
tentang Fidusia yang menjadi obyek jamman juga termasuk benda-benda tetap,
'belwujud, dan tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan,

hipotek dan gadai.
Dalam bal ini terjadi tiga fase totalitas proses formulasi perjanjian antara

kreditur dan debitur,

1. Fase perjanjian obligatoir (Obligatoir ( Mereenskomst).

[ukum Perdara Hukum Benda Jitid {1,Semarang. Seksi Hukum Perdata

7 p |, Soepratingja,’okok-Iokok
Fak Hukom Undip.1983.hal. 130.
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2. Fase perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkoms?).

3. Fase perjanjian pinjam pakai.'®

Pada fase pertama, proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian
obligatoir, perjanjian ini berupa perjanjian. pinjam uang dengan jaminan fidusia
diantara pihak debitur dengan kreditur.

Pada fase kedua, merupakan proses lanjutan yaitu suatu perjanjian kebendaan,
perjanjian tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur,
datam hal ini dilakukan secara constitutum posessorium, yakni penyerahan hak
milik tanpa menyerahkan fisik benda.

Fase ketiga, dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam. pakai, dalam hal int
benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada kreditur
dipinjamkan kepada pihak debitur, sehingpa praksis benda tersebut setelah
diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.
Sebenarnya konstruksi fiducia dengan tiga fase tersebut adalah konstruksi
rekayasa sekadar untuk mencari jalan agar dapat dijadikan jaminan atas benda
bérgerak tanpa perlu menyerahkan benda secara fisik kepada kreditur. Jadi,
yang dimaksudkan dari semula dari konstruksi i adalah “jaminan” terhadap
terhutang, bukan dimaksudkan sebagai peralihan hak milik. Akan tetapt,
Undang-Undang Fiducia No. 42 Tahun 1999 pada prinsipnya tetap
memberlakukan fidusia déngan konsep penyerahan hak milik, tidak semata-mata
jaminan saja. Hal in1 terhhat antara lain dari pengakuan pembentuk undang-
undang lewat penjelasan resmi atas Pasal 17, yang menyatakan bahwa Fidusia
ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak kettiga, tidak
dimungkinkan. atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak
kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia”.
Diputuskannya kasus landmark yang menjadi acuan sekaligus momentum

dianggap lahir dan diakuinya lembaga hukum fidusia ini, yaitu kasus Bier

1% Munir Foady, Jaminan Fidusia, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.5
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Brouwerij Arrest (1929) juga pada prinsipnya dengan memakai konstruksi yang
mirip dengan konstruksi tersebut di atas. Dalam kasus tersebut, dipakai metode
di mana pihak debitur menjual benda obyek fidusia kepada kreditur dengan
memakai konstruksi “jual dengan hak membeli kembali” (Pasal 1555 BW
Belanda dan seterusnya, atan Pasal 1519 dan seterusnya) dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia. Penyerahan benda dalam hal menjual
dengan hak membeli kembali dilakukan dengan constitutum posessorium.
Dengan konstruksi yang demikian, maka uang harga jual adalah sebesar vang
pinjaman sedangkan uang pembayaran kembali pinjaman adalah uang
pembelian kembali dari benda obyek fidusia vang bersangkutan.

Akan tetapi, manakala pinjamannya (uang harga pembelian barang) tidak
dilunasi oleh debitur (dengan cara membeli kembali) benda tersebut, maka
debitur wajib mentransfer benda tersebut secara nyata (feitelijk) képada pihak
(  kreditur (sebagai pemiliknya). Jika hal ini terjadi, berarti pihak kreditur dapat
menghaki (mendaku),'yakni menjadi milik sah secara faktual dan secara yuridis
atas benda tersebut sekaligus menguasainya secara penuh. Dalam hukum
jaminan modern, hak mendaku atas obyek jaminan ini sebenarnya tidak
diperkenankan.

Proses dalam pembuatan akta jaminan di atas yaitu dari perjanjian kredit
antara para pihak yang diikuti dengan penyerzhan jaminan fidusia, kemudian
pada fase berikutnya penyerahan hak daari debitur kepada kreditur, dan setelah
melalui proses itu baru dibuatkan akta jaminan fidusia minimal harus
mencantumkan identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian benda yang
menjadi obyek, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi obyek, yang'
kemudian didaftarkan pada Departemen Kechakiman dan HAM untuk
mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Melihat prosedur di atas yang cukup

sederhana, dan terakhir melalui proses pendaftaran akan lebih menjamin
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kepastian hukum para pihak dalam melakukan perjanjian kredit dengan
penggunaan jaminan fidusia.

Akta jaminan yang dibuat oleh para notaris sebelum berlakunya undang-
undang ini tergolong sedikit, tetapi setelah berlakunya undang-undang tersebut
terjadi peningkatan terhadap penggunaan jaminan fidusia, disampig secara
kuantitas jumlah para pihak yang membuat akta meningkat, juga secara kualitas
nilai penjaminan juga meningkat. Dimana dulu hanya berjumlah puluban juta
yang dilakukan oleh penguszha menengah dan kecil, tetapi sekarang nilai
penjaminannya sudah mencapal miliaran, bahkan menurut beberapa notaris ada
yang sudah menjaminkan dengan nilai 800 (delapan ratus) miliar rupiah yang
tentunya dilakukan oleh pengusaha besar. Ini menunjukkan para pihak dalam
perjanjian kredit sekarang dan kondisi perekonomian, juga karena kelebihan-
kelebihan jaminan fidusia itu sendiri inengaldbatkan meningkainya penggunaan
jaminan fidusia. Dari hasil wawancara dengan Beberapa notaris, akta Yang
dibuat sebelum dan seesudah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999, kurang lebih yaitu:

Notaris Kenaikan sesudah UU No. 42 Tahun 1999
Ari kanti | 60% s/d 70%

Tmiawan 30% s/d 40%

R Santoso  30%s/d 70%

Robert 60%

Berlakunya Undang-undang tentang jaminan Fidusia tanggal 30 September
1999, dan kemudian bisa didaftarkan di Kantor Pendaftaran pada bulan Agustus
2001. Dari data di atas peningkatan penggunaan akta jaminan fidusia setelah
berlakunya Undang-undang J aminan Fidusia terus meningkat, pening}_:atan
sampai rata-rata dari notaris di atas adalah 50% s/d 60 %, kemudian setelgh ada

Kantor Pendaftaran peningkatan terus terjadi. Hal ini juga dibenarkan oleh
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Kantor Pendaftaran, bahwa pendaftaran yang masuk selama 4 (empat) bulan
sampai bulan Februari 2001 sudah mencapat  kurang l_ebilh 7000 akta. Ito juga
tidak hanya akta-akta baru yang dibuat setelah adanya Undang—undang Jaminan
Fidusia, tetapi pendaftaran bamyak juga terhadap akta-akta yang lama dari
selluruh Indonesia. Dalam hal ini menunjukan para pihak terutama para kreditur
sangat menginginkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam
pembuatan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa hakim dan panitera di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, dapat disimpulkan Kurangnya kasus-
kasus jaminan fidusia dalam pengadilan (litigasi) menurutnya, in.ungkin karena
kasus-kasus tersebut lebih banyak diselesail«;an di luar pengadilan atan non
litigasi. Hal ini juga dikuatkan olch beberapa debitur dan kreditur bahwa proses

penyelesaian kasus terhadap jaminan fidusia biasanya dengan ADR (alternatif

" dispute. Resolution) yaitu misalnya dengan negoisiasi-negosiasi, dengan harapan
para pthak séma-sama merasa diuntungkan dan tidak ada pibak yang dirugikan
(wm—'ivin solution), disamping itu menurut mereka penggunaan penyclesaian
masalah melalui pengadilan sangat memakan waktu dan biaya. Sampai saat 1
setelah berlakunya undang-undang tentang jaminan fidusia- di  Pengadilan
Jakarta Pusat dan Barat belum ada satu kasus pun yang masuk dalam daftar
penitera. Tetepi dalam hal permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan
Jakarta Pusat sudah ada dan sedang berlangsung, yaitu terutama permohonan
penetapan dari BPPN yang mewakili bank-bank yang bangkmt. Ttupun menurut
kuasa hukum BPPN yang ditemui di PN Jakarta Pusat katanya hanya untuk

barang bergerak seperti mobil. Karena untuk tanah dan gedung lebih banyak

menggunakan hak tanggungan.

Ada satu kasus antara pihak Bank A dengan PT. B sekarang masih
berlangsung proses negoisasl. Dalam hal ini pihak Bank A karena

dikeluarkanmya undang-undang tentang fidusia dan sesuai perjanjian dengan PT.
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B dimana dalam klausul Pasal 9, 11, dan 12 dimungkinkan untuk
didaftarknnya jaminan tersebut, tetapi menurut PT.B melalui  kuasanya
perjanjian kredit dengan penggunaan jaminan fidusia tidak benar kalau ada
klausul “...perjanjian itu akan didaftarkan”, schingga menuru’; kuasa PT.B
tidaklah mungkin atau pun masuk akal bahwa para pihak dalam perjanjian
tersebut dapat mengetahui akan adanya suatu andang-undang jaminan fidusia
yang akan dikeluarkan di masa depan. Apalagi pemberian kuasa untuk
mendaftarkan jaminan fidusia jelas tidak mungkin dibertkan. |

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHpdt mengenai sahnya perjanjian, terhadap
kasus di atas perjanjian itn adalah sah dan mengenai klausul kewajiban
pendaftaran tersebut sangatlah mungkin atau memang dibuat secara sadar oleh
para pihak saat itu karena pertama untuk mengantisipasi hal-hal yang akan
terjadi nantinya (sikap antisipatif). Dalam melihat perkembangan di beberapa
negara maju seperti Amerika sister pendaftaran sudak dilakukan sekitar tahun
1985, schingga dalam pembuatan snatu perjanjian sikap yang antisipatif itu yang
barus dilakukan oleh para pihak untuk menjaga kemmllgkinan.—kemungkinan
yang terjadi, apabila ada satah satu pihak yang wan prestasi. Dan juga mungkin
para pihak mencermati undang-undang hak tanggungan yang juga ada proses
pendaftarannya, artinya fidusia juga memungkinkan akan dibuat semacam itu.
Begitu juga dalam Pasal 1338 KUHpdt disebutkan “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”, jadi dari kasus di atas para pihak termasuk pihak PT.B harus
melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian tersebut, jika
tidak ingin disebut wanprestasi. Di samping itu juga dalam Undang-undang
tentang Jaminan Fidusia Ketentuan Peralihan Pasal 37 ayat (2) disebutkan:

“Dalam jangka waktu selambat-lambainya 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak berdirinya Kanitor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian fidusia harus
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengendai
kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Sayat (1)
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Dengan beberapa alasan di atas sebetulnya pihak PT.B tidak ada alasan untuk
melarang pihak Bank A untuk melakukan pendaftaran di Dep. Kehakiman.
Kalau PT.B punya itikad baik terhadap perjanjian yang dibuatnya dan juga
untuk lebih memberi kepastian hukum dalam perjanjian tersebut sebatknya PT.B
dalam negoisasi tetap memberikan pithak Bank A untuk melakukan pendaftaran.

Membandingkan Iembagé fidusia yang berobyek benda-benda bergerak
dengan lembaga jaminan lain yang sejenis mau tidak mau adalah
membandingkannya dengan lembaga gadai. Sebab lg.mbaga gadai inilah yang
merupakan satu-satunya lembaga jaminan dengan obyek benda-benda bergerak
yang diatur dengan hukum tertulis. Lembaga gadai diatur dalam Buku 1I Bab
XX Pasal 1150 s.d. 1161. Dalam praktek perbankan nampak bahwa lembaga
fidusia paling banyak digunakan sebagai jamman dengan obyek barang-barang
bergerak dibandingkan dengan lembaga gadai. Meskipun dalam lembaga gadai
kedudukan kreditur lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan
berada dalam penguasaan kreditur dan dengan demikian kreditur terhindar dart
itikad jahat dari pemberi gadai, tetapi karena ada syarat inbezitstelling tersebut
menjadikan debitur lebih memilih menjaminkannya dengan lembaga fidusia.
' Para debitur berpendapat bahwa adanya keharu'san menurut undang-undang agar
benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai (debitur) akan
menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan untok
suatu hutang, sedang satu-satunya benda yang dipunyai yang dapat dijaminkan
adalah harta bergerak yang kebetulan justru sangat dibutuhkan ~untuk
menjalankannn usahanya yang membutuhkan bantuan kredit tersebut. Di lain
pihak, bagi kreditur (bank) akan mengalami kesulitan dalam menyediakan
tempat penyimpanan manakala benda bergerak yang dijaminkan sccara phisik
harus dikuasal.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-scbab

fidusia tampil dalam praktek adalah:
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L. Kebutuhan praktek akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-
kadang kalah terhadap privelege.
2. Risiko atas barang gadai.
3. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti
dalam Pasal 1977 ayat 2 jo. 582 tidak melindungt pemegang gadat.
4. Masaléh. tempat. _
Kondisi krisis ekonomi yang masih berlangsung mengakibatkan para debitur
melirik jaminan fidusia sebagai alternatif pemecahan masalah dana dalam
perusahaanya. Dimana para debituxi yang memerlukan dana saat ini tetapi
suapaya tetap bisa memakai baréng jaminan sebagai salah satn fungsi
operasional perusahaan, maka dengén,adanya jaminan fidusia ini akan sangat
membantu.'” Dan para kreditur dalam memberikan dananya juga terjanmum,
walaupun dalam praktek barang jaminan tersebut berada dalam kuasa si debitur,
karena menurutnya dengan undang-undang yang baru ini setelah akta jaminan
didaftarkan maka sertifikat jaminan tersebut akan mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putuéan pengadilan sehingga eksekusi terhadap

"% Dengan demikian penggunaan

jaminan tersebut sangat memungkinkan
jaminan fidusia dengan nilai nominal yang besar sampai miliaran juga sudah
ada, karepa jaminan yang digunékan seperti gedung-gedung perkantoran
nilainya juga sangat besar éehingga memungkinkan untuk pemberian kredit
terhadap jaminan fidusia 1tu dengan mlm miliaran, dan itu sudah ada. Selama ini
kita tahu bahwa penggunaan jaminan fidusia pada usaha menengah dan kecil
saja, sekarang ini dengan kondisi perckonomian sekarang penggunaan Jjaminan
fidusia juga dilakukan oleh pengusaha—pengusaha yang besar juga. Dan pihak
kreditur tetap memakai prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit serta

dengan prosedur yang semakin ketat.

199 Llasi wawancara dengan debitur. tgl 28-11-2000
1O Yasil wawancara dengan Kreditur (BND), tgl 15 Jamari 2001
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Pada akhirnya, fidusia sebagai lembaga jaminan dengan obyek benda-

benda/barang-barang bergerak keberadaannya tidak diragukan lagi dan oleh
karenanya dalam kedudukannya scbagai lembaga jaminan dalam sistem hukum
jaminan di Tndonesia menjadi bagian vang sejajar dan bukan sebagai pelengkap
di antara lembaga-lembaga jaminan yang lain. Keberadaannya selalu terikat
dalam rangka memenuli kebutuhan praktek akan perolehan kredit untuk
menunjang kegiatan usaha. Fidusia merupakan kebutuhan bagi perkembangan
perekonomian saat ini.
Mengakut keberadaan lembaga fidusia dengan obyek barang-barang tidak
bergerak selain tanah adalah cermin rasa tanggap dalam upaya menangkap
gejala-gejala yang berkembang di masyarakat tentang kebutuban akan kredit
dengan menggunakan lembaga jaminan yang tidak memberatkan debitur. Hal ini
mengingat bahwa tidak sctiap orang mempunyai tanah dan atau
rumah/bangunan lain, dan oleh karenaya bagi mercka yang tidak memiliki tanah
tetapi memiliki rumab/bangunan saja  tetap dapat menjaminkannya
rumah/bangunannya dengan menggunakan lembaga fidusia,

Dari hasil penelitian ada perbedaan yang mendasar sebelum dan setelah

berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia dalam praktek beracara di

pengadilan, yaitu:

1. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut yaitu dimana jaminan fidusia
belum didaftarkan di Departemen Kehakiman maka proses dilakukan dengan

. gugatan biasa yang disertai permohonan sita jaminan terhadap barang-barang
yang menjadi jaminan. _

2. Setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia apall)ila jaminan sudah
didaftarkan dan sudah mempunyai sertifikat jaminan fidusia, maka prosesnya
bisa dimintakan penetapan eksekusi terhadap jamman tersebut.

Dalam proses penetapan eksekusi di pengadilan negeri, setelah permohonan

eksekusi diterima, pengadilan terlebih dahulu mengirim surat peringatan kepada

e
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debitur bahwa akan diadakan eksekusi, dan kalau peringatan tidak dihiraukan
maka pengadiltan melakukan penetapan eksekusi terhadap barang jaminan
tersebut untuk kemudian di lelang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai
penjaminan, krediur wajib mengembalikan kelebiban tersebut kepada debitur.
Tetapi apabila hasil eksekusi tidak mecukupi untuk pelunasan hutang, debitur
tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar, dan dalam proses ini
melalui gugatan biasa kembali. Sehingga di sini memang diperlukan kecermatan
dan kehati-hatian kreditur dalan;n menaksir nilai jaminan yang diberikan debitur.
Misalnya nilai jaminan yang bisa dieksekusi hanya 40%, artinya kerugian yang
60% harus melalui gugatan biasa dan disitu bersaing dengan para kreditur lain
karena di sini sudah tidak mendapatkan privelege atau hak istimewa, di samping
kalau melalui gugatan akan memakan waktu yang panjang.

Di lihat dari sudut proses penetapan eksekusi jaminan yang singkat itu sangat
mempengaruhi para pihak terutama untuk perlindungan bagi kreditur dalam
transaksi kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Dan debitur yang
beritikad baik juga dapat menggunakan jaminan dalam operasional bisnis dan |
juga untuk melunasi hutangnya merupakan perkembangan dan prospek yang
cukup baik bagi para pihak dalam menggunakan jaminan fidusia sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit.

Seperti kasus yang sedang berjalan antara Bank Pasifik dan para debitur karena
sudah dilikuidasi sehingga pengurusannya Bank Pasifik dilakukan oleh BPPN,
dimana dalam hal ini ada beberapa barang yang dijaminkan dengan
menggunakan hak tanggungan, dan fidusia, dimana untuk fidusia berupa baring
‘pergerak yaitu 8 (delapan) buah mobil dengan berbagai merek. Beberapa
debitur yang wanprestasi menganggap karena banknya sudah bankrut maka
kewajibannya tidak perfu dipenuhi, karena alasan bayar kepada siapa dan
dimana, sehingga menyebabkan BPPN memintakan penetapan eksekusi

terhadap beberapa jaminan tersebut termasuk jaminan ldusia berupa mobil-
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mobil. Pengadilan yang menerima permohonan peneiapan eksekusi itu sudah
mengirimkan peringatan kepada debitur, dan sampai sekarang belum ada
tanggapan dari debitur. Dalam hal ini pengadilan tidak ada batas waktu dalam
penetapan eksekusi tersebut, melihat barang jaminan berupa mobil ini masih
ditangan debitur dan kemungkinan pengurangan nilai jual mungkin terjadi, maka
sebaiknya pengadilan negeri segera .menerbitkan penetapan eksekusi. Karena
debitur jelas tidak beritiad baik, apalagi sekarang seluruh aset Bank Pasifik
sudah merupakan aset negara, sehingga debitur juga jelas merugikan negara dan
menghambat negara dalam proses pemulihan perbankan. Dalam kasus seperti ini
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat banyak terjadi, dimana BPPN sebagai
kreditur mewakili bank-bank yang dilikuidasi dengan debitur-debitur yang nakal
dengan sengaja menghambat atau tidak beritikad baik dalam membayar
hutangnya. Dan mepurut kuasa hukum BPPN yang beracara di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, hanya aset yang langsung dimiliki atau dalam penguasaan
Bank-bank yang bangkrut itu yang dapat dieksekusi dan yang selama ini di
lelang, sedangkan jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur, BPPN
harus melalui tahapan-tahapan hukum. Hal ini juga termasuk pendaftaran
fidusia yang dilakukan di Departemen Kehakiman sangat banyak. Dan ada
beberapa jaminan termasuk jaminan fidusia yang sudah dicksekusi dan hampir
semuanya itu dibawah nilai jaminan, disini prinsip kehati-hatian bank-bank
vang bangkrut ini memang sangat kecil, jadi bisa dibilang hampir semua nilal
barang vang dijaminankan ditakukan mark up, dengan mi BPPN kalau mau
konsisten, kekurangan tersebut harus juga dituntut walaupun melalui gugatan
biasa ke pengadilan. Untuk menegakan supremasu hukum dan  untuk
memberikan pelajaran bagi para debitur nakal atau yang tidak beritikad baik,
sebaiknya BPPN juga mengugat lewat pengadilam terhadap kekurangan-

kekurangan setelah eksekusi jaminan dilakukan.

4 mmama
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' UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN JAMINAN LAIN

1. Pengikatan Jaminan Fidusia Dengan Obyek Barang-Barang Tidak Bergerak
BW hanya mengenal dua jenis hak kebendaan, yaitu hak gadai dan
hipotek. Secara umum orang mengatakan bahwa hak gadai' adalah hak
jaminan untuk benda bergerak, dan hipotek-adalah jaminan untuk benda tak
bcrgerak.l“ Kebutuhan dunia usaha untuk dépat menggunakan benda
bergerak scbagai obyek jaminan dan tetap dapat menggunakan benda
terscbut, membuat para' pihak mencari alternatif jaminan lain yaitu fidusia. Di
Belanda fidusia sebagai pengganti pgadai benda bergerak, yaitu untuk
melepaskan diri dari dari aturan yang mepyatakan bahwa pada gadai, benda
harus berada di luar kekuasaan debitur. Hal ini juga dipertegas dengan Arrest
yang terkenal dengan sebutan Bierbrouwerij Arrest, tanggal 29 Januari 1929.
Hal terscbut di atas sangat mempengaruhi perkembangan fidusia di
Indongisa, karena dari beberapa yurisprudensi perkembangannya juga hanya
mengakui bahwa fidusia hanya untuk barang bergérak, pertama yang
memungkinkan berlakunya fidusia adalah keputusan Hooggerechtshof
tanggal i,8 Agustus 1932, yang dikenal dengan “BPM Clyneet Arrest”.
Yuriprudensi tersebut adalah jalan keluar vang ditempuh pengadilan untuk
mengatasi masalah yang terdapat di dalam hak gadai menurut KUH.Perdata
dalam hubungannya dengan syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1152

KUH Perdata, yaitu penguasaan benda oleh pemegang gadal.

I prof. Mr. O.K. Brahn, Fiduciaire Overdracht, stille verpanding en el gendomisvoorbehoud naar huiding
en komend recht, Studiepockets privaatrecht, 1988, hat. 11
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Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia
mengenai obyek fidusia yang mengarah pada benda tidak bergerak ini banyak
menimbutkan pertentangan di kalangan para ahli hukum, apatagi dengan
adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 1951 dan
Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971, dimana dalam kedua
putusan itu pada dasarnya dinyatakan bahwa penyerahan hak milik secara
kepercayaan sebagai jaminan banya berlaku untuk benda bergerak saja.'’?
Alasan lain yang mendorong dimungkinkannya fidusia terhadap benda tidak
bergerak adalah karena sifat hukum agraria itu sendiri yang tidak mengenal
accesie, melainkan asas pemisahan horizontal sehingga rumah -dapat
dipisahkan dengan tanahnya. Di samping it dalam Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri, tanggal 26 Maret 1973 No. DLb 3/37/1973 dengan tegas
dinyatakan bahwa hak pakai atas tanah tidak dapat dibebani hipotek atau
creditverband, meskipun hak pakai dan hak pengelolaan itu menurut PMA
No.1 Tahun 1996 harus didaftar menurut PP No. 10 Tahun 1961,

Oleh karena hak pakai atas tanah negara tidak dapat dijaminkan dengan
hipotek atau creditverband, maka jalan keluarnya dijaminkan dengan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia de;lgan obyek barang-barang bergerak
sangatlah populer dalam praktek perbankan. Lembaga jaminan fidusia
sangatlah disukai baik oleh kreditur maupun debitur karena mempunyai sifat
yang sederhana dan jarang menimbulkan sengketa di pengadilan. Kenyataan
menunjukkan bahwa lembaga janiinan fidusia dengan obyek _barang—barang
bergerak sangat cocok dan mampu untuk memenuhi kebutuhan praktek
khususnya kebutuhan akan kredit.

Selain sebagai jaminan dengan obyek barang-barang bergerak, fidusia

ternyata juga digunakan untuk jaminan dengan obyek barang-barang tidak

12 purwhid Patvik, Lk Jaminan Eddisi Revisi dengaan UULLT, Semarang FH.UNDIP, 1999, hal.51
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bergerak/tetap. Hanya saja penggunaan lembaga jaminan fidusia dengan obyek
barang-barang tidak bergerak ini memang tidak sebanyak fidusia dengan obyek
barang—bérmlg bergerak. Barang-barang tidak bergerak yang bisa dijaminkan
dengan fidusia ini dapat berupa : bangunan-bangunan, rumah, gedung, garage,
kios-kios, dan lain-lain. Hal ini tidak berlaku terhadap jaminan yang dijaminkan
dengan hak tanggungan, hipotek, dan gadai (Pasal 3 UU No. 42 Tahun 1999).
Bahkan dahulu pada jaman Hindia Belanda, selain hipotek dan credietverband
sebagai hak jaminan atas tanah digunakan juga lembaga fidusia sebagai hak
jaminan atas tanah. Di Hindia Belanda ada tanah yang dipunyai dengan hak-hak
yang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan jaminan kredit, tetapi tidak dapat
digunakan hipotek seperti hak-hak grant di Sumatra Timur digunakanlah
lembaga fidusia.'’® Dalam perkembangan selanjutnya fidusia juga merupakan
lembaga hak jaminan atas tanah bagi hak pakai atas tanah negara yang diberikan
kepada perseorangan dan badan-badan hukum perdata. Biarpun memenuht
syarat-syarat untuk dijadikan jaminan kredit, karena termasuk hak-hak atas
tanah vang terdaftar dan menuurut sifatnya dapat‘dipindahtan gankan, hak pakai
tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan, baik vang menggunakan
ketentuan hipotek maupun credietverband, karena tidak ditunjuk oleh undang-
undang sebagai obyeknya. . |

Obyek fidusta atas barang-barang tidak bergerak yang sering dipakai sebagai
jaminan adalah bangunan. Dalam kenyataannya sebuah bangunan baik itu

. berupa tumah, gedung, garage, mesin/pabrik atau gedung perusahaan adalah

aset yang mempunyai nilai jaminan sehingga Jayak untuk dapat menjadi obyek

jaminan.

Umumnya, petjanjian jaminan demikian diberi nama “Perjanjian Penyerahan

Hak Milik Atas Kepercayaan (F idusia) Bangunan”.
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Sebagaimana jaminan lainnya, jaminan fidusia atas bangungan juga

digunakan untuk 1'nenjamiﬁ kepastian dan ketertiban pembagyar_an kembal atas
kredit yang diterima debitur. Untuk itu, dengan petjanjian fidusia atas bangunan
ini, debitur setuju untuk menyerahkan hak milik atas kepercayaan (_ﬁdusia)
kepada kreditur sebagaimana kreditur setuju untuk menerima penyerahan
tersebut dari debitur sebagai jaminan atas pinjaman atau kredit tersebuf yang
berupa bangunan / bangunan-bangunan.
Sejak  perjanjian fidusia atas bangunan .tcrsebut disepakati, maka
bangunan/bangunan-bangunan tersebut  diserahkan dan dipindahkan hak
miliknya kepada kreditur dan menjadi milik kreditur. Atas kedudukan ini-
kreditur berhak sepenubnya atas bangupan/bangunan-bangunan teersebut tanpa
memeriukan | perbuatan hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama
bangunan/bangunan-bangunan tersebut diserahkan kembali oleh'kreditur kepada
debitur untuk “dipinjam pakai”.

Sebagal konsekuensi  atas  petjanjian fidusia tersebut, debitur dibebant

kewajiban-kewajiban berupa : |

1. Menyerahkan kepada pihak kreditur (bank) atas semua surat buktt
kepemilikan ~atan surat-surat lain  atas bangunan/bangunan-bangunan
dimaksud. ,

2. Memelihara bangunan/bangunan-bangunan tersebut dengan sebaik-baiknya
dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendirt.

3. Mengganti dengan bangunan/bangunan-bangunan yang sama atau sekurang-
kurangnya sama nilainya apabila bangunan/bangunan-bangunan dimaksud
rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.

4. Memperlhatkan bangunan/bangunan-bangunan tersebut apabila kreditur atau
kuasanya akan melthatnya.

N3 Boedi  Harsomo,  [fukim Agraria Indonesic:Sefarah pembentulan yupd den
pelaksanaanmnya,) alcarta: Djambatan, 1997 hal 57,
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5. Mempertanggungkan/mengasuransikan bangunan/bangunan-bangunan
tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kreditur dan dengan
jenis pertanggungan yang ditetapkan oleh kreditur, mencantumkan Banker s
Clause untuk kepentingan kreditur serta menyerahkan polis ash kepada pihak
kedua.

6. Menjamin bahwa bangunan/bangunan-bangunan tersebut adalah miliknya
senndiri dan tidak sedang dijaminkan untuk suatu hutang atau dijaminkan
untuk suatu pertanggungan atau dibeban dengan ikatan lain berupa apapun,
bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa. |

7. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,
diwajibkan menyerahkan bangunan/bangunan-bangunan tersebut kepada
kreditur atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan scketika setelah ada
permintaan dari kreditur secara tertulis.

8 Bilamana debitur tidak menyerahkan bangunan/bangunan-bangunan tersebut
kepada kreditur segera dan seketika sebagaimana ditentukan pada poin 7
tersebut, maka debitur dianggap falai dan kelalaian tersebut cukup dibukttkan
dengan lewatnya waktu sehingga tidak diperlukan lagi peringatan dengan
surat juru sita atau surat-suratl lain yvang berkekuatan seperti itu, maka debitur
diwajibkdn dan mengikatkan diri untuk membayar denda kepada kreditur
sebesar 1 0/00 (satu permil) dari sisa kredit yang masth harué dibayar oleh
debitur untuk tiap-tiap hari kelambatan, denda fersebut merupakan hutan
debitur kepada kreditur yang dapat ditarik dan harus dibayar seketika dan
sekaligus lunas dan yang akan dimasukkan dalam bukti debet debitur.

Selain hal di atas, dalam klausul perjanjian fidusia atas bangunan juga dimuat
hak-hak kreditur yang berupa : Kkreditur diberi hak dan diijinkan oleh debitur
setiap waktu untuk memasuki halaman-halaman bangunan/bangunan-bangunan

dimana bangunan/bangunan-bangunan tersebut berada untuk memeriksa
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keadaan bangunan/bangunan-bangunan, serta memberikan peringatan kepada
debitur apabila debitur tidak melakukan pemelibaraan dan perawatan atas
bangunan/bangunan-bangunan tersebut. Apabila diperlukan, kreditur dapat
memberikan tanda (label) pada bangunan/bangunan-bangunan tersebut sebagai
jaminan kepada kreditur dan selama hutangnya debitur belum dibayar lunas oleh
debitur, maka debitur dilarang untuk merusak dan atau menghilangkan tanda
(label) tersebut. |

Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur, maka
debitur wajib menyerahkan bangunan yang dipinjamnya dan jika debitur tidak
memenuhi kewajiban tersebut, maka kreditur behak untuk mengambil alih
sendiri bangunan yang dipinjamkan itu dari debitur dan atau pihak lain yang
menguasai bangunan tersebut dan bilaman perlu dengan meminta bantuan alat-
alat / kekuasaan negara dan segala biaya yang diperlukan untuk itu seluruhnya
menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh debitur. Selanjutnya atas kuasa
yang diberikan debitur, kreditur berhak mengambil  dan -menjual
bangunan/bangunan.—hangunan_ dimaksud baik secara dibawah tangan maupun
dimu.ka' umum dan untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman debitur.
Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan bangunan/bangunan-bangunan
tersebut ternyata terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan
kepada debitur tefapi. jika terdapat kekurangan maka kekurangannya tersebut
tetap harus dibayar oleh debitur. |
Jika bangunan/bangﬁnan-ban gunan yang dijamin dengan fidusia tersebut berditi
di atas tanah/pekarangan orang lain, maka diperlukan persetujuan dari pemilik
tanah/pekarangan. tersebut. Pernyataan persetujuan tersebut ditujukan kepada
Pemimpin Cabang Bank, yang intinya pemilik tanah tidak- keberatan apabila
bangunan/bangunan-bangunan milik debitur dijamin dengan fidusia dan juga
menyetujui jika debitur wanprestast kreditur (bank) harus menjual

bangunan/bangunan-bangunan tersebut pemilik tanah sanggup meneruskan
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perjanjian sewa kepada sipembeli dengan syarat—syarat'dan ketentuan yang sama
seperti berlaku bagi debitur dengan pemilik tanah.

Bangunan-bapgupan yang biasa dijaminkan dengan fidusia antara lam :
bangunan, rumah, gedung perusahaan, pabrik, garage, dan lain-lain. Di samping
itu yang juga SEring dijaminkan dengan fidusia adalah kios-kios pertokoan.
Kios-kios tersebut juga umumnya didasarkan atas hak sewa. Dan dalam
kenyataannya kios-kios tersebut juga merupakan suatu modal {asset) tersendiri.

Sebetulnya ada perbedaan sifat antara bangunan/rumah di atas tanah orang
lain dengan kios-kios yang disewakan, yang sama-sama tl'lijaminkan dengan
fidusia. Yang pertama, jelas bangunan tersebut miliknya debitur; sedangkan -
kios-kios itu merupakan hak sewa yang bersifat pribadi. Dengan demikian
sebetulnya penjaminan hak sewa atas kos ini secara yuridis mempunyat
kesulitan jika sampai debitur wanprestasi dan akan dilakukan eksekusi dengan
pelelangan umur. Hal ini mengingat bisa saja pemilik kios yang bersangkutan
yakni pemilik dari gedung diman kios itu terletak tidak menyetujuinya.

Oleh karena itu pengikatan jaminan fidusia dengan obyek hak sewa atas
kios harus ada persetujuan dari pihak pemilik gedung dimana kios yang
persangkutan terletak. Pemilik membuat pernyataan persetujﬁan tidak keberatan
bahwa hak sewa atas kios ini diserabkan kepada pihak bank sebagai jaminan
untuk hutang yang diambil oleh penyewa kios. Di samping ita pemilik gedung
dimana kios itu berada juga menyetujui, jika ternyata sipenyewa kios kemudian
hari tidak dapat melunasi hutangnya, yang mengakibatkan. pihak bank
mengambil alib kios yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada pihak
ketiga. Dengan demikian tujnan dari pada ijin-ijin/pernyataan persetujuan dari
pemilik tanah maupun pemilik gedung dimana kios-kios itu berdiri adalah agar
ijin tersebut tidak perhu dimintakan setiap kali jika ‘benda yang dijadikan obyek

fidusia itu akan dilelang didepan umum atau dijual di bawah tangan sebagal



akibat ingkar janji dari debitur. Dengan adanya ijin dari pemilik tanah/gedung
yang bersanghutan, maka penggantian pemakaian tanah tidak menjadi masalah.
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan
praktek yang berkembang dimasyarakat, pengikatan jaminan fidusia telah
berkembang pada suatu hak yang bersifat pribadi yakni sewa menyCwa.

Pada akhirnya pengaturan fidusia dalam suatu pemndang—undaﬁgan baik dalam
UU Rumah Susun (UU No. 16 tahun 1985), UU Perumahan Dan Permukiman
(UU No. 4 tahun 1992), dan terakhir dengan UU tentang Jaminan Fidusia (Uu
No. 42 Tahun 1999) menjadikan kelembagaan fidusia diakui secara tertulis dan
menjadi hukum positif. Pelembagaan fidusia di dalam UU Rumah Susun juga
tidak lain melihat kenyataan dalam praktek perkreditan yang menerima tanah
hak pakai sebagai jaminan hutang. Pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 25
dan Pasal 39 UUPA, hanya tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan saja yang
dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotek. Untuk memantapkan
penggunaan tanah Hak Pakai tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
dibuka kemungkinan untuk membebaninya dengan fidusia. Penggunaan fidusia
adalah sesuai dengan tujuan diciptakannya lembaga tersebut oleh masyarakat
untuk mengist kekosongan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Di samping itu, uptuk meningkatkan kemampuan pembangunan rumah
susun kepada penyelenggara pembangunan perumahan dapat diberikan kredit
konsiruksi dengan pe;ﬁhebanan hipotek atau fidusia dengan menggunakan selain
anah yang sudab dipunyainya, Juga bangunan gedung, yang masih akan
dibangunnya dengan kredit yang akan diperolehnya sebagat jaminannya. Tanah
perikut bangunan tersebut dapat dibebani hipotek kalau tanah bex_ikut bangunan
tersebut berstatus HM dan HGB, atau fidusia kalau berstatus Hak Pakai.

Pengaturan fidusia dalam perundang-undangan semakin dikuatkan dengan
diaturnya dalam UU Perumahan dan Permukiman. Sebagaimana dinyatakan

dalam Penjelasan pasal 13 UU tersebut, bahwa pemilikan rumah oleh bukan
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pemilik hak atas tanah, atas persetujuan tertulis pemilik hak atas tanah daéat
dibebani fidusia, terhadap pembebanan afas rumah yang merupakan milik
pemegang hak atas tanah dapat dipilih dua alternatif, yakni rumahnya dapat
Jibebani fidusia sedangkan tanalmya dapat dibeban hipotek. Pengaturan fidusia
dalam UU Perumahan dan Permukiman ini tidak lain merupakan jawaban atas
praktek yang berkembang di masyarakat yang sudah biasa melakukan
penjaminan atas bangunan/bangunan-bangunain dengan lembaga fidusia.

Selaih itu dapat dilihat bahwa fidusia merupakan lembaga hukum yang
hidup dan di dalam kenyataannya dibutuhkan oleh masyarakat dan karena itu
dikukuhkan menjadi hukum positif. Fidusia mampu ‘memmuhi kebutehan
masyarakat karena benda jaminan yang diikat dengan fidusia tidak menghambat
kelancaran lalu lintas perdagangan.

Kalau kita telaah lebih dalam pada hakikatnya UU Rumsh Susun dan UU

Perumahan dan Permukimam mempunyai ikatan yang erat dengan UUPA.

Setidaknya ketiganya menganut asas pemisahan horisontal. Berdasarkan

ketentuan asas pemvisahan horisontal tanah adalah terpisah dari benda-benda lam
yang melekat padanya, pemilik tanah dapat beibeda dari pemilik bangunan yailg
berada di, atasnya. Manfaat penerapan asas i)emisahan horisontal adalah
berkaitan dengan upaya perolehan dana. Dan bagi negara yang sedang
membangun seperts Indonesia masalah yang sangat penting adalab tersedianya
dana yang cukup untuk dapat berperan sexta di dalam pembangunan.

Dengan penerapan asas pemisahan horisontal di mana rumah atau bangunan
atau tanaman dianggap terpisah dari - tanabnya, maka dapat diharapkan bagi
mereka vang tidak memiliki tanah unfuk dapat menjaminkan romah atau
bangunan atau tanaman jtu tanpa tanahnya. Apabila tanabnya disewakan pada
pihak lain, dan penyewa itu membangun rumah di atasnya, maka rumah tersebut
dapat dijadikan obyek jaminam, sedangkan pemilik tanah  juga masih

dinmungkinkan antuk menjamin tanah yang disewakannmya untuk memperoleh
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dana melalui kredit. Dengan kata lam, penerapan asas pemisahan horisontal
akan sangat bermanfaat karena dengan demikian seseorang yang tidak memiliki
tanah dapat memiliki rumah di atas tanah milik orang lain dan ia dapat
menikmaf dan mengpunakan tumah tersebut sebagai obyek jaminan dalam
perjanjian kredit melalui lembaga fidusia.

Dapat dikatakan apa yang menjadi kekuatan lembaga fidusia adalah sifatnya
yang sederhana yakni mudah, proses cepat, biaya ringan seita tidak
menghambat kelancaran lalu lintas perdagangan karena barang yang menjadi
obyek jaminan tetap berada pada kekuasaan debitur, sebingga debitur leluasa
mempergunakannya untuk menunjang usahanya. Bagi kreditur, penguasaan
secara phisik barang jaminan di tangan debitur akan meringankan kreditur
karena  tidak perlu  memikirkan tempaf penyimpanan  barang jaminan
sebagaimana dalam Jembaga gadai. |
Di sa1ﬁpi;1g kekuatan, apa yang nampak menjadi kelemaban lembaga fidusia
adalah lembaga tersebut tidak terbuka untuk umum, kbususnya jika obyek
fidusia adalah barang bergerak, karena itu ia kurang dapat menciptakan
kepastian bukum dan tidak memberikan perlindungan yang kuat pada kreditur
namun. lembaga ini jarang menimbulkan sengketa apalagi sampai ke pengadilan.

Dengan mengingat gencarnya praktek pengikatan jaminan fidusia untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat dan menjadi pertanda bahwa fidusia
merupakan kebufuhan bagi perkembangan perekonomian  saat ini, - perlu
111exidaﬁat pemikiran yang positif atas Kkeberadaannya khususnya dalam rangka
melindungi kepentingan kreditur mengingat benda jaminan tetap dikuasai oleh
debitur. Untok itw, sebagaimana banyak diusulkan para penulis, sistem
pendaftaran bagi fidusia kivanya perlu diterapkan seperti fidusia terhadap
kendaraan bermotor dapat dicatat di Kepolisian yang mengeluarkan BPKB, dan

terhadap yang lainnya mungkin dapat ditunjuk Jembaga tertentu.
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Sejalan dengan hal tersebut, adalah adanya suatu konsekuensi dianuinya asas
pemisahan horisontal (yang memungkinkan lembaga fidusia ini berkembang)
yang memisahkan bangunan den benda lain dengan tanahnya tentang bukti
pemilikan barang/benda. Apabila selama ini bukti pemilikan benda yang
melekat pada tanah selalu terdapat pada sertifikat tanah, maka suatu
konsekuensi dari asas pemisahan horisontal itw adalah adanya alat buki
pemilikan benda yang teerpisah bagi hak atas tanah dan bagi bangunan atau
tanaman tersebut. Sehingga bangunan atau rumah mempumyai identitas sendiri
yang lepas dari bukti pemilikan tanahnya. Dan inilah pentingnya sistem
pendaftaran, '

Dengan demikian maka bangunan, smah harus didaftar tersendiri, sehingga
nanti akan terdapat sertifikat tanah dimana bangunan itu berdiri. Peﬂimya
sertifikat tersendiri pada bangunan atau rumah atau tanaman ity, adalah untuk
membuktikan adanya hak milik seorang atas benda bukan tanah yang sifatnya
tetap tersebut. Terutama apabila bangunan, rumah, atau tapaman itu terletak
pada Hhak atas tanah milik orang lain berdasarkan hak sews, atau hak pakai
HGB, atau HGU. Untuk dijadikan bukti atas adanya hak tersebut maka benda-
benda tersebut harus mempunyai identitas tersendiri yang terpisah,

Dengan a;lanya sertifikat yang terpisah antara bangunan, rumah, atau fanaman
dengan tanahnya, maka ini akan mempermudah pelaksanaan jaminan atas
benda berdasarkan asas pemisahan horisontal. Sehingga bangunan atau rumah
dapat dijadikan obyek jaminan tersendiri tanpa harus menjaminkan tanahnya -
praktek selama ini pemilik tanah harus memberikan pernyataan persetujuan atas
bangunan di atas tanah tersebut yang dijadikan jaminan dengan fidusia oleh

pemilik bangunan.
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9 Akibat Hukum Keluamya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia

Perkembangan yang menarik khususnya terhadap pelembagaan fidusia
justra terjadi pada fidusia dengan obyek barang-barang tidak bergerak/tetap,
yakni ditingkatkannya dasar hukum berlakunya fidusia tersebut menjadi hukum
tertulis di dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 tahun 1985) dan UU Perumahan
dan Permukiman (UU No. 4 tahun 1992). Pengaturan fidusia di dalam kedua
undang-undang tersebut setidaknya mengakui bahwa kedudukan fidusia sebagai
lembaga jaminan dalam sistem hukum jaminan yang berlaku. Hal ini berarti
bahwa apa yang terjadi dalam praktek perbankan tel ah mempunyai dasar hukum
secara tertulis. Walaupun dalam perkemangan bertkutnya kemudian dengan
keluarnya UUHT fidusia yang diatur dalam UU Rumah Susun dinyatakan tidak
berlaku lag, namun fidusia yang diatur dalam UU Perumahan dan Permukiman
masih tetap berlaku. Dengan demikian, fidusia dengan obyek barang-barang
tidak bergerak seperti bangunan, rumah, kios-kios dan lain-lain yang dijaminkan
antuk mendapatkan kredit baik yang dilakukan sebelum Unldang—undang
Jaminan Fidusia berlaku tidak menjadikan persoalan. Artinya, debitur yang
hanya mempunyai barang-barang tidak bergerak tersebut tanpa memppunyai
tanahnya tetap dapat menjaminkan barangiya dengan lembaga fidusia.

Dapat dikatakan, akibat kebutuhan yang terjadi di masyarakat lembaga
fidusia telah berkembang obyeknya tidak saja meliputi barang-barang bergerak
tetapi juga weliputi barang-barang tidak bergerak selain tanah dan
perkembangan 1 telah diakomodasi dalam UU Rumah Susun dan UU
Perumahan dan Permukiman sehingga menjadi hukum positif. Lembaga fidusia
dengan obyek barang-barang tidak bergerak juga telah menjadi bagian dari
gistem hukum jaminan yang berlaku sekarang ini dan keududukannya tetap
diakui sebagai konsekuensi penerapan asas pemisahan horisontal yang dikenal-
dalam hukam adat, dan diangkat menjadi asas yang berlaku dalam UUPA dan

UU Perumahan dan Permukimann.
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Oleh karena lembaga fidusia dan juga lembaga jaminan lainnya seperti

hipotek, gadai, Hak Tanggungan, serta berbagai hukum jaminan yang diatur

“dalam berbagai perundang-undangan lainnya telah menjadi bagian dari sistem

hukum jaminan yang berlaku di Tndonesia sekarang ini, tentunya satu dengan

lainnya tidak boleh terjadi pertentangan asas. Keseimbangan asas dalam

berbagai peraturan jaminan diperlukan demi terciptanya harmonisasi hukum.
Kalau demikian dengan keluarnya Undang-undang Jaminan Fidusia yang lebih
komprehensif sebagai pengganti  berbagai peraturan-perundang-undangan
jaminan fidusia yang tersebar diberbagai peraturan, diharapkan tidak
menintbulkan dampak yang serius terhadap hukum jaminan yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang- undangan tersebut dan juga terhadap fidusia yang
diatur di dalam UU Rumah Susun dan UU Perumahan dan Permukiman,

Dengan berlakunya Undang-undang tetang laminan fiduisa yang
dipersoalkan adalah bagaimana dengan lembaga hak jaminan dalam Undang-
undang Hak Tanggungan, hipotek, gadai, dan pembebanan jaminan fidusia
khususnya yang disebut dalam Pasal 12 dan 13 UU Rumah Susun dan Pasal 13
UU Perumahan dan Permukiman, apakah fidusia masih berlaku dan dalam hal
apa sa_]a Pertanyaan demikian adalah wajar karena disatu sisi Undang-undang
Hak Tanggungan menyatakan secara tegas bahwa fidusia diatur dalam Undang-
undang Rumah Susun dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapt di sisi lain Undang-
undang Hak Tanggupgan tetap membiarkan berlakunya fidusia dalam Undang-
undang Perumahan dan Permukiman. Tegasnya ada dampak yang dittmbulkan
akibat keluarnya Undang-undang Jaminan Fidusia terhadap lembaga fidusia _
khususnya yang berobyek barang-barang tidak bergerak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang
lingkup berlakunya jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian
yang bertujuan membebani benda depgan jaminan fidusia, yang dipertegas

kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang jaminan

1}
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ﬂdusia‘yang dengan tegas mengatakan bahwa Undang-undang ini tidak berlaku
terhadap:

a Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, Sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentuka jaminan atas benda-
benda tersebut wwajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik
orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek
janvinan fidusia;

b. hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)

m3 atau lebih;
¢. Hipotek atas pesawat terbag; dan
d. Gadai.
Berdasarkan ketentuan di atas pembebanan jaminan fidusia di lvar hal-hal yang
sudah diatur dalam hak tanggungan, hipottek, dan gadai.
Sedangkan pembebanan fidusia yang dilakukan sesuai dengan UU Rumah Susun
(UU No. 16 tahun 1985), UU Perumahan Dan Permukiman (UU No. 4 tahun
1992) sepanjang fidak bertentang dengan Undangwund'ang Jaminan Fidusia
masih tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-undan Jaminan

Fidusia juga discbutkan bahwa sepanjang tidak bertetangan dengan ketentuan

dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenal

fidusia tetap berlaku sampai dicabut, diganti, atau diperbaharu.

Kemudian perjanjian-perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia yang

datulu hany berdasarkan yurisprudensi, diharapkan dapat menyesuaikan dengan

Undang-undang Jaminan Fidusia, ini diatur juga dalam Pasal 37 yaitu:

(1) Pembebanan benda vang menjadi objek jaminan ﬁ.dusia yang telah ada
sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak
bertetangan dengan undang-undang mi.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, scmua peijanjiarf jaminan

fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali
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ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana
dimakud dalam Pasal 5 ayat (1) _

(3)Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan
merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.

Namun demikian ternyata dalam praktek perbankan pengikatan jaminan
atas barang-barang tidak bergerak baik itu berupa bangunan-bangunan, rumab,
kios-kios pertokoan dan lain-lain, dengan lembaga jaminan fidusia tetap
dilakukan sampai saat ini. Dalam konteks inilah dapat ditelaah lebih janh asas-
asas yang mendasari perundang-undangan yang mengatur hak jaminan
Khmsusnya vang berkaitan dengan fidusia yang diatur dalam IUU Rumah Susun,
UU Perumahan dan Permukiman, serta yaﬁg secara tidak langsung mempunyai
kaitan dengan UUPA dan UUHT. Penelashan demikian akan mampu
menjelaskan bilamana suatu peraturan 'perundangan bertabrakan‘ dengan
perundangan lain. _

Seﬁagaimana diketahui UUPA berdasarkan asas-asas yang ada dalam
hukum adat. Dengan demikian seperti dalam ‘hukuwm adat, UUPA juga
mendasarkan asas kekeluargaan, asas kepentingan umum didahulukan dari
kepentingan pribadi, asas kontan konkrit, dan asas pemlsahan horisontal yaita
asas dimana tanah terlepas dari segala benda yang melekat padanya. Asas
~ pemisahan horisontal ini sangat berkaitan dengan salah satu aspek yang penting
di dalam hukum tanah, yaitu tentang hubungan antara tanah dengan benda lain
yang melekat padanya. Kepastian akan kedudukan hukom dari benda yang .
melekat pada tanah itu sangat penting karena hal ini mempunyal pengaruh yang
luas terhadap segala hubungan hukum yang menyangk tanah dan benda yang

melekat padanya.
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Di da]am‘hukum tangh dikenal ada dua asas, yaitu yang dikenal dengan asas
pelekatan vertikal (verticale accessie beginsel), dan asas pemisahan horisontal
(horizontale scheiding beginsel).

Asas pelekataﬁ vertikal merupakan asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan
segala benda yang melekat padanya sebagai soatu kesafuan yang tertancélp
menjadi satu. Asas ini merupakan asa§ atau dasar pemikiran yang melandasi
hukum pertanahan dalam pengaturan KUH Perdata.

Asas pemisahan horisontal yang dianut dalam hukum adat dan diikuti UUPA
merupakan asas yang memisahkan tanah dan benda lain yang melekat pada
tanah itu. Tanah adalah terpisah deu_"i segala sesuatu yang melekat padanya atau
pemilikan atas tanah terlepas dari benda yang berada di atas tanah itu, sehingga
pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat
berbeda. Asas pemisahan horisontal dalam hukum adat ini terlibat jelas dalam
hak numpang yang menunjukkan bahwa dalam menumpang itu orang tidak ada
sangkut pautnya dengan 4anah tersebut bahwa orang itu tinggal dalam rumah di
atas tanah terlepas dati tanah, meskipun ia mempunyai rumah disttu, terlihat
jelas pula bahwa pohon-pohon dapat dijual digadaikan sendiri ierlepas dar
tanalmya.”‘f‘

bi_ dalam UUPA tidak terdapat ketentuan mengenai status bangunan, rumah
yang perdiri di atas tanah karena berdasarkan asas pemisahan horisontal
dimungkinkan pemilikan dan peralihan benda-benda di atas tanah itu terlepas
dari tanahnya. Untuk itu, Sfi Soedewi Maschjoen Sofwan menyatakan bahwa,
UUPA tidak mengenal asas asesi bahkan mengenal asas. “horizontale
scheiding”. Oleh karenanya terhadap bangunan-bangunan yang ada di atas

HMHGU, dan HGB dan juga di atas tanah hak orang lain dapat dijaminkan

Y yman Sudiyat, Hukum Adat Skelsa Asas,Yogyakarta:Liberty,1981 .hal. 54,



secara terpisah dari tanahnya, bangunan tersebut tidak dapat dij aminkan dengan

hipotek tetapt dengan fidusia.'
Berdasarkan asas pemisahan horisontal tersebut UUPA hanya mengatur tentang |
tanah saja, dan tidak mengatur benda yang melekat padanya. Apabila ditelaah
ketentuan-ketentuan yang bisa menunjukkan bahwa UUPA menganut asas
pemisahan horisontal tersebut pada “Pasal 57 yang menyatakan bahwa Hukum
Agraria Indonesia adalah hukum adat, dari hal itu tersirat bahwa dalam UUPA
juga berlaku asas-asas yang terkandung dalam hukum adat terutama yang
berkaitan dengan tanah.
Kemudian dapat ditinjau lebih lanjut dengan melihat isi ketentuan UUPA
sendiri dari semua peraturan pelaksanaannya yang ternyata apabila disimak
dengan seksama maka terlthat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut hanya
mengatur tentang tanah saja dan tidak ada satupun ‘dari peraturan-peraturan
tersebut yang mengatur hubungan tanah dengan benda lain yang melekat pada
tanah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa UUPA dan semua peraturan
pelaksanaannya memang hanya mempunyai tujuan mengatur tentang benda
tanah saja.
Selaqjut1§ya dapat dilihat penerapan asas pemisahan horisontal dalam ketentuan
UUPA yang terlihat dengan jelas pada ketentuan dalam Pasal 35 tentang HGB,
Pasal 28 tentang HGU, Pasal 41 tentang HP dan Pasal 44 tentang hak sewa
untuk bangunan. Di dalam ketentuan itu seseorang dapat mendinkan bangunan
di atas tanah milik orang lain jadi pemilikan atas bangunan berbeda dengan
pemilikan atas tanahnya.

Sementara itu UUHT menentukan bahwa obyek hak tanggungan tidak
'.ha‘nya terbatas pada hak-hak atas tanah yang ditentukan oleh UUPA, tetapi juga
meliputi benda-benda yang berkaitan dengén tanah. Konsep ini didasarkan pada

kenyataan bahwa di atas fanah yang bersangkutan dapat terdapat benda-benda

15 g3 Soedewt Maschjoen Sofwan, Hitkwm Jaminan Di Indonesia Jakarta BPHN, 1 980.hal.16.
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berupa bangunan, tanaman maupun hasil karya yang secara tetap merupakan
satu kesatuan dengan tanah ini maka pembebanan hak tanggungan pada hak atas
tanah “dimungkinkan” meliputi juga benda-benda tersebut.

Di dalam UUHT ini konsep hubungan tanah dan benda yang berkaitan dengan
tanah diletakkan hubungan yang permanen (tetap), bukan sebagai alternatif. Hal
ini nampak secara nyata pada judul UUHT yakni, “Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah”, atas dasar hal ini
berarti UUHT tidak menerapkan asas pemisahan horisontal sebagaimana yang
dianut dalam UUPA yang merupakan induk dari pada UUHT.

Menurut Mariam Darus Badroelzaman, seyogyanya judul UUHT ini hanya
berbunyi “Hak Tanggungan atas Tanah”. Dengan demikian UUHT berpegang
pada alasnya yaitu UUPA yang semata-mata mengatur hak atas tanah. Benda
yang berkaitan dengan tanah dibiarkan berada pada sistemnya sendiri. Tanah
dan bangunan adalah dua komponen yang berbeda. T anah mempunyai sifat
yang berkaitan dengan kebudayaan, religius, sakral, politis, ekonomis, kesatuan
dan keamanan. Bangunan lebih menujukkan sifat-sifat ekonomis dan
mempunyai waktu relatif sementara dibandingkan dengan tanah yang bersifat
abadi, jadi keduanya mengandung muatan asas-asas (sistem) yang berbeda.
Sebetuln)'/a agar pemisahan tanah dengan benda-benda yang ada di atas tanah
melalui asas pemisahan horisontal dapat dilakukan melalui pendaftaran. Dengan
pendaftaran bangunan (publikasi) maka benda itu dapat dijadikan obyek
perikatan yang dilepaskan dari tanahmya. Artinya yuridis dari pendaftaran di sini
ialah menciptakan hak kebendaan (real right) dan tidak dipergunakan dalam arti
administratif. Hubungan antara pemilik benda-benda yang ada di atas tanah
terpisah dari tanahnya dan bagaimana hubungan antara keduanya ditentukan di
dalam perjanjian. Jika pemilik benda yang sudah terdaftar itu ingin melakukan
perikatan terhadap bang'unannya; dia tidak membutuhkan campur tangan dari

4
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jpemi'.l.ik tanah untuk ikut serta di dalam perjanjian yang diadakannya ataupun
minta ijin dari pemilik tanah. |

Apabila dibandingkan dengan praktek penjaminan fidusia dengan obyek
‘bangunan, | maka proses yang dilalni oleh pemilik bangunan untuk
menjaminkannya dengan fidusia sangatlah sederhana, cepat dan berbiaya
ringan, tidak perlu melalui proses yang pamjang sebagaimana pemilik bangunan
menjaminkannya dengan hak tanggungan. Pernyataan persetujuan dari pemilik
tanah biasanya yang telah tercetak dalam formulir yang telah disediakan oleh
bank. _
Dari hal-hal di atas dapat dilihat bahwa pemilik bangunan/rumah atau benda
lain di atas tanah hak orang lain dapet menjaminkan dengan pilihan hak
tanggungan atau dengan fidusia. Perbedaannya terletak pada proses yang harus
dilakukan khususnya terhadap pemilik tanah yang sebenarnya tidak ada
kepentingan apapun dengan pemilik benda-benda yang dijaminkan tersebut.
Kalau dengan hak tanggungan maka pemilik tanah harus menyetujui dan
dianggap mengikatkan tana'!_mya sebagai jaminan bersama-sama dengan
bangunan dan harus dilakukan sampai pada tahap pendaftarann hak tanggungan
oleh kantor Pertanahan. Keadaan demikian tentunya sangat menyudutkan POSIs]
pemilik tanah. Hal demikian inilah yang sekiranya menjadikan pembebanan
benda-benda selain tanah dengan lembaga hak tanggungar; kecil kemungkinan
dilakukan. Sementara itn, apabila pembebanan demikian dilakukan dengan
menggunakan fidusia, pemilik tanah hanya sekedar memberikan persetujuan
dengan proses yang sederhana dan {idak dianggap secara bersama-sama sebagai
pihak yang membebankan tanahny:a dengan bangunan/benda lain.

Dengan demikian, apa yang selama ini sudah dikenal dalam praktek
perbankan yakni pembebanan benda-benda tetap selain tanah dengan
menggunakan lembaga fidusia tetap hidup sampai sékarang dan tidak mungkin

terhapuskan. Praktek demikian bahkan sudah lama berlangsung, mengingat hak
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tanggungan, hipotek dan credietverband hanya dapat dibebankan terhadap hak-
hak atas tanah tertentu : hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.
Juga menurut undang-undang hak tanggungan, hipotek dan credietverband
hanya dapét dibebankan atas hak atas tanah saja dan tidak mengatur tentang
hipotek/credietverband atas bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah-
tanah tersebut. Ttulah sebabnya maka dalam praktek orang-orang lalu mencari
jalan keluar dengan melalui lembaga fidusia, karena bangunan-bangunan
tersebut cukup mempunyai nilai ekonomis untuk menjadi obyek jaminan bagi
mereka yang memeriukan kredit. Apalagi kelembagaannya kemudian diakui
dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga menjadi hukum posttip
dan semakin menguatkan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam
sistem hukum jaminan kita.

'qukembangan ini adalah sesvat dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat Indonesa, di mana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-

hak atas tanah yang tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan, seperti hak

sewa, hak pakai, hak menumpang dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang
terletak di atas tanah tersebut tidak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan
dan ini.dapat diatasi dengan jaminan fidusia.

Dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu
pada Pasal 1 angka 2 dan 4, serta Pasal 3, dapat dikatakan bahwa yang menjadi |
objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan
hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak,
dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani ‘deng‘an hak tanggungan,
hipotek, dan gadat.

Ketentuan di atas hampir sama dengan ketentuan Pasal 9 UCC Di Amerika

Serika;t berdasarkan ketentuan Pasal 9 UCC dapat disebutkan: '
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“Under the provisions of Article 9, colleteral is divided into categories. The
three general divisions are tangible property, intangible proﬁerty and
fixtures™.® Jadi ketiga bagian yang umum adalah harta kekayaan/benda yang
berwujud, harta kekayaan/benda ‘yang tidak berwujud, dan harta
kekayaan/benda yang berupa benda bergerak yang melekat. Walaupun
ketentuan tersebut kurang sempurna tetapi secara periodik selalu dirivisi untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktek baru dalam
bisnisnya seperti pengalaman yang diperoleh dari praktek litigasi.

Dari berbagai penetapan jaminan khususnya benda tidak bergerak, seperti
hak sewa, hak pakai, , dan hak-hak lainnya selain yang diatur dalam hak
tanggungan terutama objek gedung perkantoran, periu diperhatikan yang
dijaminkan adalah hak sewanya dalam 'hé’k sewa atau hak guna pakamya
terhadap bangunan, bukan hak milik yang melekat pada benda terebut dan itu
harus dalam jumlah lertentu (bisa dinilai nominal). Seperti gedung Bank Pasifik
karena sudah dilikuidasi jadi secara yuridis dimﬂiki oleh negara melalui BPPN,
kemudian gedung tersebut disewakan kepada PT. ABC selama 10 (sepuluh)
tahun seharga kurang lebih 1,3 Miliar. Karena PT.ABC membutuhkan modal
maka meminjarn kredit ke suatu bank dengan jaminan fidusia yang dijaminkan
adalah 'hak‘sewanya selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, dan gedung itu tetap
dipergunakan secara operasional olch PT.ABC. Ini bisa dilihat juga bahwa ada
perbedaan antara hak milik antara “milik yuridis” di tangan kreditur dan dan
“milik ekonomis” yang masih tetap berada pada debitur. Dimana tujuan paling
utama adalah bahwa seseorang pemberi jaminan atau debitur tidak lagi harus
melepaskan obyek hak jaminan dari kekuasaannya, seperti halnya pada. hak
gadai, tetapi obyek itu masih dipegang dan tetap digunakannya seperti

sebelumnya.

Y€ Gerald H Thain, 4 Basic Outline Of The Law of Secured Transactions, Komponen Pelatihan Hukum,
Elips Project, 1993. Hal.158




148

Lebih jauhnya dapat dikatakan bahwa dalam bidang hukum apapun
diharapkan akan selalu dapat tercipta “harmonisasi hukum”. Yaitu sebuah
proses atay upaya agar semua produk peraturan perundang-undangan yang
sederajad bisa selaras dan tidak saling tumpang tindih dengan peraturan lainnya.
Sedangkan sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. |
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BAB1V
PENUTUP

A. Kesimpulan ‘ gt o,
I. Pengikatan jaminan fidusia baik yang berobyek barang-barang bergerak den /

barang-barang tidak bergerak selalu didahulwi dengan perjanjian kredit.
Dalam praktek perbankan penggunaan fidusia sebagai jaminan sudah sangat
populer seiring dengan ‘banyaknya praktek pengikatan jaminan kredit dengan
fidusia ini. Dalam ikatan perjanjian jaminan fidusia terjadi penyerahan hak
milik secara phisik barang tidak diserahkan kepada kreditur tetapi tetap ada
pada kekuasaan debitur dengan suatu perjanjian bahwa debitur tidak lagi
menguasai barang-barang tersebut sebagai pemilik tetapi hanya sebagaai
“peminjam belaka”.

Kelebihan dari ﬁdﬁsia ini terletak pada sifainya yang sederhana berupa
proses yang cepat, persyaratan ringan dan biaya murah. Tetapi yang lebih
penting, penjanyinan melalui fidusia int dirasakan sangat membantu para
debitur untuk dapat memperoleh kredit dengan tetap masih bisa
memaniaatkan barang yang dijaminkan bagi keperluan usahanya. Sementara
bagi kreditur, tiadanya syarat inbezitstelling pada fidusia akan memudahkan
kreditur dengan iidak periu menyediakan tempal penyimpanan bagi barang
jaminan.

Memang, dengan konstruksi yang ada pada fidusia tersebut juga bisa
menimbulkan persoalan dan ini merupakan kelemahan dari fidusia yaitu
kurangnya jaminan keamanan terhadap kepentingan kreditur, mengingat
kreditur yang berkedudukan sebagai pemilik secara de yure, tidak menguasal
secara phisik barang yang dijaminkan debitur (a’é facto). Dalam posisi i

kreditur selalu dihadapkan pada persoalan terhadap pelaksanaan eksekusi
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atas barang jaminan jika sampai debitur wan prestasi dan tidak mau
menyerahkan barang yang dijaminkan secara sukarela kepada kreditur untuk
dijual. Di samping juga jumiah kredit yang dipinjamkan dengan nilai barang
jaminannya sering kurang, baik karena jenis barang maupun karena kurang
menerapkan prinsip kehati-hatian kreditur (bank )dalam pelaksanaan

peminjaman kredit.

. Bagi kehidupan para pengusaha, kredit telah merupakan urat nadi bagi

pengembangan usahanya. Kredit telah merupakan kebutuhan yang sangat
penting datam kehidupan para pengusaha dan sangat membantu serta sangat
bermanfaat dalam pengembangan usaha ';ne'reka. Fidusia sebagai salah satu
sarana pengaman kredit dalam kenyataannya telah mendapaf tempat dan
dirasakan sebagai lembaga jaminan yang dapat melindungi dan menjamin
kepastiaan hukum bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kredit dengan
menggunakan jaminan fidusia.

Perkembangan fidusia di Indonesta, pada awalnya dari beberapa
yunspruden31 mengakui bahwa fidusia hanya untuk barang bergerak, setelah
itu terus mengalam: perkembangan dengan mengakui pula bahwa fidusia bisa.
d:i]a'kukan terhadap barang tidak bergerak. Akhirnya tuang lingkup jaminan
fidusia itu diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kemudian prospek setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia

tersebut mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat penggunaan jaminan

fidusia makin meningkat baik secara kuantitas dan kuvalitas. Menurut
beberapa notaris di Jakarta akta jaminan yang dibuat setelah undang-undang
jaminan fidusia berlakn mengalami peningkatan, ini juga dibenarkan oleh
pegawai pendaftaran di Dep. Kehakiman bahwa sejak dibukanya kantor
Pendafiaran Fidusia selama 4 (tiga) bulan sudah masuk kurang lebih 7000

permohonan pendaftaran. Begitu pula dengan nilai penjaminannya yang
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da'ﬁu]u_ hanya berkisar puluhan juta dan untuk pengusaha menengah dan
kecil, kalau sekarang nilainya penjaminannya sudah mencapai miliaran yang
dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar,

Hal ini‘ terjadi karena para pihak menganggap dengan pendaftaran tersebut
lebih dapat menjamin kepastian hukum, termasuk apabila dalam hal debitur
wan prestasi, proses eksekusi cukup dengan kreditur memohon penetapan
eksekusi ke pengadilan negeri, jaminan tersebut sudah bisa dieksekusi tanpa
melalui proses gugatan biasa.

Di samping it perkara atau kasus fidusia di pengadilan tergolong sedikit baik
sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang, karena para pihak memang
biasanya menyelesaikan dengan proses-proses di luar pengadilan seperti
negosiasi-negosiasi atau yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution
(ADR) untuk mencapai win-win solution. Dan juga jaminan fidusia yang
pada hakekamya merupakan suatu perjanjian “kepercayaan”, sehingga para
pihak terutama debitur sangat menyadari posisinya sebagai yang diberi
kepercayaan oleh kreditur, itu menyebabkan mereka sangat jarang melakukan
wan prestasi, apalagi sekarang para pihak terutama kreditur dilindungi
dengan adanya undang-undang jaminan fidusia.

Dengan demikian mempertahankan keberadaan fidusia dan memperkuat
kedudukannya dalam undang-undang jaminan fidusia yang berlaku sekarang
merupakan hal sangat menggembirakan dirasakan ‘oleh para pihak dalam
perjanjian kredlt dengan penggunaan jamindn ﬂdusaa Karena dengan
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia scmakm terciptanya kepastian
hukum dan keadilan dalam peranannya menunjang pembangunan ekonomi

melalui sarana perjanjian pemberian kredit.

3. Dalam praktek perbankan yakni pembebanan benda-benda tetap dan bergerak

dengan menggunakan lembaga fiducia tetap hidup sampai sekarang dan tidak
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mungkin terhapuskan. Praktek demikian bahkan sudah lama berlangsung,
mengingat hak tanggungan, hipotek, credietverband, dan gadai hanya dapat
dibebankan terhadap hak-hak atas tanah tertentu : hak mi]ik, hak guna usaha,
dan hak .guna bangunan. Juga menurut undang-undang hak tanggungan,
hipotek dan credietverband hanya dapat dibebankan atas hak atas tanah saja
dan tidak mengatur tentang hipotek/credietverband atas bangunan-bangunan
yang terletak di atas tanah-tanah tersebut. Hulah sebabnya maka dalam praktek
orang-orang lalu mencari jalan keluar dengan melalui lembaga fiducia, karena
bangunan-bangunan tersebut cukup mempunyai nilai ekonomis untuk menjadi
obyek jaminan bagi mereka yang memerlukan kredit. _

Dalam Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang
lingkup berlakunya jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian
yang bertujuan membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas
embali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang jarmmman
fidusia yang de11gan tegas mengatakan bahwa Undang-undang ini tidak
berlaku terhadap:

2. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
‘peraturan perundang-undangan yang berlaku meneninka jaminan atas
benda-benda tersebut wwajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas
milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat
dijadikan objek jaminan fidusia;

b. hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) m3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbag; dan

d. Gadai.

Rerdasarkan ketentuan di atas pembebanan jaminan fidusia di luar hal-hal yang

sudah diatar dalam hak 1anggungan, hipotiek, dan gzidai.

Sedangkan pembebanan fidusia yang dilakukan sesuai dengan UU Rumah
Susun (UU No. 16 tahun 1985), UU Perumahan Dan Permukiman (UU No. 4
tahun 1992) sepanjang tidak berte:;tang dengan U'ndangwundang Jaminan
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Fidusia masih tetap berlaku. Hal i ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-undan
jaminan Fidusia juga disebutkan bahwa sepanjang tidak bertetangan dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
mengenai fidusia tetap berlaku sampat dicabut, diganti, atau diperbaharui.
Kemudian perjanjian-perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia yang
dahulu hanya berdasarkan yurisprudenst, diha:rabkan dapat menyesuaikan
dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, ini diatur juga dalam Pasal 37 yaitw:

(1) Pembebanan benda yang menjadi objek jarﬁinan fidusia yang telah ada
sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak
bertetangan dengan undang-undang ini.

(2)Dalam jangka waktu selambat-lambataya 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak berdirmya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian jaminan
fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang inl, kecuali
Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana
dimakud dalam Pasal 5 ayat (h

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan

merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud datam
undang-undang .

B. Rekomendasi
Diharapkan fidusia sebagai suatu pranata jaminan mampu memenuhi kebutuhan
masyarakaf yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan pembangunan
khususnya dunia usaha sekarang ini yang sedang krisis. Keberadaan Undang- .
undang Jaminan Fidusia diharapkan akan dapat memberikan kesempaian yang
lebih besar kepada pengusaha kecil, menengah, dan besar untuk meningkatkan
usahanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia masih perlu untuk disosialisasikan, baik bagi para
pengusaha. masvarakat umum maupun bagl para penegak hukum untuk
diketzhu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangad dalam penggunaan

jamman fidusia.
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Di samping itu sarana untuk menunjang jaminan fidusia, yaitu tempat
pendaftaran di berbagai daerah supaya lebih dipercepat dalam pembentukannya,
agar para pihak dapat mendafiarkan di daerahnya masing-masing, tanpa periu
harus ke Jakarta. Karena hal itu dirasakan kurang efesien dan efektif dalam

usaha membangun iklim dunia usaha yang kondusif.
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